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KATA PENGANTAR 


Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.Si. 
Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 


Sadd al-dzariah adalah salah satu teori atau dalil usul fikih 
dalam meng-istinbat-kan hukum syara' agar hukum Islam 
dapat dibumikan dalam bentuk pencegahan, karena sad arti- 
nya menyumbat atau mencegah sedangkan dzari'ah adalah 
kemudharatan atau kemafsadatan, sehingga sad al-dzari'ah 
yang berarti adalah mencegah suatu kemudharatan sebelum 
terjadinya kemafsadatan yang lebih besar yang akan di- 
timbulkannya. Adanya suatu pencegahan hukum tentunya 
karena adanya nilai mudharat yang digapai, karena hukum 
ada untuk ketertiban dan keadilan untuk menjaga nilai-nilai 
kemanusiaan. 

Secara fitrah bahawa manusia dianugrahi syahwat agar 
manusia dapat melangsungkan regenerasi, namun demikian 
Allah Swt., menganugrahkan agama agar proses regenerasi 
tersebut dapat dilakukan dengan baik, sehingga tidak menim- 
bulkan kemudharatan. Pernikahan merupakan jalan yang 
diajarkan dalam agama untuk dapat melangsungkan kehidup- 
an dengan cara yang layak. Pernikahan merupakan anjuran 
agama agar manusia selamat dari gejolak jiwa yang secara 
fitrah harus disalurkan dalam bentuk hubungan biologis dan 
melakukan kasih sayang kepada lawan jenisnya. Namun 
demikian, agama juga melarang beberapa hal dalam perka- 
winan yang merupakan antisipasi hukum syara' terhadap 
upaya pencegahan kemudharatan yang mungkin terjadi jika 
tidak dilarang, dan akan menimbulkan kemafsadatan, karena 


PN 


perkawinan adalah hal yang sakral, dimana dengan adanya 
akad sighah ijab gabul akan menimbulkan hukum halal dalam 
hubungan biologis fitrah insaniyah, yang diatur dalam hukum 
syara". 

Kajian yang dilakukan oleh saudara Dr. Agus Hermanto, 
M.H.I. merupakan salah satu kajian ilmiah tentang larangan 
perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan teori sadd 
al-dzari'ah dalam menganalisa dan menginterpretasikan 
beberapa model larangan dalam perkawinan dengan 
menghadirkan beberapa argumen syara' agar mudah 
dipahami dan bermanfaat. 

Selamat membaca! 


| Sadd Al-Dzari' ah: Interpretasi Hukum Syara' terhadap... 


PRAKATA 


Alhamdulillah, telah terbit buku yang berjudul “Sadd Al- 
Dzariah, Interpretasi Hukum Syara' terhadap Beberapa 
Hal tentang Larangan Perkawinan” telah hadir dihadapan 
pembaca, kekurangan, tentunya sesuatu yang melekat pada 
diri penulis, sehingga penulis senantiasa mengharap 
masukan, serta saran yang membangun dari para pembaca. 
Shalawat dan salam penulis haturkan kepada nabi 
Muhammad al-Musthafa yang membawa perubahan positif 
terhadap umat di bumi dengan pedoman ajaran Islam yang 
merupakan agama pembawa rahmat bagi seluruh alam. 

Buku ini merupakan salah satu buku kajian hukum 
perkawinan yang mengkaji hal-hal yang terlarang dalam per- 
kawinan, karena adanya perintah juga adanya larangan, dan 
begitu juga dalam perkawinan, selain bahwa perkawinan 
merupakan sunah rasul juga terdapat aturan yang melarang, 
manakala konteks memberikan rambu-rambu yang jika dilan- 
jutkan akan membawa kemudharatan. Mengingat bahwa 
hukum Islam tidak semuanya nampak hikmahnya, sehingga 
pada kajian buku ini akan menelaah beberapa hal yang 
berkenaan dengan larangan perkawinan dalam tinjauan sadd 
al-dzari'ah, sehingga akan menghadirkan argumen penting 
dibalik adanya larangan tersebut. 


BE 


Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu upaya pence- 
gahan hukum yang bila tidak segera dicegah atau disumbat 
akan menimbulkan kemudharatan besar, maka antisipasi 
syara' merupakan bagian dari interpretasi hukum agar 
hukum Allah dapat dibimikan dan dipahami secara rinci. 

Harapan penulis hadirnya buku ini dapat memberikan 
warna baru dalam kajian hukum perkawinan, selain bahwa 
perkawinan banyak dikaji dalam bentuk pembaruannya, 
namun rambu-rambu penting yang justru merupakan hal 
penting tidak terlupakan, yaitu sebuah larangan. Wallahu 
a'lam. 


IE Sadd Al-Dzari' ah: Interpretasi Hukum Syara' terhadap... 


PENDAHULUAN 


Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecen- 
derungan seks (libido seksualitas). Dan sudah menjadi kodrat 
alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang 
berlainan, seorang perempuan dan laki-laki ada daya tarik 
satu sama lainnya untuk hidup bersama. Fitrah ini diberikan 
oleh Allah Swt., kepada setiap makhluk hidup di dunia yang 
saling berpasang-pasangan. Oleh karena itu, Tuhan menye- 
diakan wadah yang legal kepada manusia untuk terseleng- 
garanya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat 
manusia.! 

Firman Allah Swt. berfirman dalam Al-Our'an surat al- 
Dzuriat ayat 49: 


2 Ta Ah Nan 1 CC... 
3S NI gt KAS si Ian 
"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan 


supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (0.S. al-Dzuriyat: 
51:49). 


Ayat ini secara gamblang menjelaskan kepada kita 
bahwa diciptakannya segaa sesatu di muka bumi ini sebagi 
bentuk kebesaran Allah Swt., maka dalam konteks agama, 
Rasulullah saw., bersabda tentang anjuran menikah bagi 
pemuda: 


1 Wirjono Pradjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: 
Vorkink, tt.), h.7 


Bg 


Dl del Je 5 UE sa ae) mia yA KE Yp 
SIA Aa AN Sia Una ya AAN aa 
AE Gita 5 4z6 Ba ad Al 


“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: 
"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah 
mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat 
menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang- 
siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat 
mengendalikanmu.” (HR. Bukhari Muslim). 


Dalam hadis tersebut Nabi saw. mengajarkan bahwa 
perkawinan tidaklah semata-mata dimaksud untuk menu- 
naikan hasrat biologis. Kalau hanya itu, tujuan perkawinan 
hanya memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang 
dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina 
hanya untuk memenuhi kebutuhan reproduksi generasi.2 
Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluriah 
manusiawi, untuk memenuhi tuntunan nafsu syahwatnya 
dengan tetap memelihara keselamatan agama yang bersang- 
kutan. Dan apabila syahwat telah mendesak, padahal kemam:- 
puan kawin belum cukup supaya menahan diri dengan jalan 
berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah agar mempunyai 
daya mental dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan 
godaan setan yang menarik-narik untuk berzina.3 


2 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 
2000), him. 15. 

3 Ahmaz Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Bagian 
Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987), hlm. 10. 
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Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perka- 
winan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam 
kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masya- 
rakat. Perkawinan? adalah merupakan jalan yang amat mulia 
untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. 
Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka 
panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri 
dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan 
bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk 
ciptaan Allah Swt. bahkan Allah Swt. melarang kepada 
hambanya untuk membujang.: 


4 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam 
bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut 
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Dep. Dikbud, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 456. 
Perkawinan juga disebut “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang 
menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memesukkan, dan di- 
gunakan dalam arti bersetubuh “wathi”. Lihat Muhammad bin Ismail al- 
Kahlaniy, Subul al-Salam, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, h. 109. Lihat pula 
al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, Kitab al-Ta'rifat, (Bairut: Dar al- 
Kutub al-Islamiyah, 1988), cet. Ke-3, h. 246. Kata “nikah” sendiri sering 
dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad 
nikah. Wahbah Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Bairut: Dar al-Fikr, 
1989), cet. Ke-3, h. 29. Lihat pula Muhammad Nur Asyik, Nikah Menurut 
Islam, (Jakarta: Rakan Offset, 1985), h. 7. Lihat pula Mahmud Yunus, 
Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1964), 
hlm. 1. 

5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Bagian 
Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1987), hlm. 9. 
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Sabda Rasulullah saw. tentang larangan membujang: 
2 Kena id  lan eA aa Ips 55 JO gai Af 
Ius ea 


"Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berke- 
luarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau ber- 
sabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, 
sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di 
hadapan para Nabi pada hari kiamat.” (Riwayat Ahmad. 
Hadits shahih menurut Ibnu Hibban). 


Selain fungsi keluarga tersebut di atas, fungsi ke- 
sakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena 
keluarga sakinah yang berarti: keluarga yang terbentuk dari 
pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan 
yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam 
melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik 
anak dalam suasana mawaddah wa rahmah. 

MPa dianjurkan Allah dalam surat al-Rtim ayat 21: 


Paga 5 Jana GD GL GI SA sa SN IS Ol 3g 
HD pend NI 


"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ia ciptakan 
untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu 
merasa tenang kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa 
cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat 
tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memi- 
kirkan”. (O.S. al-Riim:21). 


|. | Sadd Al-Dzari' ah: Interpretasi Hukum Syara' terhadap... 


Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah 
partalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan 
manusia bukan saja antara suami isteri serta keturunannya 
akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada 
umumnya. Dalam pergaulan hidup antara suami dan istri 
yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu 
kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga 
merekapun akan menjadi satu dalam segala urusan tolong- 
menolong antara sesama dalam kebajikan dan menjaga dari 
kejahatan. Banyak keluarga mengalami kehancuran karena 
masing-masing individunya berjalan tanpa adanya pedoman 
yang jelas. Sehingga ingin mengikuti gaya hidup masyarakat 
Barat yang dianggapnya lebih maju dan modern. Sebagian lagi 
berpegang pada norma dan adat istiadat lama yang semakin 
lama semakin using dan tidak mampu menghadapi dinamika 
kemajuan zaman. Namun jika kedua belah pihak mau mene- 
ngok kembali kepada tuntunan Islam, sudah pasti semua 
kesulitan akan dapat diatasinya dengan mudah, karena Allah 
swt. dalam kitab-Nya dan Rasulullah saw. dalam sunnahnya 
telah menetapkan sebagai aturan dan prinsip-prinsip yang 
amat berharga bagi umatnya, khususnya dalam mengatasi 
kerumahtanggaan.£ 

Selain dari pada itu, dengan perkawinan seseorang 
akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Maka untuk 
menjaga kesucian cinta dan kasih sayang, dan demi terwujud- 
nya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, maka 
Allah telah mengatur batasan-batasan dalam pernikahan. 


6 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga 
Sakinah Sesuai Syari'ah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 9-10. 


Bab 1. Pendahuluan Ea 


2 eennana firman Allah swt., surat al-Nisa da 23: 
2 SA 3 AN pp AE Atlag Sial Aing SEA SUS ena 
3D leak LEE 3 3 kau EA KAI 33 3 Ba Sa 
Ba Sis € NIA Ipa SAI .Li 1S G G s&is A3 IG 4 Ass 3 65 £g 
(3 ag aa Su suri III ag 


“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anak- 
mu yang perempuan:? saudara-saudaramu yang perempuan, 
Saudara-saudara bapakmu yang perempuan: saudara-saudara 
ibumu yang perempuan: anak-anak perempuan dari saudara- 
saudaramu yang laki-laki: anak-anak perempuan dari 
saudara-saudaramu yang perempuan: ibu-ibumu yang menyu- 
sui kamu: saudara perempuan sepersusuan: ibu-ibu isterimu 
(mertua): anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 
dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 
campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka 
tidak berdosa kamu mengawininya: (dan diharamkan bagimu) 
isteri-isteri anak kandungmu (menantu): dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali 
yang telah terjadi pada masa lampau: Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (O.S. al-Nisa', 4:23). 
Selain semua yang dikemukakan di atas, lembaga per- 
kawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah 
yang bersifat pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan 
juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat 
manusia. Di samping itu semua, selain untuk pemenuhan 
kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, perkawinan juga 


7 Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang 
dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perem- 
puan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya, sedang 
yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, 
menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam peme- 
liharaannya. 
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ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi 
penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Di sini- 
lah dirasakan pentingnya keberadaan seorang anak dalam 
suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penghibur dikala 
susah dan lelah, pada hakikatnya anak adalah anugerah dan 
amanah dari sang pencipta alam semesta. 

Sabda Rasulullah saw. tentang kreteria memilih 
pasangan yang ideal: 


Ma K3) JB ala Sl Ie Pa en Era 3 
(SIS Ef ai SK ABE Una WR ee, Ga DN 
Ka gi Gaae JA 


"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu 
dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, 
dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, 
engkau akan berbahagia." Muttafag Alaih. 


Bagaimana pentingnya rumah tangga sebagai satu 
persekutuan yang terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, 
sebagaimana uraian Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulamuddin 
tentang faidah melangsungkan perkawinan, yaitu: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya 
dan menumpahkan kasih sayangnya. 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari keja- 
hatan dan kerusakan. 


8 Maktabah Syamilah digital, Hadis No. 997. 
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4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab 
menerima hak serta kewajiban, juga berusaha untuk mem- 
peroleh harta kekayaan yang halal. 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat 
yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.? 

Perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga 
sebagai salah satu unsur masyarakat pada mulanya di atur 
dalam berbagai peraturan. Dalam masa pluralisme hukum 
perkawinan, pengaturan didasarkan pada perbedaan golong- 
an penduduk. Ada ketentuan untuk golongan Eropa, golongan 
Timur asing (Cina) dan golongan pribumi/Kristen. 10 Hal ini 
tentu menciptakan ketidakseragaman dalam pengaturannya. 
Oleh karena itu lahirlah Undang-undang No.1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (UUP). 

Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah Undang- 
undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, 
yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indo- 
nesia. Undang-undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi 
hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada 
tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksananya PP 
No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 
tentang perkawinan. Berbeda dengan negara sekuler, perka- 
winan menurut UUP di Indonesia bukan hanya meliputi aspek 
keperdataan saja akan tetapi juga merupakan aspek keaga- 
maan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan 
digantungkan sepenuhnya pada hukum agama dan keperca- 


9 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 
24. 

10 Wirjono Pradjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: 
Vorkink, tt.), hlm.14. 
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yaan masing-masing rakyat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (1) 
UUP.11 

Adanya Pasal 2 ayat (1) ini menyebabkan UUP dapat 
disebut tidak merupakan unifikasi secara penuh karena hanya 
mengatur hal-hal yang bersifat umum, artinya masih terdapat 
diferensiasi dalam hal yang spesifik seperti masalah keabsah:- 
an perkawinan. Diferensiasi ini tidak dapat dielakan karena 
negara Indonesia memiliki 5 (lima) agama yang dilindungi 
oleh hukum negara dan mengenai perkawinan ini adalah hal 
yang sensitif sebab berkaitan dengan keyakinan. Khusus bagi 
yang beragama Islam di atur tersendiri dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI). KHI terbentuk karena pemerintah 
melihat bahwa umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar 
merupakan kelompok mayoritas, akan tetapi juga merupakan 
kelompok terbesar umat Islam di dunia, maka dengan 
instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1990 berlakulah apa 
yang dinamakan KHI sebagai hukum material yang diper- 
gunakan dalam lingkung-an peradilan agama. Berlakunya KHI 
ini diharapkan akan meningkatkan peranan para hakim 
agama dalam ber-ijtihad. 

Lahirnya KHI selain untuk menggalakkan kembali 
ijtihad dikalangan umat Islam, juga dimaksudkan untuk me- 
nyatukan persepsi dikalangan umat Islam sendiri dalam 
melihat persoalan yang timbul di masyarakat, sesuai dengan 
budaya Indonesia akan tetapi tidak bertentangan dengan al- 
Our'an dan Sunnah. Tentang perkawinan diatur dalam buku I 
KHI, baik mengenai peminangan, hak dan kewajiban suami 
isteri, pemeliharaan anak, perwalian, dan lain-lain. Selanjut- 
nya dalam hal terjadinya larangan perkawinan ini telah diatur 


11 Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perka- 
winan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh 
lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. 
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oleh UUP dan KHI. Adanya pengaturan mengenai larangan 
perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan 
pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi 
kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari.12 

Seperti halnya pembatalan perkawinan,!3 larangan per- 
kawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh 
berbeda dengan masalah pembatalan perkawinan, dalam 
kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mem- 
punyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada 
derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam 
kelangsungan perkawinannya. Hal tersebut di atas juga turut 
mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan. Dalam buku 
sederhana ini, penulis ingin mengkaji beberapa 
interpretasi hukum syara' terhadap beberapa model 
larangan perkawin- an, karena selain bahwa tujuan 
perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga yang 
sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga agar hal tersebut 
dapat tercapai sesuai ajaran syara' maka harus pula 
dipahami rambu-rambu yaitu berupa larangan perkawinan. 
Hal ini sangat penting agar kita dapat memahami 
rambu-rambu yang digariskan syara, dan untuk mengetahui 
argument hukum tersebut, maka dibutuhkan suatu metode 
istinbat hukum yang dalam hal ini akan meng- kaji dengan 
menggunakan teori sad al-dzari'ah. 


12 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 
2007), hlm. 2-3. 

13 Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, 
menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti 
menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang 
tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. W.J.S. Poerwadarmita, Kamus 
Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), Cet. Ke-X, hlm. 
199. 
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KONSEP 
SAAD Al-DZARI AH 


A. Konsep Sadd al-Zari'ah 

Secara harfiyah, sadd al-dzar@'i terdiri atas dua kata yakni 
sadd yang berarti penghalang atau sumbat, dan dzara'i yang 
artinya jalan. Oleh karenanya sadd al-dzara'i dimaksudkan 
sebagai upaya menghambat atau menyumbat semua jalan 
yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan pene- 
tapan hukum melalui metode ini adalah untuk tercapainya 
kemaslahatan dan jauh kemungkinan memudahkan terjadi- 
nya kerusakan. Metode ini disebut sebagai metode preven- 
tif, mencegah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diingi- 
mi.14 

Namun ada ulama yang menggunakan terminologi 
dzariat saja yang lebih umum. Dzarfat berarti wasilat atau 
perantaraan, yakni sesuatu yang menjadi perantara ke arah 
perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Ketentuan 
hukum yang dikenakan pada dzari'at selalu mengikuti ke- 
tentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi 
pokoknya. Maka perbuatan yang membawa kepada terlak- 
sananya sesuatu yang mubah adalah mubah, perbuatan 
yang membawa kepada terlaksananya sesuatu. 


14 Alaiddin Koto, Ilmu Figih dan Ushul Figih Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 113-114 


IN 


Secara lugawi, al-dzarfat itu berarti: 
Gasa H2 S5 ia ea la 


Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau 
maknawi, baik atau buruk” 


Keberadaan dzarfat ini dilandaskan pada Al-Our'an, 
pada firman arti lugawi ini mengandung konotasi yang 
netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. 
Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Gayyim 
kedalam rumusan definisi tentang dzar''at yaitu, 


SEN Up An GS U 
“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu” 


Selanjutnya dalam pengertian lain sebagaimana 
berikut: 


Pata FE JEEAN pad AN) Ie ya 


"Apa yang menyamaikan kepada sesuatu yang terlarang 
yang mengandung kerusakan” 


Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai 
dengan yang dituju, kata dzari'at itu didahului oleh sadd (-w) 
yang artinya menutup, maksudnya adalah menutup jalan 
menuju terjadinya kerusakan. Ditempatkannya sadd al- 
dzari'at sebagai salah satu dalil yang diperselisihkan peng- 
gunaaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak 


15 Jbid., 423-424 


aa Sadd Al-Dzari' ah: Interpretasi Hukum Syara' terhadap... 


menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, 
karena perbuatan itu menetapkan sebagai wasilat bagi 
suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini 
menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilat itu adalah 
sebagaimana hukum yang ditetapkan syara terhadap 
perbuatan pokok. Masalah ini menjadi perhatian ulama 
karena banyak ayat-ayat al-Ouran yang mensyaratkan ke 
arah itu, umpamanya.16 

Firman Allah Swt. dalam Al-Our'an surat Al-Bagarah 
ayat 104: 


- ” & 2 Le KP bag 
SAE GB Iisa GEN 3 Kel US YLSA Gal Gl 
| 


2 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan 
(kepada Muhammad): 'raa'ina', tetapi katakanlah'unzhurnaa' 
dan 'dengarlah" (O.S. Al-Bagarah:104).!7 


Dalam pengambilan dzarfat sebagai sumber hukum 
perlu diperhatikan dua prinsip sebagai berikut: 

1. Dzarfat digunakan apabila mengakibatkan kebaikan atau 
kerusakan yang didasari nas. Karena manfaat dan 
mafsadat yang digariskan nas adalah manfaat dan 
mafsadat yang pasti. Maka dalam hal ini adanya dzarf'at 
dimaksudkan adalah untuk melayani nas. 

2. Hal-hal yang berhubungan dengan amanat dalam hukum- 
hukum syara' tidak berarti tidak memperhitungkan ada- 
nya khianat pada saat tertentu. Sebab kerusakan yang 
dapat dihindarkan melalui meninggalkan Zarf'at adalah 


16 Jbid., h. 426-427. 
17 Departemen Agama RI. Al-Guran dan Terjemahnya. Madinah: 
Mujamma Almalik Fahd Li Thaba'at Al Mush-haf Asy-Syarif, 2000. 
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lebih banyak. Misalnya Zarf'at tidak dapat dijadikan alasan 

sebagai penutup lembaga perwalian. 

Dzari'at dikelompokkan kepada melihat beberapa segi, yaitu, 

1. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditim- 
bulkannya, Ibnu Oayyim membagi Zari'at menjadi empat, 
yaitu, 

a. Dzari'at yang memang ada dasarnya membawa kepada 
kerusakan, seperti minuman yang memabukkan yang 
membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuat- 
an zina yang membawa kepada kerusakan tata keturun- 
an. 

b. Dzar'at yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, 
namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang meru- 
sak, baik dengan sengaja seperti nikah muhallil, atau 
tidak sengaja mencaci sembahan agama lain. Nikah itu 
sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena 
dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram men- 
jadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembahan agama 
lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena 
cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain 
untuk mencaci Allah menjadi terlarang hukumnya. 

c. Dzari'at yang ditentukan untuk mubah tidak ditujukan 
untuk kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar 
dari kerusakannya seperti seorang perempuan berhias 
yang baru mati suaminya, tetapi dilakukannya berhias 
itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam 
masa iddah keadaannya menjadi lain. 

d. Dzari'at yang semula ditentukan untuk mubah, namun 
terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakan- 
nya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contohnya 
adalah melihat wajah perempuan yang sedang dipi- 
nang. 
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2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishag 
al-Syatibi membagi dzari'at dalam empat macam, yaitu: 

a. Dzari'at yang membawa kepada kerusakan secara pasti. 
Artinya bila berbuat dzarr'at itu tidak dihindarkan pasti 
akan terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang 
di tanah sendiri di dekat pintu rumah orang ketika 
gelap, dan setiap orang yang akan keluar dari pintu 
tersebut akan terjatuh dilubang tersebut. Sebenarnya 
menggali lubang itu boleh-boleh saja. Namun pengga- 
lian dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan 
kerusakan. 

b. Dzar'at yang akan membawa kerusakan menurut 
biasanya, dengan arti kalau dzarf'at itu dilakukan, maka 
kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan 
dilakukan perbuatan yang dilarang. Umpamanya men- 
jual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, 
atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang men- 
cari musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja, 
dan tidak harus anggur yang dijual itu dijadikan 
minuman keras, namun menurut kebiasaan pabrik 
minuman keras membeli anggur untuk diolah dijadikan 
minuman keras. Demikian pula menjual pisau kepada 
penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan 
untuk membunuh orang atau menyakiti orang lain. 

c. Dzar'at yang membawa kepada perbuatan terlarang 
menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila Zari'at itu 
tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan meng- 
akibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. 
Umpamanya jual beli kredit itu membawa kepada riba, 
namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk 
riba. 
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d. Dzari'at yang jarang sekali membawa kepada keru- 
sakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandai- 
nya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menim- 
bulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di 
kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut 
kebiasaannya tidak ada orang yang berlalu (lewat) 
ditempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. 
Namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar 
lalu terjatuh kepada lubang. 

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam 
bentuk ijma' ulama tentang tentang boleh atau tidaknya 
menggunakan sadd al-dzari'at. Oleh karena itu, dasar 
pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan, ber- 
dasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan 
jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menim- 
bulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman 
dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan 
mudarat atau baik dan buruk. Jumhur ulama yang pada 
dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat 
sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, 
pada dasarnya juga menerima metode sadd al-dzarfat itu, 
meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan 
ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor 
maslahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan 
metode sadd al-dzar''at. 

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa penda- 
pat ulama tentang sadd al-dzari''at kedalam tiga kelompok, 
yaitu, 

a. Dzar''at yang membawa kepada kerusakan secara pasti, 
atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, 
seperti pada bentuk dzari'at ke-1 dan ke-2 dalam pem- 
bagian dzar'at menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini 
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sepakat ulama untuk melrang dzariat tersebut se- 
hingga dalam kitab-kitab figh madzhab tersebut dite- 
gaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat 
yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan 
mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual ang- 
gur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan 
diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan 
membunuh korbannya. 

b. Dzar''at yang kemungkinan mendatangkan kemudarat- 
an atau larangan seperti pada dzari'at dalam bentuk ke- 
4 dalam pembagian menurut Al-Syatibi di atas. Dalam 
hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melaranganya, 
artinya pintu dzari'at tidak perlu ditutup (dilarang). 
Dalam kitab-kitab figh madzhab tidak terdapat larang- 
an menanam dan memperjualbelikan anggur: begitu 
pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau 
diwaktu normal serta menggali lubang di kebun sendiri 
yang tidak pernah dilalui orang. 

c. Dzar'at yang terletak di tengah-tengah antara kemung- 
kinan membawa kerusakan dan tidak merusak, seba- 
gaimana pada dzari'at bentuk ke-3 dalam pembagian 
menurut al-Syatiba di atas. Dalam hal ini terdapat per- 
bedaan pendapat dikalangan ulama. Syalabi mengemu- 
kakan bahwa Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal 
mengharuskan melarang dzar'at tersebut, sedangkan 
al-Syafi'i dan Abu Hanifah tidak perlu melarangnya. 

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan sadd al- 
dzari'at kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi 
perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat 
yang dominan, maka boleh dilakukan: dan bila mafsadat 
yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat 
diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian 
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harus diambil prinsip yang berlaku. 

Ulama yang menolak metode sadd al-dzari'at secara 
mutlak adalah ulama Dzahiriyah. Penolakan itu secara 
panjang lebar dibeberkan oleh Ibn Hazm yang intisarinya 
adalah sebagai berikut: 

a. Hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamal- 
kan sadd al-dzarfat itu dilemahkan dari segi sanad dan 
maksud artinya. Hadis itu diriwayatkn dalam banyak 
versi yang berbeda perawinya. Maksud hadis tersebut 
ialah bahwa yang diharamkan adalah yang menggem- 
bala di dalam padang yang terlarang, sedangkan yang 
menggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara 
menggembala didalam dan disekitar padang itu, 
hukumnya tidak sama. Karena itu hukumnya kembali 
kepada hukum asal nya, yaitu mubah (boleh). 

b. Dasar pemikiran sadd al-dzar'at itu adalah ijtihad 
dengan berpatokan kepada pertimbangan kemasla- 
hatan, sedangkan ulama Zhahiriyah menolak secara 
mutlak ijtihad dengan ra'yu (daya nalar) seperti ini. 

C. Hukum syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetap- 
kan Allah dalam Al-0ur'an atau dalam Sunnah dan ijma' 
ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber 
itu bukanlah hukum syara. Dalam hubungannya de- 
ngan sadd al-dzari'at dalam bentuk kehati-hatian yang 
ditetapkan hukumnya dengan nas atau ijma', hanyalah 
hukum pokok atau magashid, sedangkan hukum pada 
wasilat atau dzari'ah tidak pernah ditetapkan oleh nas 
atau ijma. Oleh karena itu cara seperti ini ditolak, 
sesuai dengan firman Allah surat al-Nahl (16):116: 
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& - Pen 2 9 - Pn 3 72 p dy. 
al EN AI AS Ning VE IA SINI SE SS UE NG 
SSL TSI JE Gr aa 5) SAS 


“Janganlah katakan berdasarkan ucapan lisanmu suatu 
kebohongan, ini halal dan ini haram, karena mengada- 
ada terhadap Allah dalam bentuk bohong. 


Dengan argumentasi di atas, kalangan ulama 
Zhahiriyah dengan tegas menolak sadd al-Zar'i'at. Kajian al- 
Syatibi tentang sadd al-Zar'at secara lengkap ditempat- 
kannya di bawah tema besar jalb al-masalih wa dafu al- 
mafsadat. Mengiringi para tohoh hukum Islam sebelum- 
nya, ia memandang bahwa Zariat adalah sesuatu yang 
pada asalnya adalah mashlahat tetapi dapat menjadi 
media kepada sesuatu yang mafsadat.18 Berbeda dengan 
al-Oarafi dan Ibnu Oayyim yang memberi analisis dua 
kemungkinan terjadinya dzar''at, yaitu sadd al-dzarrat dan 
fath al-dzart'at. Al-Syatibi nampaknya hanya menfokuskan 
kepada wacana sadd al-dzari'at. Hal ini karena disebabkan 
kecenderungan pengertian inilah yang kemudian relevan 
ketika membedakan pengertian dzariat dalam teori 
hukum Islam. Sedangkan fath al-dzari at kajiannya masuk 
dalam kajian jalb al-masalih. 

Mengiringi kecenderungan makna di atas, al-Syatibi 
telah mengklarifikasi dzari'at dari segi hakikat dan akibat 
kerusakan yang diperkirakan akan terjadi kepada bebe- 
rapa macam, dapat direduksi kepada beberapa bagian, 
pertama, sesuatu yang dilakukan akan berakibat kepada 
kemafsadatan yang pasti. Seperti menggali sumur dibela- 
kang pintu rumah yang gelap yang berakibat akan terja- 


18 Abu Ishag Ibrahim Ibn Musa al-Syatibi, al-Muwafagat fi Usul al-Syari'ah, 


(Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt.), hlm. 359. 
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tuhnya orang yang akan keluar rumah tersebut. Perbuatan 
semacam ini tidak dibenarkan dan perbuatannya diberi 
sanksi hukum.19 Kedua, sesuatu yang dilakukan akan dapat 
membawa kepada kemafsadatan, tetapi jarang terjadi, 
seperti menggali sumur di tempat yang biasanya tidak 
akan membahayakan orang lain. Mengenai hal ini, al- 
Syatibi menganalisis bahwa segala sesuatu tidak akan ada 
kebaikan murni dan dan keburukan murni, sehingga tidak 
ditemukan dalam suatu tradisi yang maslahat tanpa ada 
mafsadat dan sebaliknya. Dalam kasus ini, niat menggali 
sumur tidak dapat menjadi media untuk mendatangkan 
kemafsadatan, sehingga ia menyimpulkan bahwa perbuat- 
an semacam ini haruslah dikembalikan kepada hukum 
asal, yaitu boleh dilakukan.20 

Ketiga, sesuatu yang dilakukan pada umumnya me- 
ngandung keberimbangan antara maslahat dan mafsadat 
atau fifty-fifty (katsiran-nadiran), namun ada indikasi 
untuk melahirkan dugaan kuat bahwa perbuatan akan 
membawa kerusakan (al-fasad), seperti menjual senjata 
kepada ahli perang atau menjual anggur kepada ahli 
khamr.2! Dugaan kuat berdasarkan indikasi ini, dalam 
pandangan al-Syatibi, harus disamakan dengan kepastian, 
dengan alasan: 1) dugaan kuat (zan) dalam hukum-hukum 
amaliyah berlaku sebagai yakin, 2) ada nas ajaran untuk 
berhati-hati, dan makna sadd al-dzar@'i adalah berhati-hati 
kepada kerusakan (al-ihtiyat li al-mafsadat), 3) memboleh- 
kan dzar'ah semacam ini berarti membenarkan sikap 
saling membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan 
yang dilarang oleh kitabullah, yaitu Al-Our'an. 


19 JIbid, hlm. 361. 
20 Ibid., jilid 2, h. 361. 
2. Ibid,, jilid 3, h. 305. 
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Keempat, sesuatu yang dilakukan biasanya akan 
menimbulkan kemafsadatan, seperti jual beli keredit (bai 
al-ajal). Perbuatan ini, menurut al-Syatibi, menjadi diskusi 
alot dikalangan para ulama. Madzhab Syafi'i dan Hanafi 
memandangnya boleh berdasarkan hukum asal jual beli 
dan dugaan bahwa kemafsadatan tidak mungkin terjadi. 
Sedangkan madzhab Maliki dan Ahmad, tidak membenar- 
kan, dengan alasan: 1) Tujuan jual beli semacam ini 
kebanyakan adalah untuk berbuat yang dipandang riba, 
sekalipun tujuan awalnya tidak demikian. Tapi dalam hal 
ini, menolak kemafsadatan hendaknya didahulukan dari 
mendatangkan kemaslahatan. 2) Karena dalam jual beli 
kredit terdapat kontradisi dalail, disatu sisi bahwa jual beli 
hukumnya boleh, namun di sisi lain tidak mendatangkan 
kemudharatan kepada orang lain. Dalam konteks ini, 
tindakan tidak mengamalkan dalil hukum jual beli, dan 
mengamalkan dalil larangan kemudharatan orang lain 
adalah untuk menutupi media-media kemafsadatan dan 
kejahatan. 3) Banyak nash yang mengharamkan hal-hal 
yang asal hukumnya boleh, karena ia akan menimbulkan 
kemafsadatan. 

Selanjutnya, al-Syatibi menyatakan bahwa secara 
umum dzari'at ini diakui oleh Malik dan Ahmad sebagai 
salah satu dasar hukum. 22 Sedangkan al-Syafi'i dan Abu 
Hanifah dalam hal-hal tertentu menjadikannya hujjat, tapi 
dalam hal-hal yang lain tidak mengamalkannya. Al-Syatibi 
sendiri memandang bahwa secara umum dzarrat itu dapat 
dijadikan sebagai hujat hukum. 

Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan gagasan 
kesatuan dasar-dasar syari'at, bagi al-Syatibi, pengakuan 
terhadap metode-metode penetapan hukum substansial di 


22 Jbid, jilid 2, h. 304 
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atas haruslah ditopang oleh nas-nas secara kolektif, bukan 
oleh nas tertentu yang digunakan secara terpisah, seperti 
yang selama ini difahami. Al-Syatibi mengungkapkan: 
“Berdasarkan mugaddimah (mugaddimah ketiga 
dalam kitab al-Muwafagat) ini, terbentuklah makna 
lain, yaitu semua dasar syara' yang tidak disaksikan 
oleh nas tertentu padahal ia sesuai dengan tindakan 
(tujuan) syara' yang maknanya diambil dan dalil-dalil 
syara' itu adalah valid (sahih) dan dapat dijadikan 
rujukan. Apabila dasar itu sesungguhnya terjadi 
dengan kolektivitasdalil-dalil, maka dianggap pasti. 
Karena dalil-dalil itu tidak dapat menunjukkan ke- 
pastian terhadap hukum dengan berdiri sendiri, 
tanpa menggabungkan dengan yang lain. Masuk 
dalam pengertian ini adalah al-istidlal al-mursal yang 
diakui oleh Imam Malik dan Imam Syaft'i. Demikian 
juga dasar istihsan dan formulasi Imam Malik, yang 
pengertian ini adalah mendahulukan al-istidlal al- 
mursal atau al-giyas.?3 
Penerapan metode penetapan hukum Islam, baik 
verbal maupun substantial di atas, dapat terkait dengan 
pandangan para ahli hukum Islam terhadap nas-nas itu 
sendiri dalam kasus-kasus hukum, baik menyangkut ada 
dan tidak adanya nas yang bertentangan atau tidak. Maka, 
konsep tentang ta'arud al-adillat juga sangat penting da- 
lam wacana metode penetapan hukum Islam.24 


23 Jbid., hlm. 16. 
24 Duski Ibrahim, Metodologi Penetapan Hukum Islam, (Jogjakarta: Ar- 
Ruzz Media, 2008), hlm. 151. 


Aa Sadd Al-Dzari' ah: Interpretasi Hukum Syara' terhadap... 


B. Konsep Dharurah dalam Syara' 
Ajaran Islam adalah ajaran yang membawa keselamatan baik 
secara duniawi maupun ukhrawi, sehingga segala hal yang 
mendatangkan kemudharatan haruslah dihilangkan, karena 
akan membawa kemafsadatan, hal ini sebagaimana 
dijabarkan dalam kaidah: 


IE 


"Mudharat itu dapat dihapus”. 


Lafadz al-dharar menurut al-Khusyaini berarti sesuatu 
yang tidak bermanfaat bagi seseorang tapi membawa bahaya 
bagi orang lain. Dengan demikian, maka lafadz (Je 355) 


mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya 
harus dilenyapkan. Maka kaidah ini sangat penting dalam 
membangun hukum Islam. Kaidah ini berlaku secara luas 
dalam berbagai objek kajian fikih. Tidak terhingga banyaknya 
ketetapan hukum fikih yang menerapkan kaidah ini, baik 
ketetapan hukum mengenai pemeliharaan manfaat maupun 
penolakan kerusakan atau bencana, bahkan termasuk juga 
pemeliharaan kemaslahatan dharuriyat, yaitu memelihara 
agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan. 

Pada dasarnya kaidah ini kembali pada upaya mewu- 
judkan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan 
dengan menolak segala kerusakan atau bencana. Bahkan 
kerusakan atau bencana yang bakal ditimbulkan oleh hal-hal 
yang bermanfaat sekalipun termasuk dalam cakupan yang 
harus ditolak.25 Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian 
bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tidak menya- 
kiti), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak 


25 Bunyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam, Op.Cit., hlm. 159. 
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semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang 
lain.26 

Islam mencegah adanya dharurat, baik kepada diri 
sendiri maupun kepada orang lain, oleh karena itu Nabi saw., 
melarang keras agar tidak melakukan tindakan sembarangan, 
tindakan yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh 
tanpa mempertimbangkan akibat yang akan timbul dari 
perbuatan cerobohnya. Padahal perubahan itu merupakan 
satu sumber kerusakan yang sangat berbahaya, dan merupa- 
kan fenomena pencemaran lingkungan. Selain itu, apa yang 
diperbuatnya adalah bertentangan dengan citra rasa yang 
sehat dan normal, serta jauh dari karakteristik insan berpan- 
dangan luhur.?7 Contoh dari kaidah ini adalah: 

1. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok 
masyarakat, karena perbuatan tersebut mengakibatkan 
kemudharatan bagi rakyat. 

2. Adanya berbagai macam sanksi dalam fikih jinayah 
(hukum pidana Islam) adalah juga untuk menghilangkan 
kemudharatan. 

3. Adanya aturan al-hajr (kepailitan) juga dimaksudkan 
untuk menghilangkan kemudharatan, begitu juga aturan 
hak syuf'ah. 

4, Aturan-aturan tentang pembelaan diri, memerangi pem- 
berontakan, dan aturan tentang mempertahankan hak 
milik. 

5, Adapun lembaga-lembaga eksekutif, lembaga legislatif, di 
satu sisi untuk meraih kemaslahatan, tetapi di sisi lain 
berfungsi untuk menghilangkan kemudharatan. 


N 


6 Nashr Farid Muhammad Washil, YGawa'id Fighiyah, Op.Cit., hlm. 17. 
7 Yusuf al-Garadhawi, al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifat Wa Hadlarah, 
Terj. Badrizzaman, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 219. 
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N 


6. Dalam pernikahan ada aturan talak untuk menghilang- 
kan kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan 
rumah tangga. 

7. Larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh 
anak kecil orang tua, wanita dan orang-orang yang tidak 
terlibat peperangan dalam pendeta agama lain adalah 
untuk menghindarkan kemudharatan. 

8. Kewajiban berobat dan larangan membunuh diri juga 
untuk menghilangkan kemudharatan. 

9. Larangan murtad dari agama lain dan larangan mabuk- 
mabukan juga untuk menghilangkan kemudharatan.28 

10. Diperbolehkan bagi seorang pembeli memilih (khiyar) 
karena adanya 'aib (cacat) pada barang yang dijual. 

11. Diperbolehkannya merusak pernikahan (faskh al-nikah) 
bagi laki-laki dan perempuan karena adanya 'aib. 

12. Seperti halnya seorang wanita yang berpuasa memakai 
rok mini, dalam Islam, sesuatu yang akan menimbulkan 
bahaya pada agama, jiwa, akal, nasab dan harta dilarang, 
begitu juga dengan sikap seorang wanita yang sedang 
puasa menggunakan rok mini, dalam keadaan tidak pua- 
sa pun dilarang, karena dikhawatirkan akan menimbul- 
kan syahwat bagi laki-laki dan akan mengarah kepada 
perzinaan, apalagi dalam keadaan puasa, selain akan 
mendatangkan mudharat bagi orang lain juga akan men- 
datangkan mudharat baginya yaitu akan mengurangi 
nilai paha puasa yang sedang ditunaikannya, amak 
daripada itu, bahaya haruslah dihilangkan.2? 

13. Seperti halnya menggunakan masker pada saat musim 
corona adalah wajib, karena jika tidak menggunakan 
masker saat keluar rumah, maka akan menimbulkan 


28 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, hlm. 68. 
29 Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer II, hlm. 105. 
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kemudharatan yaitu tertular penyakit virus covid-19 
atau virus corona, yang merupakan mudharat, karena 
tidak dapat diliha oleh mata, sehingga kemudharatan itu 
haruslah dihilangkan. 

14. Menetap di dalam rumah pada musim corona adalah 
wajib, karena akan menghindari mudharat yang terjadi, 
karena pada musim corona, bergerumul dari keramaian 
merupakan hal yang dikhawatirkan akan terjadinya 
penularan virus corona. 


Dasar Pengambilan kajian ini adalah: 
EN GE, 
"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi'. 
(O.S. Al-A'raf: 56). 
(ai! AA, Aka ala LL al) ENI 3 YEN 


"Tidak boleh memberi mudharat kepada orang lain dan tidak 
boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di 

dalam Islam”. (HR. Malik, Ibnu Majah dan al-Daruguthni). 
Ia IIS ES AN go25 Gp Ola jl SL y apaan al 
SIA Tera ala KA SL ola) Sae Ip 55 JG dg EA 
(JAN Jamal, 


“Dari Abu Sa'id, Said bin Malik bin Sinan al-Khudhri ra. 
Rasulullah saw., bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak 
boleh membahayakan orang lain”. (HR. Malik, Ahmad, Ibnu 
Majah, Hakim, Baihagi dan Dar al-Oudni). 
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Hadis ini menjelaskan mengenai larangan terhadap 
kemudharatan (dharar) dan melakukan sesuatu yang menim- 
bulkan kemudharatan (dhirar) di dalam Islam. Dalam hal ini, 
para ulama memberikan komentar dalam menilai kualitas 
hadis tersebut. Terlepas dari hal itu, apakah maksud dengan 
la dharara wa la dhirara, apakah dharar sama dengan dhirar? 

Dalam menanggapi hal tersebut, Imam Minawi menje- 
laskan dalam kitab Faidh al-Yadir komentator kitab al-Jami' 
al-shahir, karya Imam al-Syuyuthi, bahwa al-dhirarberarti se- 
seorang tidak boleh membahayakan saudaranya dengan 
mengambil sesuatu dari haknya. Sedangkan Ia dhirar adalah 
tidak melakukan pembalasan terhadap siapa yang pernah 
membahayakan dirinya, namun ia memaafkan. Dharar meru- 
pakan perbuatan pertama, sedangkan dhirar adalah kedua. 
Atau dharar merupakan tindakan yang memulai, sedangkan 
dhirar adalah tindakan balasan. Yang pertama melakukan 
tindakan kerusakan terhadap orang lain, sedangkan yang 
kedua melakukan kerusakan dengan melakukan kerusakan 
balasan. Dalam kata lain, masing-masing mereka melakukan 
kemudharatan kepada sahabatnya tanpa menjadi permusuh- 
an yang sepadan.30 

Aspek signifikasi hadis, Rasulullah saw. di sini menafik- 
an mudharat secara mutlak, sebab ia berbentuk nakirah 
dalam konteks kalimat negatif, sehingga praktis bermakna 
umum penegasan di sini tidak mengarah pada penafsiran 
kemungkinan terjadinya hal tersebut maupun yang sudah 
nyata-nyata terjadi, sebab kasus dharar dan dhirar sudah 
banyak terjadi. Jadi menjadi tidak benar jika yang dimaksud 
di sini adalah penafsiran segala bentuk dharar dan dhirar, 
akan tetapi yang dimaksud di sini adalah sebenarnya tidak 


30 Abd al-Ra'uf al-Minawi, Faidh al-Gadir, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah 
alKubra, 1365), hlm. 431. 
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dibenarkan melakukan praktik dharar dan dhirar dalam 

agama kita, selanjutnya, jika memang tidak dibenarkan, maka 

ditetapkanlah keharaman baginya. Tidak diragukan lagi bah- 
wa adanya mudharat yang menyertai subjek hukum dianggap 
sebagai jenis kesukaran atau kesusahan yang paling kuat se- 
hingga harus dihilangkan dalam aplikasi syariah sebagai 
bentuk penolakan dari kesukaran.31 

Kaidah ini terkonkresiasi menjadi sejumlah kukum 
fikih yang bersifat partikular (furu'), di antaranya bentuk- 
bentuk ikhiyar dalam hal memilih jodoh, pembatasan wewe- 
nang (al-hijr), hak syufah (pelamar pertama) oleh patner lain 
yang mau melamar, hudud, ta'zir, dan pembatasan kebebasan 
manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya 
agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.32 Perkataan 

dharar dan dharar ini dikalangan ulama berbeda pendapat, di 

antaranya: 

1. Al-Husain mengartikan al-dharar, bagimu ada manfaat te- 
tapi bagi tetanggamu ada mudharat. Sedangkan al-dhirar, 
bagimu tidak ada manfaatnya, tapi bagi tetanggamu men- 
datangkan kemudharatan. 

2. Ulama lain mengartikan al-daharar dengan membuat ke- 
mudharatan dan al-dhirar diartikan membawa kemudha- 
ratan di luar ketentuan syari ah.33 

Kaidah ini adalah kaidah yang sangat populer dika- 
langan fikih, dan merupakan salah satu kaidah yang terpen- 
ting, dan banyak kasus fikih yang dikembalikan kepadanya. 

Dharurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksis- 

tensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan , maka akan 

mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan 


31 Nashr Farid, gawa'id Fighiyyah, hlm. 91. 
32 Jbid., hlm. 17. 
33 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, hlm. 68-69. 
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manusia. Sedangkan masyagat adalah kesulitan yang timbul 

dari hasil mengerjakan sesuatu perbuatan, diluar dari ke- 

nabian. 46 masyagah akan mendatangkan hukum rukhshah/ 
kemudahan bagi manusia dan dharurah menyebabkan terha- 
pusnya masalah hukum. 

Kaidah ini terkontresisasi menjadi sejumlah hukum 
fikih yang bersifat partikuler (furu'), di antaranya bentuk- 
bentuk khiyar, dalam transaksi jual beli, pembatalan wewe- 
nang (al-hijr), dan syufah (pembeli pertama)oleh partner bis- 
nis dan tetangga, hudud, ta'zir, dan pembatasan kebebasan 
manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya 
agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. 

1. Khiyar dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh 
syara untuk minghilangkan bahaya atau mudharat. Khiyar 
syart dalam transaksi jual beli misalnya diberlakukan 
untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya bahaya 
(kerugian), pada orang yang belum berpengalaman dalam 
jual beli. Sehingga ia rentan menjadi korban penipuan, 
sementara khiyar ru yah, mengandung unsur menghilang- 
kan bahaya (kerugian) yang muncul dari kondisi barang 
yang tidak sesuai dengan sifat-sifat (spesifikasi) yang 
diterima pada saat transaksi kisalnya tidak akan diterima 
barang tersebut jika tidak sesuai akad transaksi, sedang- 
kan khiyar aib adalah untuk menghilangkan bahaya (keru- 
gian) di dalamnya sudah jelas dan tidak perlu penjelasan 
lebih lanjut. 

2. Al-hijr, pembatasan wewenang dalam mentasharufkan hak 
milik, mempunyai banyak faktor yang melatar belakangi- 
nya, misalnya pemiliknya masih kanak-kanak, gila, sem- 
brono (ghoflah) dan idiot (al-safah). Penerapan al-hijr 
yang diterapkan kepada mereka sesungguhnya diberlaku- 
kan untuk memelihara kemaslahatan mereka sendiri dan 
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menghindari bahaya pengeksploitasian mereka. Mekanis- 
me al-hijr juga diberlakukan bagi orang yang terlilit ba- 
nyak hutang. Sebab hal itu melindungi hak banyak orang- 
orang yang berpiutang (kreditor). Di sini orang yang ber- 
hutang (debitor) dilarang membelanjakan atau memper- 
gunakan hartanya agar hak orang lain tidak hilang. 

3. Syufah (hak membeli pertama), ditetapkan sebagai milik 
patner konsian (al-syarik) untuk menepis bahaya pemba- 
gian barang kongsian, sedangkan hak syuf'ah bagi seorang 
tetangga dimaksudkan untuk menepis perlakuan buruk 
bertetangga (su' al-jiwar) yang mungkin ia terima dari te- 
tangga baru yang dapat jadi berkelakuan buruk. 

4. Oishash, dalam konteks jiwa dan hudud disyari 'atkan 
untuk menepis bahaya yang menyeluruh dari masyarakat 
dan memelihara kelima prinsip umum atau al-dharuriyah, 
yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Sedang gishash 
dalam konteks selain jiwa ditetapkan untuk menyingkir- 
kan unsur bahaya dari pihak korban tindak kejahatan 
dengan mengobati rasa dendamnya terhadap orang yang 
melanggar haknya sesuai dengan eatak alamiah manusia. 
Dari sisi lain, pelaku kejahatan pun melindungi dengan 
mekanisme gishash ini dari tindak balas dendam yang 
lebih hebat dari pihak kurban. Pensyari'atan gishash juga 
menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. 

5. Demi menjaga keselamatan umum, maka disyari atkanlah 
sebagai bentuk bahaya bagi pihak kurban ataupun hukum- 
an tazir guna mencegah bahaya sosial maupun bahaya 
individual baik sebagai tindakan preventif maupun repre- 
sif dengan cara yang mungkin dapat menghilangkan ba- 
haya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh 
yang ditimbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal. 
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6. Pembatasan (limitasi) kebebasan manusia dalam memper- 

gunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun tasya- 
rufnya pada hak-hak yang dapat menimbulkan bahaya 
bagi orang lain juga termasuk katagori upaya pencegahan 
bahaya yang mengerikan dengan segala cara jika ia me- 
mang benar-benar terjadi. Misalnya seorang menyewa 
sebuah kios untuk dipergunakan sebagai tempat pandai 
besi, tempat pemanggangan roti, atau alat distiller minyak, 
maupun dapur, sementara kios tersebut di blok pedagang 
kain sutera, maka hal tersebut dilarang, sebab bahaya 
(kerugian) yang dapat ditimbulkan jelas lebih besar dari, 
pada bahaya (kerugian) yang mungkin ditanggung oleh 
orang terbut seorang diri, karena kemaslahatan sosial 
didahulukan daripada kemaslahatan individual. Contoh- 
nya, jika seorang tetangga membuat saluran air untuk 
rumahnya yang menyebabkan kerapuhan tembok dinding 
(dinding) rumah tetangganya sehingga dapat membuatnya 
roboh maka pembuatan saluran air ini tidak diperboleh- 
kan karena alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu 
jelas di dalamnya.34 
Contoh dari dharurah adalah: 
Seorang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. 
Dan tidak ada makanan kecuali makanan yang haram, 
maka ia harus makan makanan yang haram itu untuk 
menyelamatkan jiwanya. Sedangkan contoh dari masaggat 
adalah, seseorang yang bepergian jauh, maka ia menda- 
patkan rukhsah jama' salat atau tidak berpuasa. 


34 Nashr Farid, Yawa'id Fighiyyah, hlm. 17-18. 
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Jika dicermati, maka akan banyak orang yang dalam 
kondisi darurat. Baik dharurat yang ditimbulkan oleh per- 
buatan orang lain, karena kelaparan, berobat dari penya- 
kit, saat terjadi kebakaran, tenggelam, kecelakaan, dan lain 
sebagainya. Namun semuanya dapat disimpulkan, bahwa 
yang menyebabkan kondisi dharurat karena menjaga lima 
hal yang harus dilindungi dalam agama Islam, yaitu, 

a. Menjaga agama 
Ini adalah darurat yang terpenting dan dalam urutan 
tertinggi, karena dengan agama manusia akan membe- 
dakan mana yang hak dan mana yang bathil. Karena 
akal manusia tidak cukup untuk mencari kebenaran 
kecuali atas petunjuk wahyu. Dan dengan agamalah 
manusia dapat beribadah dengan benar kepada Allah 
Swt. 

b. Menjaga jiwa 
Dhin tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa yang 
menegakkannya. 

C. Menjaga akal 
Allah telah memuliakan umat manusia dengan akal, 
dengan akal itu manusia menjadi mulia dibandingkan 
dengan mahluk yang lain. Dengan akal kita bisa 
menyembah Allah Swt., di muka bumi. Dan dengan akal 
pula kita mampu mengemban amanat menjadi khalifat. 
Yaitu mengelola bumi dengan benar. Di antara sarana 
untuk menjaga akal adalah ilmu, karena kalimat wahyu 
yang prtama kali turun adalah igra' (bacalah!), karena 
membaca merupakan jalan mendaatkan ilmu, meskipun 
bukan jalan satu-satunya, namun ia merupakan jalan 
terpenting. 
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d. Menjaga keturunan 
Di antara dharurat al-khams yang dipelihara dan dijaga 
dalam syari'at, adalah menjaga keturunan. 

e. Menjaga harta 
Bagian terakhir dari dharurat al-khams yang dijaga oleh 
syari'at adalah, sesuatu yang menjadi penopang hidup, 
kesejahteraan dan kebahagiaan. 


Ada beberapa cabang penting dari kaidah fighiyyah 
yang menjabarkan tentang dharurah, yaitu, 


BSN Zn SN 


"kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”. 


Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengan- 
cam eksistensi manusia yang berkaiatan dengan lima tujuan, 
yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 
memelihara nasab, memelihara harta atau kehormatan.36 
Dikalangan ulama usul fikih, yang dimaksud dengan keadaan 
dharurat yang membolehkan hal-hal yang yang dilarang 
dalam keadaan yang memenuhi syarat sebagaimana berikut: 
1. Kondisi itu mengancam jiwa, dan atau anggota badan. 

2. Keadaan dharurat hanya akan dilakukan sekedarnya da- 
lam arti tidak melampaui batas. 

3. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan 
yang dilarang.37 


35 Muhammad Maftuhin, Kaidah Fighiyah, Op.Cit., hlm. 172-180. 
36 Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, Op.Cit., hlm. 194-195. 
37 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, hlm. 72. 
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Contoh dari kaidah ini adalah: 

1. Misalnya, seseorang di hutan tiada makanan sama sekali 
kecuali ada babi hutan dan bila ia tidak makan menjadi 
mati, maka babi itu boleh dimakan sebatas keperluannya. 

2. Seperti halnya shalat jumat bagi satpam yang terkena shift. 
Idealnya, setiap pelaksanaan shalat jum'at bagi muslim 
untuk dilaksanakan, yang menjadi mudharat adalah per- 
tama, mencari pekerjaan tidaklah muda, kedua, menjaga 
dan meyakinkan keamanan merupakan tugas pokok 
satpam, maka daripada itu, ketika ia menerima shift pada 
saat haru jumat, ada alternatif, yang pertama adalah beru- 
saha diaat hari jumat ada kebijakan orang nonmuslim yang 
menjaganya, namun jika tidak memungkinkan hal ter- 
sebut, dalam kaidah ini dijelaskan bahwa keadaan dharu- 
rat itu menyebabkan menyebabkannya diperbolehkan 
sesuatu yang semestinya dilarang.38 

3. Seperti halnya hukum vaksin/obat yang diproses dalam 
katasilator enzim babi. Sesuatu yang dapat mencelakai 
agama, jiwa, akal, nasab dan harta, maka harus dihilang- 
kan, begitu juga vaksin, kita ketahui bahwa babi merupa- 
kan binatang yang diharamkan dan najis mughaladzah 
ketika menyentuhnya, namun dalam keadaan dharurat, 
karena memang tidak ada zat yang dapat digunakan seba- 
gai bahan vaksin, dan hanya satu-satunya adalah binatang 
babi, dan belum atau tidak ada penggantinya, hal ini dapat 
digunakan dengan alasan bahwa dalam keadaan dharurat 
dibolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang.2? 

Ketika dalam perjalan dari Sumatra ke pondok 
pesantren An-Nawawi, ditengah-tengah hutan 
Kasyfurrahman alias Rahman dihadang oleh segerombolan 


38 Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer II, hlm. 48. 
39 Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer II, hlm. 357. 
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begal, semua bekal Rahman ludes dirampas oleh mereka 
yang tak berperasaan sayangnya Rahman tidak bisa seper- 
ti syekh Abdul Oadir al-Jailany yang bisa menyadarkan 
para begal karenanya mereka pergi tanpa memperdulikan 
nasib Rahman nantinya, lama-kelamaan Rahman merasa 
kelaparan dan dia tidak bisa membeli makanan karena 
bekalnya sudah tidak ada lagi, tiba-tiba tampak dihadapan 
Rahman seekor babi dengan bergeleng-geleng dan meng- 
gerak-gerakkan ekornya seakan-akan mengejek si Rahman 
yang sedang kelaparan tersebut. Namun malang juga nasib 
si babi hutan itu. Rahman bertindak sigap dengan melem- 
par babi tersebut dengan sebatang kayu runcing yang di- 
pegangnya. Kemudian tanpa pikir panjang, Rahman lang- 
sung menguliti babi tersebut dan kemudian makan daging- 
nya untuk sekedar mengobati rasa lapar. Tindakan 
Rahman memakan daging babi dalam kondisi kelaparan 
tersebut diperbolehkan. Karena kondisi darurat memper- 
bolehkan sesuatu yang semula dilarang. Diperbolehkan 
melafazdkan kalimat kufur karena terpaksa. 

Kaidah ini telah dikonfirmasikan dengan ayat. 


g Ai aa e at teri aa ET sa 
5 ya AA dal bg ii AAN BI AG 
APA EA EN 


“Tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakan- 
nya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesung- 
guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
(O.S. al-Bagarah:173). 
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Menurut kaidah ini, tidak semua keterpaksaan itu 
membolehkan sesuatu yang haram, tetapi keterpaksaan 
itu dibatasai dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada 
jalan lain kecuali hanya dengan melakukan itu, dan apabila 
tidak melakukan dapat membahayakan jiwanya. Dalam 
kondisi seperti ini, semua yang diharamkan menjadi di- 
halalkan, misalnya seorang yang kelaparan, sedangkan ia 
tidak mendapatkan makanan selain makanan yang haram. 
Dan kelaparan itu dapat membahayakan jiwanya. Atau 
juga pada suatu daerah yang belum ada dokter wanitanya, 
maka dokter laki-laki boleh mengobati pasien wanita. 
menurutAbdul Oadir Awdah, seseorang itu dikatan dharu- 
rat atau boleh mengambil kemudahan apabila memenuhi 
syarat-syarat: 

a. Dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat yang 
dikhawatirkan dapat membahayakan nyawanya atau 
anggota-anggota tubuhnya. 

b. Keadaan yang sudah mendesak, sehingga tidak dapat 
ditunda-tunda lagi. 

c. Untuk mengatasi dharurat iru tidak ada jalan keluar 
keculi melakukan pelanggaran atau kejahatan. 

d. Keadaan yang dharurat itu hanya boleh diatasi dengan 
mengambil seperlunya saja (sekedar mempertahankan 
hidup). 

Adapun tingkatan-tingkatan kebutuhan atau keter- 
desakan menurut kaidah ini ada lima macam, yaitu: 

a. Keadaan dharurat, yang apabila seseorang tidak men- 
dapatkan pertolongan, maka diperkirakan akan bisa 
mati. 


40 Abdul Oadir Awdah, al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Mugarranan bi al- 
Oanun al-Wadli, (Cairo: Dar al-Nasyr al-Tsagafah, 1949), hlm. 577. 
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b. Hajat, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak 
ditolong akan mengalami kepayahan, tetapi tidak sam- 
pai menyebabkan mati. Keadaan seperti ini tidak bisa 
menghalalkan hal yang haram. Misalnya dalam keadaan 
sakit dan safar seseorang kesulitan untuk melakukan 
puasa, maka ia boleh berbuka puasa saja, tetapi tidak 
diperkenankan memakan makanan yang haram. 

c. Manfaat, yaitu kepentingan manusis untuk mencipta- 
kan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkannya 
apa adanya karena sesungguhnya hukum itu menda- 
tangkan manfaat. Misalnya makan makanan yang halal 
seperti beras, ikan, sayur-mayur dan lainnya. 

d. Zimah, yitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan seseo- 
rang akan kemewahan. 

e. Fadhlul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar 
untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan dapat 
mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. 

Masyagah pada tingkat 3, 4, dan 5 bukan termasuk 
pada kesulitan-kesulitan yang menyebabkan seseorang men- 
datangkan kemudahan. 


LA INA 


“Mudharat itu tidak bisa dihilangkan dengan mudharat” 


Suatu kemudharatan adalah sesuatu yang mendesak, 
atau sesuatu yang berbahaya, maka kemudharatan itu tidak 
dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lainnya, ibarat 
mau membersihkan baju yang terkena darah dicuci dengan 
air yang keruh karena terkena najis kotoran ayam. Menurut 
kaidah ini, seseorang dilarang menghilangkan kemudharatan 
dengan mendatangkan kemudharatan yang sama kualitasnya 
atau besarnya. 
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Contoh dari kaidah ini adalah: 

1. Seseorang yang kelaparan tidak boleh mengambil makan- 
an orang yang kelaparan juga. 

2. Ramdha dan Zayyan adalah dua orang yang sedang kela- 
paran, keduanya sangat membutuhkan makanan untuk 
meneruskan nafasnya. Ramdha, saking tidak tahannya me- 
nahan lapar nekat mengambil getuk Asminah (asli produk 
gintungan) kepunyaan Zayyan yang kebetulan dibeli sebe- 
lumnya di warung Syarof CS. Tindakan Ramdha walaupun 
dalam keadaan yang sangat menghawatirkan baginya- 
tidak bisa dibenarkan karena Zayyan juga mengalami 
nasib yang sama dengannya, yaitu kelaparan. 

3. Seseorang terampung di dalam laut, karena kapal yang 
ditumpanginya pecah, salah satu di antara mereka menda- 
patkan papan yang dapat ditumpanginya sampai ia men- 
dapatkan kapal penyelamat, tetapi papan itu tidak bisa 
ditumpangi dua orang. Kemudian seseorang yang tidak 
mendapatkan papan itu berebut papan dan mengorbankan 
nyawa temannya demi mempertahankan hidupnya. Maka 
tindakan tersebut karena dharurat terhadap sesuatu yang 
dianggap dharurat pula oleh kawannya tidak dibenarkan 
oleh syara'. Tetapi apabila terjadi dua mudharat, yang satu 
mudharat lebih ringan, maka dapat diselesaikan menurut 
kaidah ini. 

4. Seseorang mencuri di tempat atau di rumahnya orang 
kaya yang hasil curiannya itu dibagikan kepada orang mis- 
kin, mencuri adalah sesuatu yang dilarang dalam agama, 
karena termasuk hal yang dapat merugikan orang lain, di 
satu sisi lain, ia bagikan hasil curiannya tersebut kepada 
orang lain, tentunya akan bertentangan, karena sebuah 
curian adalah haram digunakan. 
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JENIS 
“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan 
kemudharatan yang lebih ringan”. 


Seseorang yang dalam keadaan sulit atau mendapatkan 
kemudharatan tidak boleh menghilangkan dengan kemudha- 
ratan serupa. Tetapi apabila ia tetap saja tidak bisa dihindari 
mudharat itu, maka supaya dicari mudharat mudharat yang 
lebih ringan. 

Contohnya yang dapat diambil dari kaidah ini adalah: 

1. Seorang dokter yang menangani pasiennya seorang ibu 
hamil mengalami kesulitan untuk menyelamatkan ibu dan 
anak yang dalam kandungannya. Jaln satu-satunya adalah 
dikorbankan satunya, dan dalam hal ini dokter harus me- 
nyelamatkan ibunya ketimbang anak yang masih berada 
dalam kandungan. Karena jiwa ibu lebih utama, dan sudah 
pasti hidup. Namun jika kemudharatan itu sebanding 
maka tidak boleh dihilangkan salah satunya: 


da JS AN 


“Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudhara- 
tan yang seimbang”. 


Maksud dari kaidah ini adalah bahwa kemudharatan 
tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lain yang se- 
banding keadaannya.# Kaidah ini, dapat diterapkan, misalnya 
seorang debitor tidak boleh membayar hutangnya padahal 
waktu pembayarannya sudah habis. Oleh karena itu, kreditor 
tidak boleh mencuri barang debitor untuk pelunasan ter- 
hadap hutang-hitangnya tersebut. 


4 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 74 
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Contoh dari kiadah ini adalah: 

1. Orang yang sedang kelaparan tidak boleh mencuri barang 
atau benda milik orang yang sedang kelaparan juga,42 

2. Seorang dokter tidak boleh mengambil darah pasien A 
untuk pasien B padahal darah itu sangat dibutuhkan oleh 
pasien A, maka hal ini tidak dapat dilakukan. 


“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik 
kemaslahatan.” 


Seperti pada kasus seseorang yang ingin mengambil 
manfaat dari suatu lahan, tetapi akan terjadi kerusakan alam 
sekitarnya, maka manfaat tersebut tidak perlu diambil de- 
ngan mendahulukan kerusakan alam. Menurut kaidah ini, 
apabila dalam suatu perkara atau masalah terlihat ada 
masaggah dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus bisa 
dihilangkan, karena hal tersebut bida menjalar ke mana- 
mana, dan menimbulkan mafsadat yang besar. Misalnya 
minuman khamr itu ada manfaatnya, tetapi mafsadatnya le- 
bih besar daripada manfaatnya, maka minuman itu dilarang. 

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsa- 
datan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pe- 
ngalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan ke- 
maslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan 
akhirat tidak dapat diketahui kecuali dengan syari'ah, yaitu 
melalui dalil syara' baik Al-Our'an, al-sunnah, ijma', giyas 
yang diketahui (mu'tabar), dan istislah yang shahih (akurat). 
Tentang ukuran yang lebih konkrit dari kemaslahatan ini 
dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam al-Mustasyfa, Imam al- 


42 Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fighiyah, Op.Cit., hlm. 195. 
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Syatibi dalam Muwafagat, dan ulama sekarang seperti Abu 
Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf, jika disimpulkan, maka per- 
syaratan maslahat itu adalah: 

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan magashid al- 
syariah, semangat ajaran, dalil-dalil gulli dan dalil-dalil 
gath'i, baik wurud maupun dalalahnya. 

2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemasla- 
hatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat 
sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan 
manfaat dan menghindarkan mudharat. 

3. Kemaslatan itu membawa kemudahan dan bukan menda- 
tangkan kesulitan dan diluar batas, dalam arti kemasla- 
hatan itu dapat dilakukan. 

4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar 
masyarakat, bukan kepada sebagian kecil masyarakat.:: 

Contoh dalam kaidah ini adalah: 

1. Berkumur dan mengisap air ke dalam hidung ketika ber- 
wudu merupakan sesuatu yang disunatkan, namun di- 
makruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk men- 
jaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya. 

2. Meresapkan air kesela-sela rambut saat membasuh kepala 
dalam bersuci merupakan sesuatu yang disunatkan, 
namun makruh dilakukan oleh orang yang sedang ihram 
karena untuk menjaga agar rambutnya agar tidak rontok. 

3. Hukum menyekolahkan anak ke sekolahan nonmuslim, 
dalam hal ini ada dua pendapat, pendapat pertama, dibo- 
lehkan menyekolahkan anak ke sekolahan nonmuslim 
dengan syarat tidak akan menimbulkan mudharat dan juga 
dapat dipastikan bahwa kualitas di sekolahan Islam tidak 
sebagus di sekolahan nonmuslim, kedua, dilarang menye- 


43 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 29- 
30. 
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kolahkan anak di sekolahan nonmuslim, jika akan menim- 
bulkan mudharat dan jika kita lihat pada saat ini telah 
banyak sekolahan Islam yang lebih maju, selain itu juga 
dikhawatirkan adnya doktrin-doktrin yang terselubung 
yang akan menggerogoti anak didik dan tidak kita dapat 
control dan ketahui, maka melihat dari hal ini, menolak 
kemudharatan harus diutamakan daripada mengambil 
kemaslahatan. 

4, Mengahadiri halal bihalal di gereja dalam hal terlihat aneh 
bahkan tidak etis jika seseorang melaksanakan halal bi 
halal di gereja, walaupun tidak ada dalil yang melarang- 
nya, apabila kemudian berdalil pada toleransi demi keru- 
kunan umat beragama, justru bisa memantik sensitifitas 
umat Islam bahkan dapat dikatakan meremehkan umat 
dan agama Islam, apalagi jika dalam acara ini kemudian 
diisi dengan acara mereka (nonmuslim) maka akan men- 
jadi bomerang, dan keluar dari frem Islam, maka dalam hal 
ini, tentunya menghindari bahaya lebih diutamakan dari- 
pada mengambil masalahat, tidak mengadakan acara halal 
bi halal di gereja lebih diutamakan karena akan menimbul- 
kan mudharat dari pada melaksanakan gereja dengan 
alasan toleransi antar umat beragama.“ 

5. Hukum lotus birt, adalah praktek tidak memotong tali 
pusar dan tetap membiarkannya terhubung dengan pla- 
senta (ari-ari, masyimah) selama beberapa waktu, atau 
dalam kata lain adalah membiarkan tali pusarnya tanpa 
dipotong sampai terlepas sendiri. Dalam hal ini ada dua 
pendapat, pertama, lotus birt sangat bermanfaat, antara- 
nya tidak menyakiti bayi, dengan memotong paksa tali 
pusar, memperbanyak zat bwesicantik bentuk pusar, 
meningkatkan imunitas bayi, mempererat ikatan batin 


44 Ahmad Zahro, Fikih Kontemporer Buku II, h. 385 
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antara bayi dan orang tuanya, memperbanyak zat besi 
untuk bayi, menghindarkan terjadinya anemia pada bayi 
dan lainnya, kedua, mayoritas pakar medis melarangnya 
keberatan, karena bisa membahayakan pada payi, di 
antaranya dapat meningkatkan resiko infeksi pada pusar 
bayi, meningkatkan resiko pada penyakit kuning pada 
bayi, jika pusar tersebut tidak dipotong, memungkinkan 
plasenta membusuk sangat tinggi dan hal ini tentunya 
membahayakan bayi, maka menghindarkan mudharat le- 
bih utama daripada mengambil manfaat, resiko kemung- 
kinan terjadi lebih besar dari manfaat yang dapat di- 
ambil. 


45 Ibid, h. 375 
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KONTRUKSI HUKUM 
PERKAWINAN ISLAM 
DI INDONESIA 


A. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk 


keluarga dengan lawan jenis atau dapat juga diartikan ber- 
hubungan badan dengan lawan jenis, istilah kawin digunakan 
secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan 
menunjukkan proses generatif secara alami. Dalam konsep 
hukum Islam, terdapat istilah nikah, yang berarti adalah 
kawin, namun istilah nikah hanya digunakan pada manusia 
karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat 
istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah 
akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan 
terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) 
dan gabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain 
itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.$ 

Dari penjabaran di atas, sejatinya istilah nikah dan ka- 
win memiliki persamaan makna hanya saja istilah kawin 
dalam bahasa Indonesia acap kali digunakan lebih umum, 
yaitu tidak hanya kepada manusia, namun juga kepada se- 
lainnya. Sedangkan istilah nikah, tidak elok jika digunakan 
untuk selain manusia, namun lebih tepat dan layaknya digu- 
nakan bagi manusia dan bukan selainnya, namun demikian, 


46 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Figih Nikah 
Lengkap), (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014). hlm. 7. 
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dalam istilah bahasa Indonesia, penggunaan kata nikah ya 
kawin, begitu juga kawin adalah nikah. 

Sedangkan secara etimologis, makna nikah atau kawin 
digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, 
dan pelukan. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup 
yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang 
sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan 
yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga 
dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan 
menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum 
lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyam- 
paikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebe- 
narnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh- 
teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja 
antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua 
keluarga. dari baiknya pergaulan antara istri dengan suami- 
nya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada 
semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka 
menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesa- 
manya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala 
kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan ter- 
pelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.” 

Secara istilah penulis mendefinisikan bahwa perka- 
winan bukan hanya sekedar hubungan biologis antara ke- 
duanya yaitu suami dan istri yang secara legal telah dihalal- 
kan bagi keduanya, namun lebih daripada itu juga memiliki 
satu tujuan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, 
mawaddah wa rahmah, yang mana setelah terjadinya akad 
bagi keduanya, maka timbullah hak dan kewajiban bagi 
keduanya dan perlu adanya ketersalingan serta mempersiap- 
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kan diri untuk regenerasi, yaitu menyiapkan generasi yang 
berkualitas, dan generasi yang berkualitas, akan dapat ter- 
wujud manakala antara keduanya saling mengisi. 

Konsep perkawinan memiliki sudut pandang yang 
berbeda-beda, secara yuridis dalam Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa: Perkawinan adalah 
ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pertimbangannya adalah negara 
Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang 
Maha Esa, maka perkawinan erat sekali dengan agama/ 
kehoranian, sehingga perkawinan bukan saja mempunya 
unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. 8 

Dalam konsep hukum positif di Indonesia, bahwa 
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat oleh 
pegawai pencatat nikah yang dibuktikan dengan adanya akte 
nikah, karena perkawinan yang tidak dicatatkan akan di- 
anggap sebagai nikah di bawah tangan atau acap kali disebut 
sebagai nikah siri, yang akan menimbulkan banyaknya pro- 
blematika. Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat 
kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk memperta- 
hankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan 
rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai- 
nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahan- 
kan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perin- 
tah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 
masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai 
dan teratur. 


48 Djubaedah, Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat 
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Walaupun secara adat, bahwa tujuan perkawinan ada- 
lah untuk meneruskan kekerabatan dengan cara regenerasi, 
dan dari perkawinan itulah akan timbulnya waris, baik itu 
yang berpegang teguh pada sistem kekerarabatan patriliniel, 
bilateral, maupun matreliniel, sesuai dengan sistem adat yang 
dianut, selama membawa nilai kemaslahatan. Ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dalam terciptanya perkawinan 
yang sah menurut hukum normatif dan hukum positif di 
Indonesia yaitu syarat dan rukun perkawinan. dalam hukum 
normatif maupun hukum positif di Indonesia, pernikahan 
dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perka- 
winan. Sebelum lanjut berbicara tentang kontruksi perkawin- 
an lebih lanjut, sekiranya perlu menjabarkan revinisi syarat 
dan rukun dalam perkawinan, rukun adalah sesuatu yang 
adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan meru- 
pakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Sedangkan 
rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. 
Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian 
perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.4? 

Berikut adalah beberapa rukun dalam perkawinan, 
yaitu adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempe- 
lai perempuan, adanya wali dari perempuan, adanya dua 
orang saksi dan adanya sighah, yaitu ijab dan gabul, hal ini 
sebagaimana diuiraikan dalam rincian di bawah ini: 

1. Calon Mempelai 
Calon mempelai yang pertama adalah adanya calon mem- 
pelai pria, adapun calon mempelai pria harus mempenuhi 
syarat mampu melaksanakan akad sendiri yaitu: beragama 
Islam, baligh, dilakukan tanpa paksaan, bukan mahram 
dari mempelai wanita, rukun selanjutnya adalah calon 
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mempelai wanita, adapun calon mempelai wanita harus 
memenuhi syarat yaitu: beragama Islam, berakal sehat, 
dan bukan mahram mempelai pria. Dalam kreteria syarat 
pertama ini mencakup kedua pelaku dari pernikahan itu 
sendiri, yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, 
karena keduanyalah yang akan melangsungkan akad da- 
lam suatu pernikahan. Keduanya harus ada dan memenuhi 
beberapa syarat yang harus dipenuhi. 

2. Wali 
Wali adalah orang yang bertanggung jawab menikakahkan 
mempelai wanita adapun syaratnya adalah beragama 
Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian. Wali dalam 
suatu pernikahan adalah merupakan salah satu rukun 
nikah, sedangkan wali yang dimaksud adalah wali dari 
calon mempelai wanita, yaitu diutamakan adalah orang 
tua laki-laki wanita jika ada dan kerabat keluarganya yang 
masih dianggap mahram, karena merekalah orang yang 
paling tahu dan paham dengan anak perempuannya. 

3. Dua orang saksi 
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad 
nikah serta mendatangani akta nikah pada waktu dan di 
tempat akad nikah dilangsungkan,»0 orang yang dapat 
ditunjuk saksi adalah orang yang mempunyai syarat yaitu, 
seorang laki-laki, beragama Islam, baligh, adil, berakal 
sehat, mengerti maksud dari akad nikah. 

4. Sighah (Ijab Gabul) 
Akad terdiri dari ijab dan gabul. Ijab adalah ucapan yang 
terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah 
pihak untuk menunjukkan keinganannya membangun 
ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pi- 
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hak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan 
atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.s! 

Sedangkan selain memenuhi rukun perkawinan, 
perkawinan juga harus dipenuhi syarat demi sahnya suatu 
perkawinan antara lain: 1) Adanya persetujuan kedua 
calon mempelai. 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi 
calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. 3) Usia 
calon mempelai Pria sudah 19 tahun dan usia calon mem- 
pelai wanita sudah mencapai 19 tahun. 4) Antara calon 
mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam 
hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin. 5) 
Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. 
6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu 
sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama 
dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk 
kawin ketiga kalinya. 7) Tidak berada dalam waktu tunggu 
bagi calon mempelai wanita yang janda. 


B. Hukum Perkawinan di Indonesia 

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, 
tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, 
selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga 
menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat 
bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan 
yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan meru- 
pakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan 
timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana 
terlukis dalam Al-Our'an surat ar-Rim ayat 21. 
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"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia men- 
ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, 
agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." 


Perkawinan dianggap sakral karena ketika telah terja- 
dinya suatu akad antara calon mempelai pria dan wanita, 
maka terjadilah kehalalan bagi keduanya untuk melakukan 
hubungan biologis, selain itu juga bahwa menikah adalah 
perintah agama, sehingga ketika seseorang menikah haruslah 
bertujuan untuk mencari rida Allah Swt., agar perkawinanya 
menjadi berkah dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di 
dunia dan akhirat dan tidak hanya di antaranya, melainkan 
keduanya. Sementara dalam hukum adat, pada umumnya di 
Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai 
"perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “"perikatan adat" 
dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetang- 
gaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan se- 
mata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan 
keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta 
bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, te- 
tapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat ke- 
warisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta 
menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu 
juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan 
keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan 
tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manu- 
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sia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia 
dan selamat di akhirat.s2 

Perkawinan juga menyangkut langsung terhadap urus- 
an tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang 
akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem 
perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti ter- 
serah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat 
bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Konsep 
perkawinan dilihat dari hukum normatif dilakukan harus 
tetap tunduk oleh hukum yang berlaku di indonesia. Terlepas 
dari hal tersebut, hal yang perlu diperhatikan dalam perka- 
winan adalah perkawinan usia dini, karena perkawinan me- 
merlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan 
segala sesuatu meliputi aspek fisik, mental, dan sosial eko- 
nomi. Dalam agama Islam dewasanya sesorang adalah ketika 
sudah baligh yang ditanda jika laki-laki mengalami mimpi 
basah dan perempuan telah menstruasi, Pada umumnya Usia 
ideal perempuan untuk menikah adalah di atas 19 tahun 
sementara laki-laki di atas 25 tahun. Hal ini mengingat organ 
reproduksi perempuan secara psikologis berkembang dengan 
baik dan kuat pada usia tersebut. Sementara laki-laki pada 
usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mam- 
pu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik 
psikis emosional, ekonomi dan sosial. 

Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang men- 
jadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita 
yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila kita me- 
lihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika 
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berumah tangga dipandang akan dapat mengendaliakn emosi 
dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam 
keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mental- 
nya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sen- 
diri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kede- 
wasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi 
dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan 
modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih 
kualitas pernikahan. 

Jika ditelaah kembali secara hukum pernikahan di usia 
dini tetap sah, jika semua rukun dan syarat telah terpenuhi. 
Tetapi dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang 
menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan 
wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Dari segi men- 
tal, terkadang emosi remaja belum stabil. Kestabilan emosi 
umumnya terjadi antara usia 24 tahun karena pada saat 
itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Usia 20-40 tahun 
dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini biasanya 
mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa 
yang lebih stabil. Maka kalau pernikahan dilakukan dibawa 
20 tahun secara emosi remaja masih ingin berpetualang 
menemukan jati dirinya. Bila kita melihat fenomena yang ada 
pada orang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan 
dapat mengendaliakn emosi dan kemarahan yang sewaktu- 
waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena 
kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga 
dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan 
lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, 
sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan 
agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti 
dalam upaya meraih kebahagiaan. 
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Kemudian dilihat dari keabsahan pernikahan menurut 
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 
mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan 
terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang 
berbunyi, (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan me- 
nurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per- 
undang-undangan yang berlaku. Hal ini terus terjadi karena 
perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah di- 
anggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan 
perkawinannya, alasan yang paling umum adalah prosedur 
berbelit-belit. Alasan lain, sengaja untuk menghilangkan jejak 
dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi 
dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterus- 
nya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatat- 
kan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau 
nikah sirri. Secara hukum Islam pernikahan tetap sah apabila 
memenuhi syarat dan rukun pernikahan namun perkawinan 
yang tidak dicatat di negara Indonesia ini dapat berakibat 
merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), 
terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. 

Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup 
bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat 
hukum dengan dijadikannya satus anak tersebut sama de- 
ngan anak yang lahir dari perkawinan diluar nikah, sehingga 
anak tersebut secara yuridis hanya mempunyai hubungan 
hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubung- 
an hukum dengan bapaknya. Walaupun Sebenarnya, tidak 
ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perka- 
winan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawin- 
an, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun 
jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau kon- 
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sekuensi hukum tertentu ketika seseorang dalam hal ini 
perempuan dan anak-anak terlebih jika tidak dapat mem- 
buktikan terjadinya perkawinan. 

Dewasa ini hukum Islam bidang keluarga di Indonesia 
yang mempunyai daya tahan dari hempasan arus wester- 
nisasi yang dilaksanakan melalui sekularisme disegala bidang 
kehidupan, telah diperbaharui, dikembangkan selaras dengan 
perkembangan zaman, tempat, dan dikodifikasikan, baik 
secara parsial, maupun total, yang telah dimulai secara sadar 
sejak awal abad XX setahap demi setahap.s32 Perkembangan 
hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka 
disebabkan antara lain oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau 
dengan ungkapan lain bahwa konstitusi sendiri memang 
mengarahkan terjadinya pembaruan atau pengembangan 
hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi 
sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan 
wanita, isteri, ibu dan anak-anak di dalamnya, dapat terlin- 
dungi dengan ada kepastian hukumnya. 

Sepanjang sejarahnya, bahwa hukum keluarga di 
Indonesia telah mengalami pasang surut seirama dengan 
pasang surut sampai perjuangan kemerdekaan negara 
Republik Indonesia pada zaman penjajahan Barat dahulu. 
Pada masa Kerajaan Islam di Pulau Jawa (berlangsung sekitar 
tahun 1613-1882), al-ahwal al-syakhsyiyyah (hukum keluar- 
ga), menunjukan lahirnya realitas baru, yakni diterimanya 
norma-norma sosial Islam secara damai oleh sebagian besar 
penduduk Nusantara. Hukum keluarga Islam sebagai hukum 
yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang 
hidup dalam masyarakat Indonesia, karena kerajaan-kerajaan 
Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakannya dalam 
kekuasaannya masing-masing. 
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Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu 
dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan 
masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan 
yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan.54 Hal ini 
sesuai dengan konteks Indonesia, sebuah negara yang telah 
melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam. 5-5 
Secara historis, pembaruan hukum perkawinan Islam di 
Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:56 Pertama, 
pra penjajajahan. Kedua, masa penjajahan. Ketiga, masa ke- 
merdekaan (masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reforma- 
si). Dalam masing-masing periode ini, hukum keluarga Islam 
mengalami perubahan dan pembaruan. 

Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi 
hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di antara hukum 
Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah bidang 
hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang 
hukum keluarga yang besumber dari hukum Islam sudah 
diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat Indone- 
sia.57 Pembaruan pemikiran hukum Islam pada masa kontem- 
porer, umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi 
baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Paradigma 
yang digunakan lebih cenderung menekankan wahyu dari sisi 
konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dengan perubahan 
sosial tidak hanya disusun dan dipahami melalui interpretasi 
literal tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal 
yang dikandung oleh teks wahyu. 
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Ada dua konsep dalam pembaruan, yakni: Pertama, 
konsep konvensional. Kedua, konsep kontemporer yang 
muncul dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam 
kontemporer dalam bentuk kodifikasi. Penerapan metode 
konvensional, para ulama terlihat dalam berijtihad dan me- 
nerapkan pandanagn hukumnya dengan mencatat ayat Al- 
Ouran dan Sunnah. Para ahli menetapkan, ada beberapa 
cirikhas atau karasteristik metode penetapan hukum Islam 
(figh) yaitu: menggunakan pendekatan parsial (global), ku- 
rang memberikan perhatian terhadap sejarah, terlalu mene- 
kankan pada kajian teks/harfiah, metodologi figh seolah-olah 
terpisah dengan metodologi tafsir, terlalu banyak dipenga- 
ruhi budaya-budaya dan tradisi-tradisi setempat, dan dalam 
beberapa kasus di dalamnya meresap praktik-praktik taha- 
yul, bidah dan kufarat, khususnya yang berkaitan dengan 
ibadah. Masuknya unsur politik di dalamnya atau pengaruh 
kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori figh. 

Sedangkan metode kontemporer pada prinsipnya me- 
tode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi 
hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia yaitu, 

1. Takhayyur yaitu memilih pandangan salah satu ulama figh, 
termasuk ulama di luar madzhab, takhayyur secara subs- 
tansial disebut tarjih. 

2. Talfig, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama 
(dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah. 

3. Takhshish al-gadla, yaitu hak negara menbatasi kewenang- 
an peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan 
hukum acara yang ditetapkan. 

4. Siyasah syar'iyah yaitu kebijakan penguasa menerapkan 
peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak berten- 
tangan dengan syari ah, reinterpretasi nash terhadap nash 
(Al-Our'an dan sunnah). 
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Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan di 
negara-negara muslim modern (termasuk Indonesia) dalam 
melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelom- 
pokkan menjadi dua yaitu: 

1. Intra doctrinal reform tetap merujuk pada konsep figh 
konfensional dengan cara, tahyir (memilih pandangan 
salah satu ulama figh, termasuk ulama diluar madzhab), 
dapat pula disebut tarjih, dan talfig, (mengkombinasikan 
sejumlah pendapat). 

2. Extra doctrinal reform pada prinsipnya tidak lagi merujuk 
pada konsep figh konvensional tapi merujuk pada nash Al- 
Ouran dan sunnah dengan melakukan penafsitran ulang 
terhadap nash (reinterpretasi).:8 

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam 
Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini 
berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hu- 
kum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh 
ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan 
terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasari- 
nya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah 
ada tanpa adanya sesuatu yang melatarbelakanginya. Pem- 
bahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masya- 
rakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa 
dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat 
kontroversial. 

Hukum keluarga Islam sangat penting kehadirannya di 
tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan ten- 
tang keluarga dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan 
dengan yang beragama nonmuslim, sehingga masyarakat 
menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku 
khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin 
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berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk 
pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum 
Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan 
tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan 
rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum ke- 
luarga. 

Pada zaman modern, khususnya abad ke 20, bentuk- 
bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua 
macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab 
figh. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang ber- 
laku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum 
keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum 
Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompi- 
lasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab figh. Sikap para 
ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum ke- 
luarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandang- 
an pro dan kontra. Di antara para ulama ada yang tetap ingin 
mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan 
kalangan pembaharu baik yang menyangkut metodologi 
maupun substansi hukumnya. Diberlakukannya Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, umat Islam Indonesia telah memiliki peraturan per- 
undang-undangan yang memadai untuk mengatur masalah- 
masalah keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan serta 
masalah wakaf). 

Sementara itu ada sebagaian ulama tradisional Indo- 
nesia masih ada yang belum sepenuh hati dalam memahami 
atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang- 
undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai 
dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab figh. Akan tetapi 


Bab 3. Kontruksi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia a 


sebagian ulama lain justru merasa bangga dengan lahirnya 
kedua undang-undang itu karena dianggap sebagai kemajuan 
besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indo- 
nesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil Kompilasi Hukum 
Islam oleh para ulama Indonesia pada tahun 1988 yang 
kemudian diikuti oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 
Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin 
menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai 
lembaran baru dalam perkembangan pemikiran Islam di 
Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga.:? 

Indonesia merupakan negara yang jumlah mayoritas 
penduduknya beragama Islam, namun konstitusi negaranya 
tidak menyatakan diri sebagai negara Islam melainkan seba- 
gai negara yang mengakui otoritas agama dalam membangun 
karakter bangsa. Indonesia mengakomodir hukum-hukum 
agama sebagai sumber legislasi nasional, selain hukum adat 
dan hukum barat. Kondisi demikian menyebabkan hukum 
Islam sebagai salah satu sistem hukum di dunia ini seperti 
lenyap di permukaan kecuali hukum keluarga. 

Dalam pembaharuan hukum keluarga Islam, Indonesia 
cendrung menempuh jalan kompromi antara syari'ah dan 
hukum sekuler. Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya 
perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab figh klasik, 
figh modern, himpunan fatwa, keputusan pengadilan agama 
(yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh 
ulama Indonesia. Pengambilan terhadap hukum barat sekuler 
memang tidak secara langsung dapat dibuktikan, tetapi 
karena di Indonesia berjalan cukup lama hukum perdata 
(Burgeliik Wetbook) yang diterjemahkan menjadi Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, hukum acara perdata 
(Reglemen Indonesia yang diperbarui) warisan Belanda, dan 
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hukum-hukum lain, berdasarkan asas konkordansi, adanya 
pengaruh hukum Barat yang tidak bisa dinaifkan begitu saja. 
Seperti halnya bidang pencatatan dalam perkawinan, kewa- 
risan, perwakafan, wasiat dan sebagainya. Upaya akomodasi 
ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai de- 
ngan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban 
masyarakat menjadi salah satu bukti dari keunikan terse- 
but.60 

Pembangunan yang hanya menekankan hukum norma- 
tif semata memang bisa dianggap tidak cukup untuk meng- 
atasi kompleksitas permasalahan keluarga di abad modern. 
Dalam hal ini diperlukan pendekatan atau aspek lain yang 
dapat dipadukan dengan hukum keluarga Islam sehingga 
menimbulkan kesatuan yang untuk yang lebih komprehensif 
mencapai tujuan dibentuknya hukum keluarga. Sejalan de- 
ngan tulisan Khoiruddin Nasution “Arah Pembangunan 
Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pendekatan Intgratif dan 
Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah”, merupa- 
kan salah satu rujukan penting dalam menemukan konsep 
arah membangun keluarga untuk masa mendatang. Diperlu- 
kan adanya berbagai pendekatan dan aspek yang melingkupi 
hukum keluarga yang selama ini masih belum banyak dikaji. 
Satu wujud dari kajian pembangunan hukum keluarga dari 
perspektif hukum keluarga antara syariah dan berbau sekuler 
dikaitkan dengan hukum keluarga di Indonesia, dalam rekon- 
struksi pembangunan hukum keluarga Islam. 

Dalam hal ini, hukum keluarga dapat dikatakan sebagai 
kebijakan publik dalam progam-progam sosial yang bertu- 
juan untuk meningkatkan kualitas hidup dan dapat mengan- 
tisipasi kegagalan progam adminitrasi. Selain itu kebijakan 
yang dibentuk hendaknya memiliki dampak yang bagus 
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dalam kehidupan keluarga di masa mendatang. Dengan 
demikian, sangat penting adanya sebuah kontruksi hukum 
keluarga di Indonesia dengan berbagai pendekatan, salah 
satunya adalah pendekatan hukum modern (barat). 

Pembangunan hukum keluarga dengan pendekatan 
interdispliner merupakan bentuk pengembangan kebutuhan 
kompetensi hukum keluarga yang lebih komprehensif. Selain 
itu, dapat menambah khazanah keilmuan untuk memperluas 
jangkauan hukum keluarga yang selama ini lebih dekat de- 
ngan aspek normatif semata (figh). Selanjutnya, pendekatan 
interdispliner dalam hukum keluarga diharapkan dapat mem- 
bantu menangani berbagai kasus keluarga yang tidak bisa 
diselesaikan dengan pendekatan yang lain, sehingga dapat 
memberikan arahan dan rekonstruksi hukum keluarga baik 
yang formil maupun materiil. Selanjutnya, kontruksi hukum 
keluarga di Indonesia akan bisa bersifat adaptif dalam peru- 
bahan keluarga dengan berbagai aspek dan segala konseku- 
ensinya. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang- 
undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ini mem- 
bagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama 
Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga 
negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari 
kelompok mana melakukan perkawiann menurut Hukum 
Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedangkan pen- 
duduk selain beragama selain Islam, melakukan perkawinan 
menurut hukum agamanya, dalam peraturan perundang- 
undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam. dalam KUH Perdata, 
pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuan- 
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nya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya 

dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa 

perkawinan menganut prinsip wmonogami. Pasal 103 

menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong 

menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai 
sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha 
membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang 
pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang- 
undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga 
yang kekal abadi.51 

Jadi menurut undang-undang perkawinan barulah ada 
apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, 
tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat 
dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) 
ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian). Perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan 
kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pera- 
turan perundang-undangan yang berlaku.$2 

Ada enam asas yang prinsipil konsep perkawinan da- 
lam undang-undang perkawinan yaitu: 

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling mem- 
bantu dan melengkapi agar masing-masing dapat me- 
ngembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spiritual dan material. 

2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu per- 
kawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di 
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samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya 
apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena 
hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan 
seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. 

4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa 
calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk 
dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujud- 
kan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada 
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, 
maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mem- 
persulit terjadinya perceraian. 

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga 
maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan 
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirunding- 
kan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 


C. Perceraian dan Akibatnya 

Jika perkawinan adalah upaya membagun sebuah rumah 
tangga, maka perceraian adalah upaya penyelesesaian per- 
kara dengan cara memberikan solusi terakhir, dan pada saat 
seperti inilah perkawinan yang sah (dicatatkan di pegawai 
pencatat nikah) merupakan hal yang lazim, karena jika 
suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka akan kesulitan 
bagi istri ketika mengajukan perceraian. Perceraian adalah 
perbuatan yang dibolehkan, meskipun dibenci Tuhan, na- 
mun perceraian hanyalah emergency exit (jalan alternatif). 
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Secara normatif, fikih munakahat memberikan hak 
thalak kepada suami.62 Ketentuan thalak dalam fikih 
munakahat ini bersifat mutlak dan tidak ada batasan atau 
keadaan khusus tertentu yang karena sesuatu hal sehingga 
hak thalak dapat pindah ketangan isteri. Pemberian hak 
thalak kepada suami secara mutlak ini bisa saja berdampak 
negatif sehingga seorang suami bertindak otoriter jika hak 
ini tidak dijalankan sesuai ketentuan, karena sesungguhnya 
perceraian adalah hal yang dibenci agama walaupun dibo- 
lehkan. 

Peran kaum perempuan dalam bidang sosial kema- 
syarakatan termasuk dalam keluarga lebih sering diposisi- 
kan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki, perempuan 
hanya dianggap sebagai 'koncowingking', 'swargo nunut 
neroko katut' dan 'terimoing pandum'. Allah Swt., mencipta- 
kan sosok perempuan hanya sebagai pelengkap saja bagi 
eksistensi laki-laki. Pandangan ini sangat keliru, karena 
syari at Islam sangat menghargai harkat dan martabat pe- 
rempuan sebagai manusia atau makhluk Tuhan yang sem- 
purna (ahsanitagwim). 

Perceraian diizinkan dan diatur dalam agama Islam$ 
dan Yahudi, sedangkan agama Kristen melarang perceraian 
dalam perkawinan. Bagi ajaran Kristen, ikatan perkawinan 
akan putus hanya disebabkan oleh kematian salah satu 
pihak. Menuru Tajarangereja, apa yangtelah disatukan oleh 
Tuhan maka tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Maksud- 
nya, laki-laki dan perempuan yang telah disatukan oleh 
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Tuhan melalui pendetadalam sebuah perkawinan, maka 
ikatan perkawinan tersebut akan terus menyatukan laki-laki 
perempuan yang statusnya menjadi suami isteri kesurga. 
Perkawinan bagi gereja adalah harus langgeng abadi sampai 
keakherat kelak disurga rumah Tuhan. 

Perceraian tidak dikenal dalam hukum gereja. Apabila 
karena sesuatu hal sehingga perkawinan harus diakhiri 
maka langkah yang ditempuh oleh gereja adalah dengan 
cara membatalkan perkawinan tersebut. Pembatalan perka- 
winan dapat dilakukan dengan pertimbangan utama yang 
digunakan yaitu kelalaian para pihak dalam memenuhi per- 
syaratan substantif maupun administratif dalam penyeleng- 
garaan perkawinan. Pembatalan perkawinan ini pun juga 
suatu hal yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin 
untuk dilaksanakan oleh gereja. Oleh karena itu, gereja 
melakukan tindakan prefentif agar para pihak yang akan 
melangsungkan perkawinan digereja betul-betul telah ber- 
janji dengan Tuhannya bahwa perkawinan ini akan langgeng 
sampai kesurga. Upaya yang dilakukan oleh gereja di antara- 
nya yaitu menyelenggarakan penataran pra nikah atau 
'sekolah perkawinan bagi mereka yang akan melangsung- 
kan perkawinan. Sekolah perkawinan ini merupakan suatu 
hal yang mutlak harus ditempuh oleh para mempelai sebe- 
lum mendapatkan legitimasi perkawinan dari gereja. 

Dalam hukum Islam atau fikih, perceraian merupakan 
tarjamah dari kata thalak. Secara etimologis thalak berasal 
dari akar kata thallaga yaitu hillu al gayyidi al irsal dan 
altargi atau fakka, yang semuanya mempunyai arti melepas- 
kan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahimal Badjuri 
mendefinisikan thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan 
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secara sukarela serta bersifat maknawi.55 Abu Bakar Syatha 
dalam kitab Tanah al Thalibin mendefinisikan thalak yaitu 
lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan ucapan- 
ucapan yang mengindikasikan ke arah itu.$86 Berdasarkan 
definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut 
dapat dipahami bahwa thalak adalah lepasnya tali ikatan 
perkawinan yang disebabkan oleh adaya kehendak dari satu 
pihak mempelai atau kehendak dari kedua pihak mempelai 
suami isteri. 

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh 
orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta 
pertanggungjawaban hukum (humanresponsibility). Orang 
yang perbuatannya dapat diminta pertangung jawaban 
hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami isteri yang 
akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena beban 
hukum taklif dan tidak ada unsur paksaan (ikrah). 

Sayyid Sabig mengatur perceraian dengan batasan 
yaitu perceraian sebagai tindakan altenatif terakhir, jalan 
darurat dan sudah tidak ada celah jalan lagi dalam penye- 
lamatan ikatan tali perkawinan. Bercerai hanya bisa dilaku- 
kan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), misalnya 
apabila suami mencurigai isterinya melakukan zina atau 
perselingkuhan. Pendapat hukum ini cukup moderat artinya 
ada upaya untuk menghindari terjadinya perceraian, karena 
perceraian hanya bisa diizinkan dalam keadaan darurat 
semata. Akan tetapi belum ada rumusan definitif dalam 
menentukan kadar darurat ini dan hanya mempertim- 
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bangkan kepentingan laki-laki, dan kurang mempertim- 
bangkan kepentingan kemaslahatan perempuan. 

Hukum Islam klasik mengemukakan bahwa ikrar cerai 
merupakan hak sepenuhnya suami. Kitab-kitab munakahat 
memberikan hak prerogratif ikrar thalak hanya kepada 
suami. Isteri tidak mempunyai kewenangan sedikit pun 
dalam hal ikrar cerai ini. Meskipun hukum Islam telah me- 
ngatur adanya gugatan cerai atau khuluk, akan tetapi yang 
memegang kunci adalah tetap suami. Ini berarti bahwa 
kendali terjadinya perceraian ada di tangan suami. Suami 
memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali 
ikatan perkawinan. Terjadinya thalak atau tidak sepenuh:- 
nya ada di tangan suami. Dominasi suami terhadap isteri 
dalam hal thalak ini sangat kuat dan isteri menjadi pihak 
yang lemah dan kalah. Penulis berpendapat bahwa patut 
dipertimbangkan adanya kewenangan yang berimbang an- 
tara suami isteri dalam hal kewenangan ikrar cerai. Suami 
mempunyai hak ikrar cerai dan isteri juga mempunyai hak 
ikrar cerai, adapun penyelesaian sengketa perceraian tetap 
melalui proses di pengadilan.” 

Perkawinan merupakan pondasi masyarakat dan oleh 
karena itu agar masyarakat kuat maka perkawinan juga 
harus dijaga agar tetap kokoh. Perkawinan yang runtuh ber- 
arti juga meruntuhkan sendi-sendi masyarakat. Islam meng- 
harapkan agar perkawinan dapat terpelihara dengan baik 
sampai ajal memisahkan suami isteri. Suami dan isteri agar 
berperilaku yang makruf (O.S. al-Nisa 4, 9) dalam menjalin 
hubungan rumah tangga. Perilaku makrufini merupakan 
kunci kokohnya bangunan rumah tangga. Sachiko Murata 
menekankan agarsuami isteri harus mengedepankan penye- 


67 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada. 2006) hlm. 311. 
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lesaian urusan rumah tangga dengan cara yang sebaik- 
baiknya,68 termasuk ketika menghadapi problematika 
rumah tangga yang apabila tidak dikomunikasikan dengan 
sebaik-baiknya kemungkinan berakhir dengan perceraian. 
Sayyid Sabig mengemukakan bahwa Islam hanya 
memberikan hak thalak kepada suami, karena kaum laki- 
lakilah yang mempunyai akal dan tabiat yang lebih sabar 
menghadapi problematika rumah tangga sehingga ketika 
terjadi sesuatu dengan isterinya, suami tidak cepat-cepat 
menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, 
terburu-buru dan tidak menanggung beban pasca cerai. 
Pernyataan Sayyid Sabigini, menurut penulis patut diper- 
tanyakan dan terlalu berlebihan. Seiring dengan kemajuan 
zaman, kondisi saat ini tingkat pendidikan kaum perempuan 
relatif semakin baik. Secara ekonomis dan sosial kaum pe- 
rempuan juga semakin mapan. Tingkat pendidikan dan ke- 
matangan sosial ini banyak mempengaruhi pada kematang- 
an psikologi kaum perempuan.8? Alasan Sayyid Sabig yang 
menempatkan posisi perempuan dalam keadaan tak ber- 
daya tidak tepat untuk kondisi sosial masyarakat yang su- 
dah maju saat ini. Tidak semua suami memiliki iktikad yang 
baik seperti di atas dan banyak pula suami yang tidak bisa 
berfikir secara rasional dan sabar. Kalau memang pada 
zaman era Sayyid Sabig terjadi kondisi keadaan perempuan 
yang sangat tertinggal sosial ekonomi dan intelektualnya, 
sehingga fatwa hukum perceraian menempatkan perem- 
puan di posisi yang termarginalisasi, maka saat ini sudah 
seharusnya fatwa hukum tersebut harus dirubah disesuai- 


68 Sachiko Murata, the Taoof Islam. Bandung: Mizan. 1999. hlm 232. 

69 Leila Ahmed, Wanitadan Gender Dalamlslam, (Jakarta: Penerbit Lentera 
Al-Ourtubi. th. Tafsiral Gurthubi. Jilidlll. Mesir: alHalabi. 2000), hlm. 
167-175. 
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kan dengan kondisi zaman saat ini. Fatwa hukum harus 
berubah mengikuti nilai kemaslahatan dan dinamika per- 
kembangan zaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya 
untuk merekonstruksi konseptual thalak dan implemen- 
tasinya. Beberapa hal yang menjadi catatan penulis adalah 
sebagai berikut. 

Pertama, perceraian merupakan solusi terakhir untuk 
keluar dari problematika rumah tangga. Perceraian harus 
dilator belakangi oleh kondisi darurat. Keputusan tentang 
kondisi darurat dalam bangunan rumah tangga ini harus 
merupakan keputusan Bersama antara suami isteri dengan 
mengedepankan prinsip persamaan hak dan keadilan sosial 
yang berbasis pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Keputus- 
an bercerai merupakan keputusan bersama suami isteri dan 
bahkan merupakan keputusan bersama anak-anak mereka 
apabilaanak telah mempunyai kematangan berfikir atau 
telah baligh. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa perce- 
raian ini diupayakan berdampak positif bagi kemaslahatan 
bekas suami dan juga kemaslahatan bekas isteri. Prinsip 
yang digunakan adalah menghindari atau mengurangi 
sedikit mungkin madlarat atau dampak negatif peristiwa 
perceraian. 

Kedua, proses perceraian harus melalui pembicaraan 
yang cukup panjang dan tidak tergesa-gesa, dari hati ke hati, 
mengedepankan musyawarah /syura) dengan penuh keke- 
luargaan, adil (“adalah), dan lebih mengedepankan akal 
sehat (O.S. al-Rum, 30:21) dan menghindari emosional. 
Artinya antara suami dan isteri harus terlibat pembicaraan 
atau komunikasi yang sinergis, tidak ada yang merasa lebih 
berhak atau lebih terhormat. Suami isteri mempunyai hak 
dan kedudukan yang berimbang dalam mengambil kepu- 
tusan tentang perceraian ini. Ini merupakan implementasi 
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ajaran Islam sebagaimana tersirat dalam Al-Our'an surat al- 
Syura (42) ayat 38 “...... sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menaf- 
kahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada 
mereka”. 

Oleh karena itu, isteri di sini bukan hanya menerima 
keputusan perceraian secara sepihak tetapi isteri juga 
terlibat secara penuh dalam pengambilan keputusan dan 
isteri harus memiliki posisi tawar (bargaining position) 
dalam proses pengambilan keputusan perceraian. 
Mohammad Syahrur dalam kitab al-Kitab wa Al-Our'an: 
Oira ah Mu asirah mengusulkan agar antara suami dan isteri 
diberi hak yang sama untuk meminta dan memutuskan 
perceraian, untuk menjaga kemaslahatan keduanya dan juga 
keluarga.”0 Isteri mempunyai hak yang berimbang atau se- 
tara dengan hak suami dalam proses pengambilan keputus- 
an perceraian. 

Ketiga, setelah thalak peristiwa hukum selanjutnya 
yaitu iddah (masa tunggu, penantian atau tarabbus). Iddah, 
pada saat sekarang memunculkan polemik apabila alasan 
disyariatkannya iddah masih menggunakan alasan-alasan 
yang biasa digunakan dalam fikih munakahat yaitu member- 
sihkan rahim isteri'! untuk memastikan bahwa isteri tidak 
hamil. Di dalam fikih munakahat, biasa disebutkan alasan 
adanya iddah yaitu berfungsi untuk membersihkan isi 
kandungan atau rahim sehingga memberi kepastian bahwa 
isteri tidak hamil. 


70 Mohammad Syahrur, Al-Kitab wa Al-Gur'an: Oira'ah al Mu'ashirah, 
(Beirut: Dar al- Fikr, 1994), hlm. 626. 
1 Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, Fathul Wahab. Juzll. Beirut: Daral Fikr, 


tt.), hlm. 110-112. 
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Di samping itu iddah juga bernuansa ibadah. Dalam 
implementasinya, iddah ini lebih berdampak terhadap si- 
tuasi sosial yaitu sebagai konstruksi budaya, iddah dipahami 
sebagai pengungkungan perempuan pada wilayah domestik. 
Aktivitas isteri sangat dibatasi oleh aturan-aturan ketat teknis 
sedangkan suami tidak ada aturan sedikit pun di dalam masa 
iddah ini. Suami bebas berbuat apa saja, bahkan tidak ada 
larangan dari fikih munakahat terhadap suami yang melang- 
sungkan perkawinan dengan wanita lain di depan jasad 
janazah isterinya yang belum sempat di kubur, karena 'iddah 
tidak diberlakukan terhadap suami. Ini adalah pendekatan 
hukum Islam normatif yang sangat jauh menyimpang dari 
nilai-nilai kemanusiaan,72 dan nilai-nilai keadilan. 

Penulis berpendapat bahwa 'iddah disyariatkan dalam 
Islam lebih berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dan nilai- 
nilai kemanusiaan. Nilai ketuhanan maksudnya 'iddah me- 
rupakan ketentuan yang termaktub secara jelas di dalam nash 
Al-Ouran dan juga sunnahnabi Muhammad saw. Melaksa- 
nakan 'iddah berarti mencerminkan rasa tagwa dan rasa 
penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Nilai kemanusia- 
an maksudnya suami dan isteri adalah manusia yang mem- 
punyai hati sehingga ia mempunyai rasa atau perasaan. Sudah 
menjadi hukum alam kalau suami isteri berpisah karena 
thalak (perceraian atau kematian) maka suami dan isteri 
tersebut mempunyai masa waktu tunggu untuk me-langkah 
keperkawinan berikutnya. Iddah di sini tidak hanya diperun- 
tukkan bagi isteri saja, akan tetapi suami juga mempunyai 
masa iddah yang waktu tunggunya sama dengan kondisi 


72 Setiardja, A. Gunawan, Dialektika Hukum dan Moral dalam 
membangunan Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 
hlm. 117-119. 
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isteri. Masa iddah bagi isteri dan juga suami ini penting untuk 
menghindari fitnah sosial di masyarakatdan juga sebagai 
wujud berduka karena baru saja ada perpisahan dengan 
pasangannya (perceraian atau kematian). 

Apabila tujuan 'iddah sebagaimana banyak dirumus- 
kan di dalam fikih munakahat hanya untuk mengetahui 
kondisi kandungan atau rahim perempuan, dalam era dunia 
teknologi kedokteran yang sangat maju sekarang ini, sudah 
tidak sesuai lagi dan ketinggalan zaman. Kehamilan seorang 
wanita bisa diketahui secara akurat menurut ukuran medis 
tanpa harus menunggu tiga kali masa suci atau masa haid. 
Jadi menurut penulis, konstruksi alasan iddah untuk mem- 
bersihkan kandungan dari sperma suami atau untuk me- 
ngetahui apakah isteri hamil atau tidak adalah suatu hal yang 
tidak relevan lagi untuk kondisi saat sekarang ini. Harus 
direkonstruksi dan alasan yang tepat tentang iddah yaitu 
alasan kemanusiaan dan juga alasan ketuhanan. 

Sebagai sebuah ritual keagamaan, 'iddah sebenarnya 
masih sangat relevan digunakan hingga saat sekarang bah- 
kan sampai kapan pun, meskipun dalam situasi sekarang ini 
sudah banyak penemuan dari ilmu pengetahuan modern yang 
meruntuhkan tujuan iddah menurut fikih munakahat yaitu 
untuk mengetahui status rahim atau kehamilan. Namun 
tujuan disyari atkannya 'iddah, menurut penulis yaitu alasan 
kemanusiaan seperti untuk menghindari fitnah (apabila akan 
menikah lagi), dan untuk mengatasi masa kekagetan (beban 
psikologi sosial). Dan alasan ketuhanan yaitu mengukur ting- 
kat kepatuhan manusia terhadap ketentuan nash Tuhan. Hal 
ini paling tidak bisa menjadi alasan mengapa 'iddah diperta- 
hankan dalam pasca perceraian. 
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Keempat, implikasi dari pelaksanaan 'iddah. Menurut 
ketentuan fikih munakahat, orang yang sedang menjalani 
masa iddah tidak diperkenankan keluar rumah, kecuali da- 
lam keadaan darurat. Perempuan dilarang memakai pakaian 
yang indah atau mencolok, bermakeup, perhiasan, dan par- 
fum yang menghiasi dirinya sehingga nampak menarik dan 
memikat kaum lelaki lawan jenis. Ia juga dilarang melakukan 
aktivitas sosialdi luar rumah dengan alasan untuk meng- 
hindari fitnah di masyarakat. Akibatnya, 'iddah dipahami 
sebagai sebuah bentuk domestifikasi terhadap kaum perem- 
puan. Waktu penantian yang dimaksudkan dalam definisi 
1iddah tidak lain adalah waktu penantian yang benar-benar 
menjemukan bagi kaum perempuan yang justru kontra 
produktif terhadap substansi tujuan disyariatkannya iddah. 
Allah Swt. berfirman dalam surat al-Talag (65) ayat 1: 


- - h) 35 5 7 . n PP - Kw. A3 au - - La 
TEA AG Aa ola Sekal SaS AAN LE 2 eh 
2. . na Aa KA mu £ za AN j 2d 01 Tt G7 2 aa 5 
Jah AN oyas Ul Aa Konla GG OLI ES YG Sei Ia PA 
T- TT 2. na, TA & ?-xf AK ? GT $ Tn Gang 

CA DI Ing ba AN Id Uya VE AE AS IN AS KA 


"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(meng hadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 
iddah itu serta bertagwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganla 
hkamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 
mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang.Itulah hukum-hukum Allah dan 
barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 
Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesu- 
dah itu sesuatu hal yang baru". 
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Ayat ini oleh hampir seluruhulama figh klasik dipahami 
sebagai bentuk larangan bagi perempuan yang menjalani 
iddah untuk keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah ini 
diperkuat dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Malik, 
Syu bah, al Tsauri dan lainnya yang disabdakan Nabi saw. 
Ketika suami Furai ah binti Malik ibn Sinan meninggal. 
Rasulullah saw. menyatakan: “Diamlah kamu di rumah hingga 
perjanjian itu (iddah) sampai pada batas waktunya”. Furai ah 
menjawab, “Saya telah beriddah selama 4 bulan 10 hari”. 
Jumhur Ulama memahami hadis ini sebagai bukti adanya 
larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang 'iddah. 

Adakah kemungkinan lain untuk merekonstruksi tafsir 
ayat al-Our'an atau hadis tentang iddah. Pertama, mempe- 
lajari, menelaah dan meneliti secara cermat suratal Thalag 
(65) ayat 1. Ada tiga catatan yang dikandung dalam ayat ter- 
sebut, yaitu: 1) apabila terpaksa menceraikan isteri hendak- 
nya dilakukan secara tepat dan bijaksana menurut aturan 
agama, 2) Setelah dicerai, isteri tidak bisa dikeluarkan 
(diusir) dari rumah yang biasanya diatempati, kecuali isteri 
melakukan sesuatu yang aib atau isteri berbuat keji, 3) “iddah 
ini adalah ketentuan Allah Swt. Yang apabila dilanggar berarti 
orang yang melanggar dinyatakan zalim. Ini adalah pemaha- 
man dan pembacaan yang biasa dilakukan oleh ulama fikih. 

Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab proses 
pemaknaan sebuah kalimat itu sangat tergantung pada 
bagaimana cara membacanya (nahwiyyah). Kalimat “wala 
yakhrujna” (artinya, dan jangan mereka para istri keluar) 
dengan memperlakukan kalimat tersebutsebagai mabni 
ma'lum (kalimat aktif), bisa juga dibaca “wa la yakhrujanna” 
(artinya, danjanganlah mereka para suami keluar) yang me- 
rupakan bentuk ta gid (peneguhan) dari kalimat sebelumnya, 
"latukhrijuhunna”, karena penekanan ayat ini pada larangan 
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mengusir. Cara baca demikian dikuatkan dengan adanya adat 
istitsna' (alat pengecualian) yaitu “illaayya tina bifahisyatin 
mubayyinah”. Penafsiran seperti ini sangat mungkin terjadi 
apabila ayat Al-Our'an tersebut belum ada tanda-tanda syakal 
atau harakat. Pada masa kodifiksi Al-Gur'an (masa Usman) 
ayat Al-Our'an belum memiliki tanda-tanda yang jelas. 

Jadi dengan cara baca yang demikian, pengertian ayat 
tersebut bukannya larangan perempuan untuk keluar rumah, 
tetapi lebih pada perlindungan kepada kaum perempuan agar 
tidak terusir dari rumah yang semula dia tempati bersama 
keluarganya. Apalagi dalam suasana sosial budaya masya- 
rakat sekarang ini, berkarir diluar rumah bagi para isteri juga 
terbuka lebar. Dengan demikian, menurut penulis perlu dilu- 
ruskan karena terjadi pemahaman yang tidak benar, mestinya 
harus dipahami bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari 
rumah atau suami tidak boleh mengusir isteri dari rumah. 
Isteri masih mempunyai hak penuh atas tempat tinggal 
bersama. 

Kedua, merekonstruksi hadis yang melarang isteri 
keluar rumah dimasa 'iddah. Dawud al Dzahiri memandang 
lemah atau dlaif terhadap hadis ini, karena hanya disam- 
paikan oleh satu orang. Dengan demikian, Dawud al Dzahiri 
membolehkan isteri yang iddah keluarrumah (al-Ourtubi, 
126). Terdapat hadis lain yang membolehkan isteri masih 
'iddah keluar rumah. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. 

Berdasarkan hadis ini, kalangan ahli hukum Islam 
klasik seperti Malik, Syafi'i, Ahmad dan al-Laits membolehkan 
wanita yang masih iddah (mu taddah) keluar rumah, tetapi 
hanya pada siang hari. Perbedaannya, Malik tidak memisah- 
kan antara mu'taddah yang raj'iyyah (bias dirujuk) dan 
mu taddah yang ba'in (yang tidak bisa dirujuk). Sedangkan 
Syafi i hanya membolehkan bagi yang mu 'taddah ba'in. 
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Terlepas dari siapa yang lebih kuat pendapatnya, kalau 
diperiksa lebih dalam, tidak bolehnya mu'taddah keluar 
rumah pada dasarnya bukanlah tujuan syari'at (magasid 
alsyari ah), tetapi hanya sebagai bentuk upaya meminimalisir 
fitnah. Hal ini lebih menyentuh pada etika sosialnya sedang- 
kan aspek teologisnya atau tujuan syari atnya yaitu 
lita'abbudi (ibadah atau penghambaan kepada Tuhan) dan 
litahayyiah (berduka) dan memberikan kesempatan terjadi- 
nya proses rujuk. 

Larangan wanita mu 'tadah keluar rumah masih diper- 
debatkan. Oleh karena itu pelarangan tersebut bersifat dhani 
dalalah atau relatif kebenaranya. Karena nash belum menga- 
tur secara jelas maka perbuatan mu tadah tersebut tidak 
dapat dikriminalkan atau dikenai sanksi hukum. Hal ini se- 
nada dengan teori hukum Islam yaitu no crime and 
nopunishment without textualevidence.?3 Dalam situasi dan 
kondisi zaman sekarang, menurut penulis, konstruksi 'iddah 
ini harus ditelaah ulang dan nilai-nilai maslahat dan keadilan 
harus dikedepankan agar hukum Islam betul-betul rahmat 
bagi semesta alam. Apabila seorang mu taddah tidak bisa te- 
tap tinggal di rumah selama masa 'iddah karena ia harus 
bekerja untuk memenuhi nafhah keluarganya dia dibolehkan 
keluar rumahkarena dalam keadaan darurat. Akan tetapi bagi 
mu taddah yang sudah berkecukupan dan kebutuhannya 
tidak mendesak, boleh keluar rumah dengan syarat mampu 
menjaga tujuan syari at iddah yaitu alasan kemanusiaan dan 
alasan ketuhanan sebagaimana telah diuraikandi atas. 
Namun, tidak keluar rumah lebih baik sebab esensi dari 


73 Lukman. Zakariyah, Textuality as a Linguistic Mechanism for Codifiying 
Legal Maximsin Islamic Criminal Law. (American Journal of Islamic 
Social Sciences, AMSS-IIITUSA, 2013), hlm. 30. 
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'iddah di sini bukan keluar atau tidak keluar rumah, tetapi 
lebih pada bagaimana tujuan 'iddah bisa tercapai. 
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LARANGAN 
PERKAWINAN 


A. Pengertian Larangan Pernikahan 

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut 
dengan asas selektivitas, maksudnya adalah seseorang 
yang hendak kawin harus terlebih dahulu menyeleksi 
dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terla- 
rang untuk kawin.'4 Sebagaimana laki-laki maka wanita 
adalah merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun 
pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh kawin de- 
ngan wanita mana saja namun demikian diberikan 
pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat 
larangan.” 

Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat 
dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun 
dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan 
perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. 
Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum 


74 Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia 
Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 
sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 144. 

75 Larangan dalam hukum Islam secara berasal dari kalimat al-nahyu, 
adalah tuntunan melakukan suatu perbuatan, yang muncul dari pihak 
yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. “Abd al-Wahhab “Abd 
al-Salim Thawilah, Atsar al-Lughah ft al-Ikhtilaf al-Mujtahiddin, (Kairo: 
Dar al-Salam, tt.), h. 507. Lihat juga Asmawi, Perbandingan Ushul Fikih, 
(Jakarta: Amzah, 2011). hlm. 229. Lihat juga Soemiyati, Hukum 
Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberty, Cet.1, 1982), h. 31. Lihat juga Samsul Munir Amin, Kamus Ushul 
Fikih, Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 244. 


NN 


berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan un- 
tuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban 
hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan ber- 
akibat menyusahkan istrinya. Al-Ourthubi, salah seo- 
rang ulama terkemuka dalam Madzhab Maliki ber- 
pendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak 
akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan mem- 
bayar mahar (mas kawin) untuk istrinya, atau kewa- 
jiban lain dalam hak istri, tidak halal mengawini sese- 
orang kecuali apabila ia menjelaskan keadaannya itu 
kepada istri, atau ia bersabar sampai merasa akan da- 
pat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh mela- 
kukakan perkawinan. al-Ourthubi mengatakan pula 
bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat 
penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan mela- 
kukan hubungan dengan calon istri harus member 
keterangan pada calon istri, agar pihak istri tidak 
merasa ketipu. Apa yang dikatakan al-Ourthubi itu 
amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup 
perkawinan. 

Dalam bentuk apapun, penipuan itu harus dihin- 
dari. Bukan hanya mengenai cacat atau penyakit yang 
dialami calon suami, tetapi juga mengenai nasab ketu- 
runan, kekeyaan keturunan, kedudukan atau pekerjaan 
jangan sampai tidak dijelaskan, agar tidak berakibat 
pihak istri merasa tertipu. Hal yang disebutkan me- 
ngenai suami itu berlaku juga bagi calon istri. Calon 
istri jika tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi 
kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan 
atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada 
calon suami, agar jangan sampai calon suami merasa 
ketipu. Bahkan keterangan-keterangan yang ada pada 
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pihak istri, yang apabila diketahui oleh calon suami, 
mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk me- 
ngawini. Misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambut- 
nya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga 
terpaksa memakai rambut palsu atau wig dan sebagai- 
nya harus dijelaskan kepada calon suami, untuk meng- 
hadapi akhirnya jangan sampai suami ketipu.?8 

Para ulama memiliki beragam pemahaman ten- 
tang larangan perkawinan, perbedaan ini bukan hanya 
menunjukkan keragaman pemikiran. Keragaman ini se- 
harusnya dipahami bahwa masalah keharaman mela- 
kukan pernikahan menarik untuk dikaji. Pembahasan 
ini sangat penting karena selain terkait langsung de- 
ngan norma-norma kemanusiaan dan menyimpan 
segudang persoalan syari'at, serta untuk memperluas 
wilayah hubungan antar sesama juga memiliki 
pengaruh cukup besar dalam kehidupan manusia se- 
cara umum dan berperan besar dalam mempererat tali 
kekeluargaan. 

Sayyid Sabig dalam kitabnya Figh Sunnah me- 
nyebutkan tidak semua perempuan dapat dikawini, 
tetapi syarat perempuan yang boleh dikawin hendaklah 
bukan orang yang haram bagi laki-laki yang meni- 
kahinya, baik keharaman tersebut bersifat abadi mau- 
pun keharaman bersifat sementara. Perempuan haram 
dikawin, yaitu nasab, mushaharah, dan radha'.” 


76 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII, 
1987), hlm. 13. 

77 Abdul. al-Gadir Manshur, Figh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa 
al-Sunnah, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fikih 
Wanita), (Jakarta: Zaman, 2005), h. 157. Lihat Sayyid Sabig, Figh 
Sunnah, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), Cet. Ke-II, hlm. 487. 
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B. Dasar Hukum Larangan Pernikahan 
Dasar hukum dari larangan pernikahan ini sebagaimana 
tersebut dalam Al-Our'an surat al-Nisa ayat 23: 


» &1 P2. CAN 4 Y 2 an LX, se Aa 3 PN SA 

2 2 Ag - NI Tee - 0. 2 Aa ih na Bana 3 TA M3 Pn Na 2-3 

Pe Uc 2 2 9 NI 29 AE Sayan 

: Pan Pa AL - - -5 ena 2 Pn asa 4 sa P3 

. 3 Aan 2 - -N FA - Tag La NN ale 2 (21 5 - Anal 

da ab Sala EA Elo ja SAI rail Bl SA, 

Kar TE SEL alas aa Te PA IA II SA aan ala 

na data ama Jo AS XS aa Spis 
F 7 s 

AI Ia BEN EA II SN FE is 

8) LE G3 ARE 0 NDASI Ga GAN Dal MS 

# aan 03 TG 

A23 Iagas OS 


“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anak- 
mu yang perempuan: saudara-saudaramu yang perempuan,7 
Saudara-saudara bapakmu yang perempuan: Saudara-saudara 
ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara- 
saudaramu yang laki-laki: anak-anak perempuan dari sau- 
dara-saudaramu yang perempuan: ibu-ibumu yang menyusui 
kamu: saudara perempuan sepersusuan: ibu-ibu isterimu 
(mertua): anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 
dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 
campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka 
tidak berdosa kamu mengawininya: (dan diharamkan bagimu) 
isteri-isteri anak kandungmu (menantu): dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali 
yang Telah terjadi pada masa lampau: Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 7? 


78 Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang 
dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu 
perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. 
sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang 
tidak dalam pemeliharaannya. 

79 0.5. al-Nisa: 4: 23 
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Kemudian dijelaskan pula dalam sebuah hadis tentang 
larangan menikah ketika sedang menunaikan ibadah ihram 
yaitu sebagai berikut: 


SEL GS YA AN 


“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh 
menikahkan, dan tidak boleh pula meminang." 


Ayat ini secara tegas menjelaskan tentang larangan 
menikahi orang-orang yang masih ihram dan juga menikahi 
orang yang sedang ada ikatan khitbah dengan orang lain, 
karena ketika seorang wanita telah dalam khitbah orang lain 
artinya dia telah ada kesepakatan pada laki-laki yang akan 
menikahinya. 


C. Bentuk-Bentuk Larangan Perkawinan 

Ada empat belas (arba' 'asyar) wanita yang haram dinikahi 

menurut Nash Al-Our'an, dari empat belas tersebut terbagi 

menjadi beberapa bentuks81 yaitu, 

1. Orang yang Haram Dinikahi 

a. Disebabkan karena adanya hubungan nasab 
(keturunan )82 
1) Dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya 
sampai ke atas. 


80 Abu “Abdillah Muhammad “Ibn Yazid al-Guzwayniy, Sunan Ibn Majjah, 
(Beirut: Dar al- Fikr, 2004), hlm. 198. 

81 Imran Abu Umar, Fath al-Garib, (Kudus: Menara Kudus, 1983), Jilid Ke- 
II, hlm. 34. 

82 Tujuh orang perempuan yang haram dikawin karena nasab masih ada 
hubungan keturunan (nasab) tadi adalah haram juga dikawin oleh 
orang yang mempunyai hubungan dengan mereka karena satu susuan. 
Wahbah Zuhayli, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuh, (Dar al-Fikr, 1997), Jilid 
Ke-vii, hlm. 6625-6626. 
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2) Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu 
wanita, dan seterusnya. 

3) Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perem- 
puan kandung, saudara perempuan seibu, saudara 
perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita 
saudara laki-laki, dan anak wanita saudara perem- 
puan ke bawah. 

4) Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi 
sampai ke atas. 

Sebagaimana yang terdapat al-Yur'an surat al- 

Nisa ayat 23: 


TN Ag Pala PA PGA PG 5 SIA Kie ena 
Sila Sah ala EN 5 ar Lusi al Sea 3 
S3 SIG ia an Panah Kap 
2 an DG SIS Ia “3 SEA ne Keran te 

Ba ena ai “aa: 


“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak- 
anakmu yang perempuan,2 saudara-saudaramu yang 
perempuan, Saudarasaudara bapakmu yang perempuan: 
Saudara-saudara ibumu yang perempuan: anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki: 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuanmu...'84 


83 Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang 
dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perem- 
puan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang 
yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaan- 
mu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam 
pemeliharaannya. 

84 O.S. al-Nisa, 4:23. 
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Ali Yusuf al-Subhi dalam bukunya Figh Keluarga 
dikutip dari al-Sakaki menyatakan bahwa hikmah dari 
diharamkannya menikahi karena adanya hubungan 
nasab (keturunan), adalah sesungguhnya menikahi me- 
reka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena perni- 
kahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin 
antara suami istri secara secara tradisi dan karena 
sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati di antara 
mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputus- 
nya hubungan kerabat, sehingga menikah dengan me- 
reka menjadi penyebab terputusnya hubungan kerabat. 

Penyebab keharaman hukumnya juga haram. 
Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa ke- 
hormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena 
alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua 
orang tua dengan baik, merendahkan diri terhadapnya, 
ucapan yang baik, melarang untuk mengucapkan “hus" 
padanya. Seandainya diperbolehkan? menikah, seo- 
rang perempuan di bawah kekuasaan suami dan keta- 
atan kepadanya merupakan hak yang dipenuhinya. Hal 
tersebut tentu akan menghilangkan kemuliaan, sehing- 
ga terjadilah pertentangan.86 


85 Departemen Agama RI, hlm. 120. 
86 Ali Yusuf al-Subhi, Nizam al-Usrah Ff al-Islamy, Jakarta: Amzah, 2010), 
hlm. 122. 
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b. Disebabkan adanya hubungan perkawinan87 

1) Ibu mertua, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari 
pihak ayah dan ke atas. Dia ini diharamkan oleh 
Islam karena semata-mata “akad” yang telah ber- 
langsung terhadap anak perempuannya kendati 
belum dukhul sebab si ibu tersebut dalam hubung- 
annya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai 
ibu.88 Jika terdapat pertanyaan mengapa ibu istri 
(ibu mertua) haram dinikahi hanya karena sudah 
ada akad nikah dengan anak perempuannya, sedang- 
kan haram menikahi anak tiri disyaratkan si laki-laki 
sudah bersetubuh dengan ibu si anak tiri maka 
jawabnya adalah suami itu biasanya diuji untuk 
bergaul dengan ibu mertuanya setelah akad nikah 
karena ibu mertua itulah yang mengatur urusan 
anak perempuannya, maka ibu mertua haram di- 
nikahi hanya karena si laki-laki sudah menjalani 
akad nikah dengan anak perempuan ibu nertua 
tersebut, demikian itu agar menantu laki-laki bisa 
akrab dengan ibu mertuanya dalam mengatur 
urusan istri.3? 

2) Anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhul. 
Termasuk dalam pengertian ini anak perempuan 
dari anak tirinya, cucu-cucu perempuannya, dan 
terus ke bawah, karena mereka termasuk dalam 
pengertian anak perempuan dari istrinya. 


87 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, hlm. 488. 

88 Yusuf Oardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Alih Bahasa: Mu'ammal 
Hamidy), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 248 

89 Al-Imam Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al- 
Ahyar Fi Halli Ghayah al-Ihtisar Juz 2, (Dar al-Fikr: 1994), hlm. 47-48. 
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3) Istri dari anak laki-laki (menantu), istri cucunya, 
baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterus- 
nya. 

4) Istri dari bapak (ibu tiri). Diharamkan anak meni- 
kahi ibu tirinya karena pernikahannya dengan ayah- 
nya sekalipun pernah digaulinya. 

Sebab keharaman musaharah yang telah di- 
sepakati para ulama' adalah akad nikah yang sah, 
sedangkan sebab keharaman karena akad yang rusak, 
wath'i syubhat, zina terdapat perbedaan pendapat.” 
Menurut Hanafiyah akad yang rusak tidak sampai 
mengharamkan kerabat dekat (sahr) dan yang menjadi 
penyebab keharaman musaharah adalah empat macam 
yaitu, akad nikah yang sah, wath'i baik dengan akad 
yang sah atau rusak atau zina, menyentuh, dan yang 
terakhir adalah seorang laki-laki melihat kemaluan 
perempuan begitu juga sebaliknya.?1 

Mazhab Maliki melakukan pemilahan dalam ma- 
salah ini, mereka membagi akad nikah yang rusak 
menjadi dua macam.?2 Pertama, akad nikah yang dise- 
pakati rusaknya oleh para fugaha. Misalnya menikahi 
perempuan mahram yang tidak diketahui saat akad. 
Dalam kasus ini, keharaman musaharah tidak terjadi, 
kecuali jika sudah terjadi hubungan badan atau cumbu 
rayu di antara keduanya. Kedua akad nikah yang masih 
diperdebatkan kerusakannya, seperti pernikahan orang 
yang sedang melaksanakan ihram haji, atau pernikahan 
tanpa wali. Mazhab Syafi'i, akad nikah yang rusak tidak 


90 Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh "Ala Mazihib al-Arb@'ah Juz 4, (Dar al- 
Hadits, 2004), hlm. 54. 

M1 JIbid, hlm. 54-55. 

922 Ibid, hlm. 55. 
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sampai mengharamkan kerabat dekat untuk dinikahi 
kecuali disertai wath'i, jadi ketika keduanya melakukan 
wath'i maka kerabat dekat keduanya menjadi haram 
dinikahi. Adapun mazhab Hanbali, akad nikah yang 
rusak dapat mengharamkan kerabat dekat untuk di- 
nikahi, namun sebagian riwayat dalam mazhab Hanbali 
menyatakan, akad yang rusak tidak sampai mengha- 
ramkan kerabat dekat untuk dinikahi. ? 

Mengenai hikmah haramnya menikah karena 
adanya hubungan perkawinan Sayyid Sabig menga- 
takan hal ini dikarenakan anak perempuan tiri dan 
mertua perempuan lebih patut haram dikawini, sebab 
istrinya merupakan belahan jiwa suami bahkan meru- 
pakan kekuatan pembentuk dan penyempurna nilai 
kemanusiaannya. Karena itu patutlah bilamana mertua 
perempuan diharamkan, dilihat dari segi memberikan 
penghargaan sama dengan ibu kandungnya. Buruk 
sekali dan merugikan perempuan bilamana boleh 
kawin antara seseorang dengan ibu mertuanya, karena 
hubungan darah melalui perkawinan sama dengan 
hubungan darah karena keturunan.?4 


c. Disebabkan adanya hubungan persusuan?5 
1) Ibu yang menyusui, karena statusnya sama dengan 
ibu. 
2) Ibu dari wanita tempat menyusu, karena statusnya 
sama dengan nenek. 


93 Abd al-Oadir Manshur, Figh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa al- 
Sunnah, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fikih 
Wanita), Jakarta: Zaman, 2005), hlm. 160-161. 

4 Sayyid Sabig, Figh Sunah, hlm. 497. 

95 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve), hlm. 1052 
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3) Ibu dari suami wanita tempat menyusu, karena 
statusnya sama dengan nenek dari pihak ayah. 

4) Saudara perempuan dari suami ibu susuan. 

5) Cucu perempuan dari dari ibu susuan. 

6) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik dari 
saudara perempuan kandung maupun saudara 
perempuan seayah atau seibu. 

7) Wanita-wanita (saudara) sepersusuan. 

Fugaha sependapat bahwa secara garis besar hal- 
hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama 
dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, 
yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama 
kedudukannya dengan seorang ibu, oleh karenanya ia 
diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharam- 
kan pula baginya semua perempuan yang diharamkan 
atas anak lelaki dari segi ibu nasab. Mengenai kadar air 
susu yang mengharamkan keharaman ini segolongan 
fugaha berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar 
batas tertentu sedangkan fugaha' yang lain menentu- 
kan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. 
Mereka terbagi menjadi tiga: pertama, berpendapat 
satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keha- 
raman, tetapi menyebabkan keharaman adalah tiga kali 
sedotan ke atas. Kedua, berpendapat menyebabkan 
keharaman adalah lima kali susuan. Ketiga, berpen- 
dapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah 
sepuluh kali susuan.?6 Silang pendapat ini disebabkan 
oleh adanya pertentangan antara keumuman ayat Al- 
Our'an dengan hadis-hadis yang memuat pembatasan, 


96 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Mugtashid Juz 2, (Beirut 
Lebanon: Dar al-Fikr, 2005), h. 28 
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di samping pertentangan antara hadist-hadist itu 
sendiri. 
Keumuman firman Allah tersebut ialah: 


Sera DI Saul, 


“Dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu” (al-Nisa' ayat 
23).97 

Ayat ini menghendaki keharaman setiap yang 
dikatakan susuan. Sedang hadis-hadis yang saling 
bertentangan mengenai masalah ini adalah sebagai 
berikut, hadis pertama. 


gbi kd, ot Kana 


“Tidak diharamkan satu atau dua kali susuan, dan tidak 
pula satu atau dua sedotan.”?8 


hadis yang kedua: 


Pa 
- 


£ 
He JA Ann 


“Susulah dia lima kali susuan” 99 


Hadis yang senada dengan hadits di atas: 


tag A3 jas laguna an La C3 Es Ka All 
SA sa bis les Ag ala aeaa Jaa J3 Iin Gp3 Daglaa 


97 Departemen Agama RI, h. 120 

9 Imam Muslim bin Hajjaj al-Ousyairi, Shahih Muslim, (Beirut-Lebanon: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Jilid 5, h. 133 

99 Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, Muwath' Milik, (Beirut Lebanon: 
Dar al-Fikr, 1989), Juz 10, h. 308 
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“Di antara kandungan Al-0Guran yang diturunkan 
dahulu ialah kata-kata “sepuluh kali susuan”, kemudian 
kata-kata tersebut dibatalkan dengan kata-kata “lima 
kali susuan” yang diketahui, kemudian Rasulullah saw. 
berfatwa, sedang kata-kata tersebut termasuk Al-Gur'an 
yang dibaca.”100 


Bagi fugaha yang lebih menguatkan lahir kata- 
kata Al-Our'an atas hadis-hadis ini mengatakan bahwa 
satu atau dua kali sedotan sudah berpengaruh bagi 
keharaman. Sedang bagi fugaha yang mendudukkan 
hadis-hadis tersebut sebagai tafsiran atas ayat Al- 
Our'an menggabungkan antara hadis-hadis dengan Al- 
Our'an, serta lebih menguatkan pengertian dalil khitab 
pada sabda Nabi saw., “Tidak mengharamkan satu kali 
sedotan atau dua kali sedotan”, atas pengertian dalil 
khitab pada hadis tersebut mengatakan bahwa tiga kali 
sedotan itulah yang mengharamkan. 101 Demikian ini 
karena dalil khitab pada sabda Nabi saw. “Tidak meng- 
haramkan satu atau dua kali sedotan”, menghendaki 
sedotan yang lebih banyak dari itu mengharamkan. 
Sedang dalil khitab pada sabda Nabi saw., “Susukanlah 
dia lima kali susuan”, menghendaki bahwa susuan yang 
kurang dari itu tidak mengharamkan. Maka yang harus 
teliti adalah mana yang, lebih kuat di antara kedua dalil 
khitab ini. 

Hikmah diharamkannya menikahi ibu, saudara 
perempuan, dan lainnya karena persusuan, Muhammad 
Washfi dalam bukunya Mencapai Keluarga Barokah 


100 Imam Muslim bin Hajjaj al-Ousyairi, Shahih Muslim, (Beirut-Lebanon: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Jilid 5, hlm. 133. 
101 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa al-Nihayah, hlm. 29. 
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berkomentar bahwa sebab makan (menyusu) memiliki 
pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, 
bukan hanya secara fisik, namun menyangkut jiwa dan 
akhlak. Susunan fisik diduga bisa menjadi cermin yang 
representatif bagi jiwa, akal dan akhlak seseorang 
hingga dikatakan bahwa karakter khusus setiap orang, 
merujuk kepada bagaimana susunan unsure yang mem- 
bentuk tubuhnya. Akal seorang manusia serta kewajib- 
annya memiliki keterkaitan yang kuat dengan bentuk 
lahir secara struktur tubuhnya. Demikianlah persauda- 
raan karena persusuan, tubuh mereka (tulang, daging, 
dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. 
Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter 
akhlak mereka.102 Ketiga macam orang yang haram 
dinikahi disebabkan adanya hubungan nasab (keturun- 
an atau kekerabatan), mushaharah (pernikahan), dan 
rada (susuan) merupakan larangan yang bersifat abadi 
selamanya (al-tahrim al-muabbad). Jadi dilarangnya 
perempuan untuk menjadi istri dari laki-laki tersebut 
sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun begitu 
juga sebaliknya. 


d. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih 
bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah 
atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. 
Kecuali secara bergantian, misalnya: kawin dengan 
kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil 


102 Muhammad Washfi, Mencapai Keluarga Barokah, (Yogyakarta: Mitra 
Pustaka, 2005), Cet. Ke-I, hlm. 427-428. 
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adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengam- 
bil yang satunya lagi sebagai istri.103 

Hubungan cinta saudara yang selalu ditekan 
oleh Islam untuk dikukuhkan itu akan bisa pudar 
apabila salah satu dijadikan gundik terhadap yang lain. 
Firman Allah swt. dalam surat al-Nisa ayat 23: 


El NS Palas 8 aa SEA Sani HA al tnya 
Sila Cah AL Ya pa Ssh Kun | Sarah 
255 16 3G je diss ah KIS Pe Mara 
FA In SIA Se Lah KE Ia Kia IG te 

Kam IS SE AI ea 


“.. dan diharamkan menghimpunkan (dalam perka- 
winan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang 
Telah terjadi pada masa lampau: Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 104 


e. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki- 
laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.105 
Supaya perempuan tersebut halal untuk laki-laki lain, 
diperlukan dua syarat:106 
1) Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaan 

suaminya baik karena ditinggal mati oleh suaminya 
maupun karena ditalak. 


103 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 
(Yogyakarta: Liberty, 1982), Cet. Ke-l, hlm. 35. 

104 Yusuf Oardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Alih Bahasa: Mu'ammal 
Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 249 

105 Departemen Agama RI, hlm. 120. 

106 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, hlm. 74 
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2) Sudah sampai iddah yang telah ditentukan Allah swt. 
Selama dalam iddah perempuan tersebut menjadi 
tanggungan suami yang pertama. 

Allah Swt. berfirman.07 


SEE AN SE las ESA AN) el ga Eeasll, 
Pn Fe Inuas ohg sa 5 aing ai 35 
Kaban AN Yasa, kei 


“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita 
yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu 
miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai 
ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu 
selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri 
dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 
berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati 
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada 
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 
kewajiban: dan tiadalah Mengapa bagi kamu ter- 
hadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, 
sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 108 


107 Yusuf Oardhawi, Halal dan Haram, hlm. 250. 
108 Departemen Agama RI, hlm. 120-121. 
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f. Wanita yang ditalak tiga (ba'in), sehingga ia dinikahi 
oleh laki-laki lain, yang kemudian berpisah karena 
perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan 
masa 'iddah-nya.109 
Firman Allah dalam Surat Al-Bagarah ayat 230: 


Pd 
- 
Pd 


Te Sa aan an enda TA. An aa 
TEE AE 3 GE en SES MN JAE GE IG 


Ni Ai Tu ka Te Ak en ET 

SA ana SA Oley al sae Un SUS SI GA SI ale 
aka 

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak 
yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal bagi- 
nya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian 
jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak 
ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan 
isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 


hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum 
yang (mau) Mengetahui.” 110 


g. Menikah dengan lebih dari empat kali, sehingga ditalak 
salah satu dari keempat istrinya dan menunggu 'iddah 
selesai.111 Dalam bukunya Garis-Garis Besar Figh, Amir 
Syarifuddin mengatakan, seseorang laki-laki dalam per- 
kawinan poligami paling banyak mengawini empat 
orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah 
seorang dari istrinya yang berempat itu telah dicerai- 
kannya dan habis pula masa 'iddah-nya. Dengan begitu 


109 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, hlm. 74. 

110 Departemen Agama RI, hlm. 56. 

111 Wahbah Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu Juz 9, (Dar al-Fikr, 
1997), hlm. 6641. 
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perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa 
tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya 
yang empat itu belum diceraikannya.112 
Firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 3 


S5 IA gak e KASE ABI PE Lis 2 Sbs 
VI Isl an SA Sui Sel 8 NI Es 3 & Ar 


"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 
kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemu- 
dian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil113 
Maka (kawinilah) seorang saja,14 atau budak-budak 
yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya.”115 


h. Menikah dengan pezina. Al-Guran mengharamkan 
seorang mukmin menikah dengan perempuan pezina 
selagi ia belum bertobat, dan demikian pula haramkan 
perempuan mu'minah dinikahi oleh laki-laki pezina 
selagi lelaki itu belum bertobat. Demikian itu karena 
sesungguhnya jiwa (pribadi) laki-laki beriman itu lari 
dan menjauhkan diri dari pernikahan dengan perem- 


112 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, h. 112 

113 Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti 
pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 

114 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebe- 
lum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh 
para nabi sebelum nabi Muhammad saw. ayat Ini membatasi poligami 
sampai empat orang Saja. 

115 0.5. al-Nisa: 4:3. 
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puan pezina, dan demikian pula perempuan beriman 
lari dan menjauhkan diri dari keterikatan dengan laki- 
laki pelaku criminal zina.116 

Al-Our'an mengatakan dalam surat al-Nur ayat 3: 


AA GI Ab USG BAE ts oh 
Sa Saus Sea Wa dls na 
EN an 


“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik: 
dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan 
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan 
yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 
mukmin.117” 118 


Kemudian mengenai anak hasil zina, Imam Syafii 
dan Imam Maliki berpendapat, seorang laki-laki boleh 
mengawini anak perempuan hasil zina, saudara perem- 
puan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki 
maupun yang perempuan dan keponakan perempuan 
baik dari saudara yang laki-laki maupun perempuan, 
sebab wanita-wanita itu secara syari adalah orang- 
orang yang bukan mahram, dan di antara mereka ber- 
dua tidak bisa saling mewarisi. Sedangkan menurut 


116 Sa'id Abdul Aziz al-Jandul, Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban, 
(Jakarta: Darul Hag, 2003), hlm. 47. 

117 Maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan 
yang berzina, demikian pula sebaliknya. 

118 0.5. al-Niir, 24:3. 
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Imam Hanafi, Imam Imamiyah, Imam Hanbali119 menya- 
takan anak dari hasil zina itu haram dikawini sebagai- 
mana keharaman anak perempuan yang sah.120 


i. Perempuan yang haram dinikahi sebab kekufuran. 
Golongan perempuan ini adalah mereka yang menganut 
agama selain agama Samawi, seperti Majusi. Seorang 
muslim diharamkan untuk menikahi seorang perem- 
puan yang tidak beragama Samawi, tidak beriman ke- 
pada Rasul dan kitab Tuhan, baik kemusrikan tersebut 
dari mereka yang menyembah patung atau berhala, 
Majusi yang mereka menyembah api, atau dari kelom- 
pok mereka yang menyembah bintang. 

Seorang muslim diperbolehkan menikah dengan 
muslimah atau ahli kitab yang beriman kepada Rasul 
dan kitab-Nya, seperti Yahudi yang beriman kepada 
Musa dan Taurat, Kristen yang beriman kepada Isa dan 
Injil, dan tidak diperbolehkan seorang muslimah me- 
nikah kecuali dengan seorang muslim.121 Dalil yang 
tidak memperbolehkan seorang muslim menikah de- 
ngan perempuan musyrik terdapat dalam surat al- 
Bagarah ayat 221: 


119 Muhammad Jawad al-Mughniyah, al-Figh 'ala Mazdhib al-Khamsah, 
(Penerjemah: Masykur AB dkk, Figh Lima Mazhab, (Jakarta: PT: Lentera 
Barrittama, Cet. 1, 1997), hlm. 330 

120 Abd. al-Gadir Manshur, Figh al-Mar'ah al-Muslimah Min al-Kitab Wa al- 
Sunnah, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fikih 
Wanita, (Jakarta: Zaman, 2005), hlm. 175. 

121 Abdul Wahhab Khollaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah, (Kuwait: Dar al- 
Oalam, 1990), hlm. 55. 
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PTE SA oa 3 AA 5 aa SS SS, 
pe PA, Hias 23 Aan AS Sasa 
KAN II aa ah FIK CP ON Sea 3 sh 

Op HA LE Si sih aah, 


“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 
Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang 
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah- 
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengam- 
bil pelajaran.”122 


Sedangkan orang yang haram dinikahi sebagai- 
mana tersebut dalam point d sampai point i termasuk 
dalam larangan yang bersifat sementara (al-tahrim al- 
mu aggat) yaitu dilarangnya perempuan dari hubungan 
suami istri dalam keadaan waktu tertentu, bilamana 
keadaan tersebut sudah berubah, haram sementara itu 
hilang maka menjadi menjadi halal. 


122 0.S. al-Bagarah, 2:221 
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2. Waktu yang Diharamkan Untuk Menikah 
a. Perkawinan yang dilaksanakan ketika sedang menjalani 
ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri 
sendiri dan orang lain. Perempuan yang sedang ihram, 
baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh kawin 
oleh laki-laki manapun kecuali sudah lepas masa ihram- 
nya.123 


SEL GS YAA AN 


"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak 
boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang”124 

b. Wanita yang sedang menjalani '“iddah, baik karena per- 
ceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga 
menyelesaikan masa 'iddah-nya. Pada saat menjalani 
masa 'iddah tersebut juga diharamkan untuk melamar- 
nya. Akan tetapi, tidak ada larangan untuk menyatakan- 
nya dengan sindiran.125 


F irman Allah dalam Surat al-Bagarah ayat 235: 

Bia VE UE SN In Gale VISI Ha Sie ST AN de 

Beda SI Fla Ades In SU AE la 0 
Pas AE AN AE AAA KAA 


123 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Prenada Media, 
2003), Cet. Ke-I, hlm. 114-115.44. 

124 Abu “Abdillah Muhammad “Ibn Yazid al-Guzwayniy, Sunan Ibn Majjah, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 198. 

125 Syaikh Kamil Muhammad “Uwaidah, Figh Wanita, (Penerjemah: 
Muhammad Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 
393. 
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“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita- 
wanita itu126 dengan sindiran1?27 atau kamu menyembu- 
nyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. 
Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 
mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan 
janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali seke- 
dar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang 
ma'ruf.128 Dan janganlah kamu ber'akzam (bertetap 
hati) untuk beragad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan 
Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada 
dalam hatimu: Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahui- 
lah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyan- 
tun.” 129 


Kedua larangan pernikahan juga termasuk ke dalam 
pernikahan yang bersifat sementara. Sehingga ketika 
orang tersebut telah telah selesai melaksanakan ihram 
baik ihram umrah maupun ihram haji dan atau mereka 
telah menyelesaikan masa 'iddah-nya maka mereka boleh 
menikah maupun menikahkan. 


126 Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah. 

127 Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 
'iddah Karena meninggal suaminya, atau Karena Talak bain, sedang 
wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh dipinang walaupun 
dengan sindiran. 

128 Perkataan sindiran yang baik. 

129 O.S. al-Bagarah: 2:235. 
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D. Larangan Perkawinan Menurut Para Fugaha 
Maksud larangan dalam perkawinan pada pembahasan ini 
jalah larangan untuk kawin antara seorang pria dan seorang 
wanita, sedangkan menurut syara", larangan tersebut dibagi 
dua, yaitu halangan abadi (ta'bid) dan halangan sementara 
(ghairu ta'bid/muaggad).30 Dalam hal ini, yang dibahas 
dalam larangan kawin yakni, hal-hal yang dilarang atau 
dikawini dalam perkawinan. Di dalam ilmu figih, yang telah 
disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Syaik 
Ibrahim al-Bajuri dalam kitab al-Bajuri:21 menjelaskan, secara 
umum mahram dibagi menjadi dua golongan: 
1. Mahram Ta'bid 
Yang dimaksud mahram ta'bid adalah orang-orang yang 
selamanya haram dikawin. Gambaran mahram ta'bid 
adalah seperti pertalian mahram antara anak dengan ibu 
kandungnya, saudara laki-laki dengan saudara perem- 
puannya, baik kandung, seayah, maupun seibu, menantu 
dengan mertuanya, anak yang disusui dengan ibu yang 
menyusui. Larangan yang telah disepakati ada tiga,132 
yaitu, 
a. Nasab (keturunan) 
Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga di- 
mulai dari hasrat dan keinginan individu untuk me- 
nyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan 
fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Soerjono 
Soekanto mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak 


130 Abdurrahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 
104. Lihat Abd Rahman al-'Azizy, Kitab Figh “Al al-Madzdihib al-Arba'ah, 
(Bairut: Dar Ilmiyah, 2003), Jilid Ke-IV, Cet. Ke-II, hlm. 60-61. 

Syaik Ibrahim al-Baijuri, al-Baijuri "Ala Syarh al-'Alamat bin al-Gasim al- 
Ghazzy “Ala Matan al-Syaik Abi Syuja', (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 
2003) h. 205-206. 

132 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2010), hlm. 63. 
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13 


aa 


dilahirkan adalah: Pertama, manjadi satu dengan manu- 
sia lain disekililingnya: Kedua, menjadi satu dengan 
suasana alam sekelilingnya. Oleh karena itu, terbentuk- 
nya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih 
yang dilakukan dengan individu yang berlainan jenis 
kelamin, lalu melamar (khitbah), yang dilangsungkan 
dengan perkawinan (al-nikah).138 Dalam memilih pa- 
sangan hidup calon berkeluarga, Nabi Muhammad saw. 
telah menentukan beberapa criteria seseorang untuk 
dapat dikawini, di antaranya: tidak ada pertalian darah, 
sudah dewasa (baligh) dan berakal (agil), dan berke- 
mampuan (istitha'ah), baik material maupun imma- 
terial. 

Dalam kaitan masalah larangan kawin (nikah), 
tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. 


Ag bg Salah San SIG Sa 5 SEA Sa da 
Sa SA ALI 3 SE, Lai Fa Sea, 
NN PPAT Ta” Mn BA TA mei Lg : aan 
ASN KASI ME ea la 
Sa saban . 


"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak- 
anakmu yang perempuanj!24 saudara-saudaramu yang 


133 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1993), hlm. 103. Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, 
Metodologi Studi Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), Cet. Ke-l, 
hlm. 213. 

134 Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang 
dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu 
perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. 
Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam 
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perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perem- 
puan: Saudara-saudara ibumu yang perempuan: anak- 
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki- 
laki: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang perempuan:”.35 


Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang 
haram dinikahi untuk selamanya (ta'bid) karena perta- 
lian nasab adalah: 

1) Ibu kandung,!386 perempuan yang ada hubungan 
darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, 
nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan sete- 
rusnya ke atas). 

2) Anak perempuan kandung,1327 wanita yang mempu- 
nyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, 
yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari 
anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya 
ke bawah. 

3) Saudara perempuan,!38 baik seayah seibu, seayah 
saja, atau seibu saja. 


pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang 
tidak dalam pemeliharaannya. 

135 O.S. al-Nisa': 4: 23 

136 Sl OSIS Sah ye oa, Ih ek, si JS Yang simaksud dengan Ibu kandung 
adalah setiap wanita yang melahirkan kamu, atau orang yang 
melahirkan orang yang melahirkan kamu, baik dari jalur orang tua laki- 
laki maupun perempuan. 

137 bla OS ISS Lawa op cal, II Bul, s2 1jS Yang dimakdud dengan anak perempuan 
kandung adalah setiap wanita yang kamu lahirkan, atau yang dilahirkan 
oleh orang yang kamu lahirkan, baik dari jalur anak laki-laki maupun 
perempuan. 

138 Wpisi jl Visi Dal, &I Is Yang dimaksud dengan saudara perempuan adalah 


setiap wanita yang dilahirkan kedua orang tuamu, atau salah satu dari 
keduanya. 
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4) Bibi,139 adalah saudara perempuan ayah atau ibu, 
baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterus- 
nya keatas. 

5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak pe- 
rempuan saudara laki-laki atau perempuan dan 
seterusnya ke bawah.140 

Hikmah keharaman karena nasab memiliki hik- 
mah yang besar. Sebagian besar hikmah bisa dilihat 
dengan jelas dan sebagian sulit untuk diketahui. Keha- 
raman perempuan dengan nasab, telah ditetapkan bagi 
manusia fitrah yang menjauhkan dari memikirkan 
syahwat terhadap perempuan yang diharamkannya. 

Termasuk hal mustahil secara fitrah adalah orang yang 

merasakan syahwat dengan jenis seperti terhadap ibu- 

nya atau ia hendak berfikir untuk bersenang-senang 
dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian 
yang mulia yang dibawa dalam hati anak laki-laki 
terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih. Semua itu 
mencegah anak laki-laki untuk mengarah pada pan- 
dangan yang aneh, didasarkan hal itu pada ketetapan 
pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari bertentangan 
hak-hak, memenuhi kewajiban-kewajiban, misalnya 
seorang ibu yang berhak atas anaknya berupa kebaik- 
an, pelayanan, kesungguhan dalam memuliakan, tiada- 
lah terfikir seorang anak berhak atas ibu seperti hak- 
hak istri yang bertentangan. Juga kedudukan ibu terha- 
dap anak laki-lakinya, seperti ibu melayani terhadap- 


139 Woo jl ibulp ska, &! csi IS Yang dimaksud bibi adalah setiap saudara 
perempuannya wanita/laki-laki yang melahirkan kamu, langsung atau 
tidak langsung. 

140 Zakiyah Derajhat, Ilmu Fikih, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 
65. Lihat pula Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al- 
Mugtashid, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 24 
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nya, ketaatannya terhadap perintahnya, pendidikannya 
kepada ibunya ketika terjadi pertengkaran. Mengenai 
keharaman menikahi ibu, dikatakan dalam ketetapan 
keharaman perempuan-perempuan berdasarkan ketu- 
runan nasab. 

Al-Sakaki berkata:11 “sesungguhnya menikahi 
mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena 
pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin 
antara suami istri secara tradisi dank arena sebab- 
sebab ia menjadi kekerasan hati di antara mereka”. 
Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya 
hubungan kerabat, sehingga menikah dengan merekab 
menjadi penyebab untuk memutus kerabat. Penyebab 
keharamannya juga haram. Makna ini berlaku secara 
umum pada tujuh macam perempuan karena haram 
untuk memutus kekerabatannya dan keharusan me- 
nyambungnya. 

Kekhususan pada ibu dalam makna lain bahwa 
kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. 
Karena alas an ini anak diperintahkan untuk menemani 
kedua orang tuanya dengan baik, merendahkan diri 
terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk me- 
ngucapkan “hus” padanya. Seandainya diperbolehkan 
menikah, seorang perempuan di bawah kekuasaan 
suami dan ketaatan kepadanya merupakan hal yang 
dipenuhinya. Hal tersebut tentu akan menghilangkan 
kemuliaan, sehingga terjadilah pertentangan.142 


141 Bada'i' al-Shang'i' 3/257, mengambil dari Sa'id Ibrahim Shahih, adhd'a 
ala Nizham al-Usrah ff al-Islam, hlm. 101. 

142 Ali Yusuf Al-Subki, Figh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, 
(Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 122. 
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Dan diketahui oleh para pelaksana akad atas 
hikmah lain dari berbagai pengharaman ini, ia menga- 
takan bahwa tujuan dari kecondongan perempuan- 
perempuan itu semua dengan keharaman yang jelas, 
yaitu bertambahnya kasih sayang dan kecintaan, mem- 
biasakannya mengetahui bermacam-macam perasaan 
selain perasan pejantan dan betina dalam perasaan 
hewan. Mereka semua ini perempuan-perempuan yang 
dekat, telah berjalin kecintaan mereka dengan saudara- 
saudara kerabat lelaki mereka. Maka tidak adanya do- 
rongan percampurannya dengan rasa cinta yang tum- 
buh karena hubungan jenis, tidak menjadikannya seba- 
gai tujuan karena keterasingan yang kadang timbul 
antara suami-suami dan istri-istri. 

Dahulu orang arab berfikir tentang dirinya, dialah 
yang menyimpan anaknya untuk besoknya, sehingga 
menjauhi pernikahan dengan kerabatnya karena kecin- 
taannya kepada anak shalih. Hasan al-Basri berkata: 
“Dan dahulu mereka (orang Arab) memilih semisal 
keadaan ini menikahi orang-orang yang jauh di sekitar, 
mereka melihat hal itu untuk menyebarkan keturunan 
dan memperbaiki penciptaan. Mereka menjauhi meni- 
kahi keluarga dan kerabat, karena berbahaya bagi 
anak.43 

b. Larangan kawin (wanita yang haram dikawin) karena 
hubungan sesusuan!1# Persusuan disebut juga radha' 
secara etimologi mengandung arti menetek atau me- 
nyusui. Secara terminologi adalah sampainya air susu 


143 Ali Yusuf Al-Subki, Figh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, 
(Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 133. 

144 H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: 
Pustaka Amani, 2002), hlm. 81. 
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wanita ke dalam perut anak adam yang belum menca- 
pai usia tahun Hijriyah dengan metode tertentu.145 
Hikmah dibalik timbulnya hukum haram sebab 
radhd' adalah sesuatu yang diminum oleh seorang anak 
merupakan bagian dari murdhfah/wanita yang menyu- 
su yang notabene juga bagian dari suami atau laki-laki 
yang menyetubuhi murdhi'ah dengan jalan halal, kemu- 
dian air susu tersebut menyatu dan menjadi bagian dari 
radhi' atau anak yang menyusu. Hal ini menyerupai 
sepirma dari ayah dan ibu yang menjadi modal dasar 
wujudnya seorang anak, sehingga anatar anak dan 
orang tuanya mempunyai ikatan mahrim nasab. 
Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram 
dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan keke- 
balan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk 
dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang 
terikat dalam mahram radha' tidak boleh saling 
mengawini.146 Dasar hukum dalam radhd@' adalah: 


ar Dg £ "3 Pn Ti 4 Pe NE 
KE ja SEN Men AN, 
« . . 
Ibu-ibumu yang menyusui kamu: saudara perempuan 
sepersusuan 147 


Maka perempuan yang mempunyai pertalian 
dengan ibu susu diharamkan. 


(de NY LE CE AI SI 


145 Muhammad Masykur Khoir, Risalah Mahram dan Wali Nikah, (Kediri: 
Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 30 

146 Muhammad Masykur Khoir, Risalah Mahram dan Wali Nikah, (Kediri: 
Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 30-31 

147 O.S. al-Nisa', 3:23 
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“Sesungguhnya karena radhd'ah diharamkan seperti 
yang diharamkan karena wiladah." (HR. Muslim). 


(ala aa su, Fe ola) 5 aa BA 23 nee: 


“Diharamkan karena radhd'ah, apa yang diharamkan 
dari segi nasab.” (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majjah). 


Wanita yang haram dinikahi karena hubungan 
sesusuan adalah secara dzhair segala macam susuan 
dapat menjadi sebab haramnya perkawinan. Tetapi ini 
sebenarnya semua ini tidak benar, kecuali karna susuan 
yang sempurna, yaitu anak menyusu tetek dengan 
menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari 
menyusui kecuali dengan kemaunnya sendiri tanpa 
paksaan. 

Tidak setiap menyusui atau disusui selalu 
membentuk mahram  radha' yang nota bene 
menciptakan dinding pemisah halalnya sebuah 
pernikahan. Artinya menyusui, disusui atau persusuan 
bisa menciptakan mahram radhd' apabila telah 
menetapi syarat dan rukunnya menyusui. 

Dan jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya 
radha, maka tidak terbentuk ikatan mahram. Syarat 
dan rukun radha' adalah sebagai berikut: 


a. Murdhfah/Ibu radha' 
Murdh''ah atau yang menyusui harus mempunyai 


syarat sebagai berikut: 

1) Wanita, maksudnya adalah murdhfah (yang 
menyusui) harus berkelamin wanita. Apabila 
murdhf'ah bukan wanita misalnya laki-laki, orang 
yang berkelamin ganda atau yang menyusui 
seekor binatang, maka tidak membentuk ikatan 
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mahram radha@'. Laki-laki dan orang yang berke- 
lamin ganda tidak diciptakan Allah swt. sebagai 
mahluk yang menyusui begitu juga dengan bina- 
tang. Walaupun susunya binatang bisa dikon- 
sumsi anak manusia, namun tara gizi dan kepa- 
tutannya dalam membentuk jiwa seorang anak 
tidak mengalahkan asi (air susu ibu). 

Sedangkan statusnya murdhfah, apabila 
masih gadis, janda atau bersuami tidak menjadi 
tolak ukur dan syarat dalam menciptakan mah- 
ram radha'. Artinya orang yang menyusui seo- 
rang anak akan mempunyai pertalian mahram 
dengan anak tersebut, walaupun wanita tersebut 
statusnya janda atau bahkan masih gadis. Perbe- 
daannya, jika wanita yang menyusui mempunyai 
suami, maka wanita yang menyusui disebut ibu 
radha'/murdhfah dan suaminya disebut bapak 
radha'. Sedangkan jika yang menyusui seorang 
gadis, maka hanya akan membentuk ibu radha' 
(tidak mempunyai bapak radha)). 

2) Masih hidup, maksudnya apabila air susu yang 
diminum seorang anak, diambil dari wanita yang 
sudah meninggal dunia, maka tidak membentuk 
pertalian mahram radhd'. Sedangkan air susu 
yang diambil dari wanita yang masih hidup, ke- 
mudian diminumkan kepada seorang anak saat 
wanita tersebut sudah meninggal dunia, tetap 
membentuk pertalian mahram radha'. 

3) Berusi sekitar 9 tahun Hijriyah, maksudnya air 
susu yang bisa menjadi pertalian mahram radha' 
adalah air susu yang keluar dari wanita yang 
sudah memungkinkan haidh/keluar spirma/ 
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melahirkan yaitu sudah mempunyai usia kurang 
lebih Sembilan tahun atau sembilan tahun 
Hijriyah, kurang 16 hari tidak genap. Oleh sebab 
itu, apabila murdhfah belum mempunyai usia 
tersebut, maka air susu yang diminum seorang 
anak tidak membentuk ikatan mahrah radha'. 

b. Laban (air susu), sayarat air susu yang bisa menye- 

babkan pertalian mahram radhd@' adalah: 

1) Minimal mempunyai lima kali tehukan terputus- 
putus atau sekali teguk yang lamanyan (menurut 
standar umum) sebanding/melebihi masa lima 
kali tegukan. 


KAI Aa KIA Ta Jai JB IE Le 3 
YES, All 


“Dari aisyah, Ia berkata: Telah bersabda 
Rasulullah saw. Satu kali hisap dan dua kali hisap 
itu tidak bisa mengharamkan/memahramkan”'. 
(HR. Muslim). 

2) Sampai ke dalam perut, yang menjadi syarat 
dalam hal ini adalah kadar lima tegukan atau 
lebih sampai dalam perut anak yang disusui, baik 
masih dalam cairan susu seperti aslinya atau 
sudah bercampur sesuatu, air susu yang masuk 
ke dalam perut tidak disyaratkan harus berben- 
tuk cair seperti aslinya. 

Jika ia sudah diproses tanpa campuran, 
sehingga tidak sesuai dengan kondisi aslinya, 
maka tetap mengakibatkan pertalian mahram 
radhd' selama masih memenuhi syarat-syarat 
tersebut di atas. Namun air susu yang masuk ke 
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dalam perut bayi sudah diproses dengan cam- 
puran atau tanpa diproses namun dicampur 
dengan perkara lain, maka hukum yang di tim- 
bulkan diperinci sebagaimana berikut: Pertama, 
jika susu murninya lebih banyak dibandingkan 
yang dicampurkannya, sekiranya masih terasa 
aroma Susu atau warnanya masih berwarna susu, 
maka tetap menimbulkan pertalian mahram. 
Kedua, jika susu murninya tidak lebih banyak 
dari benda yang dicampurkan (sebanding/lebih 
sedikit), maka apabila jumlah air susu murni dari 
susu campuran yang terminum kira-kira sudah 
mencapai lima kali tegukan susu tanpa campuran, 
maka menimbulkan pertalian mahram. Dan jika 
kira-kira jumlahnya tidak mencapai lima kali 
tegukan, tidak menimbulkan pertalian mah- 
ram.148 
Tetapi dalam hal ini para ulama mempunyai 

beberapa macam pendapat di antaranya: 

Jika ia baru menyusui sekali atau dua kali hal ini 

tidak menyebabkan haramnya kawin, karena tidak 

bisa disebut menyusu dan tidak pula bisa menge- 

nyangkan. 

Aisyah berkata, Rasullah saw. telah bersabda: 


(SE SI kel og) GELI Ip LL ES 


“Tidak haram kawin karena sekali atau dua kali 
susuan.” (HR. Jamaah Kecuali Bukhari). 


148 Muhammad Masykur Khoir, Risalah Mahram dan Wali Nikah, (Kediri: 
Duta Karya Mandiri, 2005), h. 32-34 
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Jika seorang anak menghisap susu dari seo- 
rang perempuan lain, sekali atau dua kali, maka 
tidaklah ia menjadi anak susu bagi perempuan ter- 
sebut. Demikianlah pendapat Abu Daud, Abu Tsawr, 
Daud al-Dhahiri, Ibnu Munzir. 149 
a) Sedikit susuan ataupun banyak sama mengha- 

ramkan. Pendapat ini di riwayat Bukhari dan 
Muslim dari Ugbah bin Haris, katanya: 


- Pad 3 
Te KI akos te Bae er at ar Enes 
8 ES 2 TI Ss cha) 3 — AN 3 
Na KA St Na en ee Ina 
JB OB S5 Ing EA Ja ai EU Kan) 
- 
PER na Iban ET 
DES Una. Jaa Ap AS 


“Saya pernah menikah dengan ummu yahya putrid 
abi ihab, lalu datanglah seorang budak perem- 
puan hitam seraya menerangkan: “kamu berdua 
ini dulu pernah aku susui” lalu saya datang kepada 
nabi menceritakan hal tersebut. Maka sabdanya: 
“bagai mana lagi toh sudah terjadi maka cerai- 
kanlah dia”. 

Ini menurut (Ali bin Abi Tholib, Ibnu Abbas, Sa'id 
Bin Musayyab, al-Hasan Basri, Abu Hanifah, 
Malik, dan sebuah riwayat dari Ahmad). 

b) Yang mengharamkan perkawinan susuan yang 
tidak boleh kurang dari lima kali dalam waktu 
yang berbeda-berbeda sebagai mana riwayat 
Muslim, Abu Daud, Nasa'i dari Aisyah: ada salah 
satu dari ayat Al-Our'an yang berbunyi: “sepuluh 
kali susuan seperti biasanya dapat mengharam- 


149 Ahmad Hasan, Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar al-'Asgalani, 
(Bandung: CV. Diponegoro, 2001), h. 505 
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kan perkawinan, kemudian dihapus dengan ayat 
yang lain yang berbunyi lima kali sebagai mana 
biasa”. 


Ja TS aU Us Sa Ja 
3 Aa aa Hat - Per 2 23 PP 2g 

AN 355 Jus IE Jb sah Ja BSA JGN Sah Dita 
Sai Pan an s1 


"Ya Rasulallah! Kami mengharap Salim seperti 
anak sendiri. Ia tidak bersamaku dan bersama 
Abu Hanifah, dan Ia menganggapnya aku satu 
keluarga. Sedang telah turun firman Allah menge- 
nai urusan mereka ini (mengangkat anak) seba- 
gaimana telah tuan ketahui. Lalu Rasulullah saw. 
bersabda: susuilah dia lima kali susuan”. 


Cc. Rodhi'fanak yang disusui, anak yang dudusui atau 
radha' akan mempunyai ikatan mahram dengan 
wanita yang menyusui, anak-anaknya wanita yang 
menyusui dan lain-lain, apabila telah menetapi sya- 
rat sebagai berikut. 

1) Berumur kurang dari 2 tahun Hijriyah, maksud- 
nya, saat mulai meminumkan tegukan yang keli- 
ma (dari 5 yang disyaratkan), usia anak yang 
disusui belum mencapai 2 tahun Hijriah. 

Dalam hadit riwayat Daruguthni, Rasulullah saw. 
bersabda. 


HSE 
“Tdak ada mahrom radila', kecuali dalam (usia) 2 
tahun.” (HR. Daruguthni). 


| na | Sadd Al-Dzari' ah: Interpretasi Hukum Syara' terhadap... 


2) Masih hidup, maksudnya apabila air susu yang 
telah menetapi persyaratan diatas masuk keperut 
bayi yang sudah meninggal dunia (atau menje- 
lang ajal), maka tidak menimbulkan mahram 
radia'. Jika proses radia' telah menetapi metode 
dan syarat-syarat diatas, maka akan ter bentuk 
mahram radi@', antara anak yang disusui dengan 
wanita yang menyusul, suami wanita yang me- 
nyusui, orang tua kandungnya ibu/ayah radla, 
anak-anaknya ibu/ayah radIla', orangl-orang yang 
menyusui ayah dan ibu radid' dan seterusnya. 

Larangan kawin karena hubungan sesusu- 
an berdasarkan pada lanjutan surat al-Nisa' ayat 
23 di atas: 


3 ea Aj aa 3 
IKA ee 2 Pa 
2653 S3 Engala 
“Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perem- 


puan sepersusuanj ibu-ibu isterimu (mertua): 


Menurut riwayat Abu Daud, al-Nasi'i dan 

Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena se- 

susuan ini diterangkan dalam hadis yang ber- 
bunyi: 

dag Ae Iko 1 Jaman JB 226 Lens WM s2, Raso 

Ieag SE ah) SI ja RE AS KAA H3 

(kel Gala Gl yaslapl, 


“Dari “Aisyah r.a., berkata bahwa Rasulullah saw. 
telah bersabda: “Diharamkan karena ada hubung- 
an susuan apa yang diharamkan karena ada 


Bab 4. Larangan Perkawinan Ius | 


hubungan nasab.” (HR. Bukhari dan Muslim, Abu 

Dawud, Nasai'i dan Ibnu Majah). 

Jika diperinci hubungan sesusuan yang di- 
haramkan adalah: 

a. Ibu susuan (Ibu radha'/murdhfah/wanita 
yang menyusui),150 yaitu ibu yang menyusui, 
maksudnya seorang wanita yang pernah me- 
nyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu 
bagi anak yang disusui itu sehingga haram 
melakukan perkawinan. 

b. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah 
menyusui atau ibu dari suami yang menyusui 
itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipan- 
dang seperti ayah bagi anak susuan sehingga 
haram melakukan perkawinan. 

C. Bibi susuan,!51 yakni saudara perempuan ibu 
susuan atau saudara perempuan suami dari 
ibu susuan dan seterusnya ke atas. 


150 Say oya Saman gi Jai yag Fly oya Ul bi al En ya abi Lini yA Sekai And AVI 
Ela al oa gl Uas ye Ma, gl tamu jl bulk Ibu yang menyusui 
menyangkut wanita yang menyusui kamu atau wanita yang menyusui 
yang menyusui kamu, atau wanita yang menyusui ayah radha', yaitu 
suami (dari ibu radha')), atau wanita yang menyusui orang tua 
(ayah/ibu) yang melahirkan kamu, secara langsung ataupun tidak. 
Termasuk dihukumi radha' adalah wanita yang melahirkan wanita yang 
menyusui kamu, atau melahirkan ayah radha'. 

151 glica dee Ueluta y gl Lai Un yag gl Ala ya Anta yaa gal gl dah gl Jail CSI Il Ako ol 
Fly Wb lela, ji Lusi Lap jl Alulp Jeli di 3 Wii Saudara perempuan wanita yang 
menyusui (murdhfah) atau saudara perempuan ibunya murdhf'ah atau 
saudara perempuan ibunya ayah radh@g' , secara langsung atau tidak, 
dari jalur nasab atau radhd' disebut bibi radha', atau saudara 
perempuannya ayah radhd', atau saudara perempuan ayahnya, atau 
saudara perempuan ayahnya ibu radha', secara langsung atau tidak, 
dari jalur nasab atau radha', disebut istri radha'. 
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d. Kemenakan susuan perempuan: anak perem- 
puan dari saudara ibu susuan. 

e. Saudara susuan perempuan,152 baik saudara 
seayah kandung maupun seibu. 

Sebagai tambahan, penjelasan sekitar susu- 
an ini dapat dikemukakan beberapa hal: 

a. Susuan yang mengakibatkan keharaman per- 
kawinan ialah susuan yang diberikan pada 
anak yang masih memperoleh makanan dari 
alr SUSU. 

b. Mengenai beberapa kali seorang ibu bayi me- 
nyusui pada seorang ibu yang menimbulkan 
keharaman perkawinan seperti keharaman 
hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam 
hadist diatas, dengan melihat dalil yang kuat, 
jalah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal se- 
orang bayi telah menyusu dan kenyang pada 
perempuan itu menyebabkan keharaman per- 
kawinan. Demikian pendapat Hanafi dan 
Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya 
lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun 
pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al- 
Zahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali 
susuan yang mengenyangkan.!53 


152 ala cai lela jl ls Ehi Je Ok Me Wanita yang menyusu kepada susu 
(istri)nya ayah kandung atau ayah radha' disebut saudara perempuan 
radha'. 

153 Al-Imam Tagi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husain al-Husni al- 
Damasgi al-Syafi'1, Kifayat al-Akhyar fi Ghayat al-Ikhtishar, (Semarang: 
Karya Toha Putra, tt.), hlm. 55-58. 
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Hikmah keharaman karena nasab sesungguhnya 
bahwa seseorang yang menyusu dari perempuan maka 
bagian fisiknya adalah bagian dari perempuan tersebut, 
karena ia tumbuh dari susunya maka ia menjadi seperti 
ibu yang telah melahirkannya. Anak-anaknya menjadi 
saudara baginya, karena sungguh keberadaan fisik me- 
reka berasal dari satu pokoh yaitu susu tersebut. Atas 
alasan tersebut maka ibu yang menyusui menjadi ibu 
bagi orang yang menyusu dengannya. Semua ank-anak- 
nya menjadi saudara baginya. Orang tuanya menjadi 
orang tuanya, sehingga ibunya haram baginya seperti 
keharaman anak perempuannya. Saudara-saudara yang 
menyusui menjadi saudaranya, sehingga haramlah 
saudara-saudara perempuannya baginya. Dan suami 
ibu yang menyusui menjadi bapak bagi bayi yang 
disusui. Orang tuanya menjadi orang tuanya juga, cucu- 
nya menjadi cucunya juga, saudara laki-laki menjadi 
paman baginya. 

Oleh karena itu, ia haram menikahi ibunya seba- 
gaimana haram menikahi anak perempuan dari anak- 
anak perempuannya, baik mereka berasal dari ibu 
susuannya atau selainnya. Karena anak-anak dari ibu 
susuan menjadi saudara seibu sebapak bagi bayi yang 
menyusu dan yang lainnya menjadi saudara-saudara 
sebapak. Sebagaimana anak-anaknya dari suami lain- 
nya tidak bersama benih susu yang bayi menyusu 
darinya menjadi saudara seibu. Haram menikahi salah 
seorang dari anak-anak saudara laki-laki dan saudara 
perempuan susuan. 

Begitu juga haram baginya bibi dari sesusuan dan 
mereka adalah saudara-saudara perempuan bapaknya 
karena susuan. Sehingga tujuan perempuan yang haram 
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dinikahi dikarenakan senasab diharamkan juga baginya 
perempuan-perempuan sesusuan. Adapun saudara laki- 
laki bayi yang menyusu dansaudara perempuannya 
maka tiada keharaman bagi mereka seseorang yang 
haram baginya, karena mereka tidak menyusu seper- 
tinya karena tidak masuk dalam pembentukan kompo- 
sisi mereka suatu materi yang masuk dalam komposi- 
sinya. 

Oleh karena itu, diperbolehkan untuk saudara 
laki-laki menikahi perempuan yang menyusui saudara 
laki-lakinya, ibu dari saudara yang menyusui atau anak- 
anak perempuannya. Diperbolehkan dari saudara pe- 
rempuan menikah dari pemilik susu, yakni orang yang 
menyusu darinya, saudara laki-laki dari perempuan 
yang menyusui, saudara perempuannya, bapaknya atau 
anak laki-lakinya sebagai contoh. Barang kali hikmah 
keharaman karena sesusuan menjadi jelas sehingga 
manusia mengerti bahwa perempuan ketika menyusui 
anak kecil, ia menjadi berserikat dalam pembentukan 
komposisinya. Ia menjadi sebab atas pembentukan tu- 
langnya dan menumbuhkan bagian badannya. 

Hal tersebut dikarenakan susu menjadi makanan 
pokok bahi anak wehingga tumbuh menjadi daging dan 
tulang. Oleh karena itu, dijumpai keserupaan antara ibu 
yang menyusui dan ibu yang senasib karena sebab ke- 
bersamaan mereka dalam member makan satu badan 
dan satu jiwa. Maka tidaklah sedikit akibat keserupaan 
ini dengan sebagian hukum-hukum yang terkandung 
dalam sebagian makna pemuliaan yaitu pengharaman. 
Dengan keutamaan ini karena menyamakan orang yang 
menyusui dengan orang yang disusui dengan bercam- 
purnya dan ketenangannya antara mereka secara 
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umum apa yang dikandung dalam menghilangkan 
beban, menjalin hubungan-hubungan yang tidak sedikit 
dari hubungan-hubungan nasab karena seseorang yang 
menyusui seperti individu yang menjadi bagian indi- 
vidu-individu keluarga sesusuan dengan sebab ikatan 
besar dan percampuran. 

Sebagian kewajiban yang menjadi peringatan 
baginya bahwa manusia menganggap enteng dalam 
masalah susuan. Mereka menyusukan anak pada seo- 
rang perempuan dan sejumlah perempuan. Mereka 
tidak memperhatikan anak-anak ibu yang menyusui, 
saudara-saudaranya dan tidak pula anak-anak dari 
suaminya serta dari lainnya dan saudara-saudaranya, 
agar mereka mengetahui apa yang telah menjadi akibat 
mereka dalam berbagai hokum tentang keharaman 
nikah dan hak-hak dalam kekerabatan baru ini yang 
dijadikan Allah seperti nasab. Dan terkadang kita 
mendengar ada seorang laki-laki menikahi saudara 
perempuannya, saudara perempuan dari bapaknya 
atau saudara perempuan dari ibunya dengan hubungan 
sesusuan dan ia tidak mengetahui.154 


c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan 
mashaharah atau perkawinan (pertalian kerabat 
semenda). Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan 
surat al-Nisa ayat 23: 


Y 2 S 3 'y N 3 LX, “ 3 N P, P, P, - 
D ama - VI 2 aa 3 2 0. 2 AA BA IA Te Bana 9 SA »?|z Anas Mudi 
Oa Bj SP an 2 se an 
- 


Dp PRA 5 Inna 3 2.1 na 2 
7 N ia FA aa Te F - ale 2 Tt 2 7» “ 3 An ie Na 2 Fe 
SIS SIA BEN 3 EN Kang 3 


154Ali Yusuf Al-Subki, Figh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, 
(Jakarta: Amzah, 2010), h. 125-127 
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- 
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2 3 tr P AAN JAN 3 II 
242 “& 225 & LN In 24 aa , - Pa Te 2 PA v8 9 - Tata 
ASN Job je Ass SS Ia Sos 33 2653 

3 & Y Z ui 3 CN nan de, “ 5 Th 
ga Yan aa ole 2 si 7 Let Ai A “7 Ah. 9 plc ic ' G 
S8 14 OI SL Ia GA MEN IS SE TES YG ip 


Pata 


-y c & nee (7 Pa 
K3 5 BEAN 3 Ae SUN ES 


“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak- 
anakmu yang perempuanj!55 saudara-saudaramu yang 
perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perem- 
puan: Saudara-saudara ibumu yang perempuan: anak- 
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki- 
laki: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang perempuan: ibu-ibumu yang menyusui kamu: sau- 
dara perempuan sepersusuanj: ibu-ibu isterimu (mertua): 
anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari 
isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 
campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 
Maka tidak berdosa kamu mengawininya: (dan diharam- 
kan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menan- 
tu):”.156 


Jika diperinci adalah sebagai berikut: 

1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan sete- 
rusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. 

2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubung- 
an kelamin dengan ibu anak tersebut. 


155 Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang 
dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu 
perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. 
sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang 
tidak dalam pemeliharaannya. 

156 0.5. al-Nisa', 4:23. 
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3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya 
ke bawah. 

4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak 
disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara 
ibu dengan ayah. 

Persoalan dalam hubungan mushaharah adalah 
keharaman ini disebabkan karena semata-mata akad 
yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinahan. 
Imam Syafi 'i157 berpendapat bahwa larangan perkawin- 
an karena mushaharah hanya disebabkan oleh semata- 
mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan 
alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan 
dengan hubungan mushaharah. Sebaliknya, Imam Abu 
Hanifah158 berpendapat bahwa larangan perkawinan 


157 Muhammad bin Idris al-Syafii (150-204/767-819), pendiri mazhab al- 
Syafi'i, diyakini sebagai pendiri fondasi metode studi hukum Islam 
(ushul al-figh). Sehingga karyanya 'al-Risilah' diyakini sebagai kitab 
paling awal dibidang ushul al-figh. Namun demikian, meskipun tidak 
sesistematisis yang dirumuskan al-Syafii, ulama-ulama lain juga 
menulis teori ushul figh, yang dalam banyak hal berbeda dengan teori 
imam al-Syafi'i. Sejumlah teori di bidang ilmu yang sama lahir meskipun 
cukup lama setelah para imam mazhab wafat, misalnya Kitab al- 
Mu'tamad ff Ushul al-Figh oleh al-Bashri, seorang ulama mu'tazili, al- 
Burhan oleh guru al-Ghazali, al-Juwaini, al-Mankhul, Shifa al-Ghalil, dan 
al-Mustasyfa oleh Abi Hamid al-Ghazali, keduanya dari mazhab al- 
Syafi'i, keumggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fikih, usul fikih dan 
hadits di zamannya. Sebagai seorang yang hidup di zaman meruncing- 
nya pertentangan antara aliran Ahlul hadis dan Ahlur ra'yi, Imam Syafi'i 
berusaha untuk mendekatkan pandangan kedua aliran ini. Karenanya, 
ia belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul hadits dan Imam 
Muhammad bin Hasan al-Syaibani sebagai tokoh Ahlur ra'yi. Dedi 
Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia 
Islam, (Bandung: Pustaa Al-Fikriis, 2009), h. 12-13 

158 Imam Hanafi nama aslinya adalah Abu Hanifah Nuam ibnu Tsabit al- 
Kufi (80-150H/699-7677M). Dia dikenal sebagai ulama Ahlur ra'yi serta 
fagih dari Irag yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama" di 
zamannya. Mazhab Hanafi dikenal banyak menggunakan ra'yu, giyas 
dan istihsan. Dalam memperoleh suatu hukumyang tidak ada dalam 
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karena mushaharah, disamping disebabkan akad yang 
sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisih- 
an pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam menaf- 


sirkan firman Allah Swt. 
& 


- 2 Er & — PA) - Dan 
Eng K6 OS EL HS GNI LAI ga NN CE, 
Naa 2G 


“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah 
dikawini oleh ayahmu” 359 


Kata “ma nakaha” ada yang menafsirkan “wanita 
yang dikawini ayah secara akad yang sah” (Syafii). 
Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan wanita yang di- 
setubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau per- 
zinaan. Menurut pendapat para Imam Madzhab, apabila 
seseorang telah menikahi seorang anak perempuan 
maka haram baginya menikahi ibu anak perempuan itu 
untuk selama-lamanya. Diriwayatkan dari Ali r.a. Dan 
Zaid bin Tsabit r.a. Bahwa keharaman menikahi ibu 
perempuan itu adalah jika anaknya yang dinikahi telah 
dicampuri. Pendapat ini juga diterima dari Mujahid. 


nash, kadang-kadang ulama madzhab ini meninggalkan gaidah giyas 
dan menggunakan gaidah istihsan. Dedi Supriyadi dan Mustofa, 
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaa Al- 
Fikriis, 2009), hlm. 1. 

159 O.S. al-Nisa', 4 :22. Dalam riwayat dikemukakan bahwa Abu Oais bin al- 
Aslat, seorang Ansar yang shalih, meninggal dunia. Anaknya melamar 
istri Abu Oais (ibu tiri). Wanita itu berkata: “Saya menganggap engkau 
sebagai anakku, dan engkau termasuk dari kaummu yang shalih.” Maka 
menghadaplah wanita itu kepada Nabi saw. untuk menerangkan halnya. 
Nabi saw. bersabda: “Pulanglah engkau kerumahmu”. Maka turunlah 
ayat tersebut di atas (O.S. al-Nisa, 4: 22) sebagai larangan mengawini 
bekas istri bapaknya. Shalih, Asbab al-Nuzal Latar Belakang Historis 
Turunnya Ayat-Ayat Al-OGuran, (Bandung: Penerbit CV. Diponegoro, 
2000), hlm. 132. 
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Zaid bin Tsabit berpendapat, "Jika ia menolak perem- 
puan itu sebelum dicampuri, maka ia boleh menikahi 
ibu anak tadi. Sedangkan jika anak perempuan mening- 
gal sebelum dicampuri maka ia tidak boleh menikahi 
ibunya. Kematian sama dengan percampuran dalam 
masalah ini, menurut Zaid bin Tsabit. Para Imam 
Madzhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan 
yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perem- 
puan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi 
ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada 
dalam asuhannya. Daud berkata, “Jika anak perempuan 
tersebut tidak berada di bawah kekuasaannya maka ia 
boleh dinikahi”. 

Keharaman perempuan mushaharah, yaitu mah- 
ram karena hubungan perbesanan, bergantung pada 
terjadinya percampuran pada kemaluannya, tapi de- 
ngan dorongan syahwat. Imam Hanafi berkata: hal de- 
mikian dapat mengakibatkan keharamannya. Bahkan, 
ia pun berkata, “Melihat kemaluan sama dengan ber- 
campur dalam hal keharaman mengawini musha- 
harah.”160 

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawin dengan sepa- 
kat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun 
tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik 
sudah disetubuhi atau belum namanya adalan “istri 
ayah" (zaujatul ab). Ibu istri (mertua) digolongkan di 
dalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga 
ke atas. Mereka digolongkan dalam ummahatu nisa'i 
(ibu-ibu istri). 


160 Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasygi, Figih 
Empat Madzhab, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 327. 
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Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharaman- 
nya karena telah menyetubuhi ibunya, artinya kalau 
seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan 
hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka 
mengawini anaknya tidak haram (boleh). Sebagian 
ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik 
ibu istri (mertua), artinya, haram pula mengawini ibu 
istri ( mertua) hukumnya tidak haram sedangkan yang 
lainnya ((umhur) berpendapat, syara persetubuhan itu 
hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak berlaku bagi 
mertua. Mereka berselisih pendapat dalam memahami 
nash ayat 23 surat al-Nisa' 


AN Al Pr PES Ig HB Dae 
Sila LA, AL Pal Hg al SEA, EN 
mna ken Du PA Ipa 233 

ng ii SEA) Aa 


“Ibu-ibu isterimu (mertua): anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu 
campuri 151 


Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan 
itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu 
istri (mertua), karena sifat itu kembali kepada maushuf 
yang terdekat saja. Sebaliknya, yang lainnya menilai, 
syarat persetubuhan itu berlaku pada dua maushuf 


161 O.S. al-Nisa': 4: 23 
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(yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu istri.162 Hikmah 
keharaman karena mushaharah bahwa perempuan- 
perempuan yang diharamkan berhubungan semenda 
(ikatan perkawinan) bertujuan untuk menjaga kebera- 
daan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal penting 
semisal putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, 
tersebarnya kecemburuan antara ibu dan anak perem- 
puannya atau antara bapak dengan anak laki-lakinya, 
atau perempuan dengan saudara perempuan dari ibu, 
saudara perempuan dari bapak, atau saudara perem- 
puannya yang terkadang mengakibatkan pertentangan- 
pertentangan antara anggota satu keluarga. Terdapat 
hikmah lain atas pelarangan pernikahan dengan 
kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan 
fisik anak-anaknya. 

Hal ini dikarenakan bahwa anak perempuan tiri 
dan mertua perempuan lebih patut haram dikawini, 
sebab istrinya merupakan belahan jiwa suami bahkan 
merupakan kekuatan pembentuk dan penyempurna 
nilai kemanusiaannya. Karena itu patutlah bila mana 
mertua perempuannya diharamkan, dilihat dari segi 
melihat penghargaan sama dengan ibu kandungnya. 
Adalah jelek sekali apabila perempuan bilamana boleh 
kawin antara seorang dengan ibu mertuanya. Karena 
hubungan darah karena perkawinan sama dengan 
hubungan darah karena keturunan. Jika seseorang me- 
ngawini anak perempuan orang lain berarti ia menjadi 
salah seorang anggota keluarganya dan di dalam diri- 
nya tumbuh perasaan cinta baru kepada mereka. 


162 Dahlan Idhamy, Asas-asas Fikih Munakahat: Hukum Keluarga Islam, 
(Surabaya: al-Ikhlas, tt.), hlm. 23-24. 
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Karena itu, tidak dibolehkan perkawinan yang 
mengakibatkan rusaknya hubungan dan penderitaan 
antara ibu dan anak perempuannya, karena apabila 
dibolehkan berarti perbuatan tersebut berlawanan de- 
ngan hikmah perkawinan dan hubungan keluarga serta 
akan menghancurkan tali kekeluargaan. Jadi yang se- 
suai dengan fitrah adalah yang berjalan sesuai dengan 
kemaslahatan, yaitu ibu mertua adalah ibu kandung 
sendiri dan anak perempuan tirinya seperti anak kan- 
dungnya sendiri. Dan patut juga bahwa menantu 
perempuannya seperti menghadapi anak perempuan 
kandungnya sendiri sebagaimana anak tiri, ia seperti 
ibu kandungnya sendiri. 

Jika dengan rahmat Allah dan hikmah-Nya telah 
diharamkan memadu dua orang perempuan saudara 
sekandung atau semakna dengan itu (bibi dengan kepo- 
nakan) karena perkawinan supaya menimbulkan rasa 
cinta yang mendalam, tidak menjadi terganggu karena 
sesuatu yang membahayakan dan menjijikkan, maka 
karenanya adakah dapat diterima oleh akal bila dibo- 
lehkan mengawini orang yang paling dekat dengan istri 
seperti mertua perempuan atau anak perempuan tiri 
atau menantu perempuan atau ibu tiri. Telah diterang- 
kan didalam firman Allah Swt. tentang hikmah perka- 
winan adalah untuk ketenangan jiwa suami istri, terta- 
namnya sebuah kasih sayang pada diri mereka dan 
pada orang lain yang masih mempunyai darah dengan 
mereka. Firman Allah Swt. 


das, al GS Kg SA Se ala ag 


pend NI 3 TA Baya — 
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"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada- 
nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.163 


Dalam ayat ini masalah ketenangan jiwa secara 
khusus dikaitkan dengan kehidupan suami istri. Tetapi 
mengenai cinta dan kasih sayang tidak dikaitkan de- 
ngan suami istri saja. Sebab rasa cinta dan kasih sayang 
tidak hanya terjalin antara suami istri saja, tetai dengan 
orang-orang lain yang masih berhubungan nasab de- 
ngan mereka, perasaan ini menjadi bertambah jika 
telah ada anak.164 

Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, 
sebagian dari hal-hal yang diperintahkan untuk meme- 
lihara berkaitan dengan perempuan adalah agar ia 
tidak berasal dari kerabat dekat. Karena anak laki-laki 
terlahir kurus karena syahwat bangkit dengan kuatnya 
perasaan dengan melihat dan memegang. Syahwat 
menjadi kuat dengan hal anehyang baru. Adapun yang 
telah dikenal melemahkan perasaan dan tidak mem- 
bangkitkan syahwat. 


163 O.S. al-Rum, 30: 21 
164 Muhammad Thalib, Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam, 
(Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 71-72. 
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Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu, 

a. Zina 
Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, 
atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui 
hubungan suka-sama suka diluar nikah yang disebut 
dengan perzinaan/portitusi.165 Nikah hamil sering di- 
artikan dalam kajian arab dengan istilah (al-tazawwuj 
ni al-haml), yang diartikan perkawinan seorang pria 
dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini ter- 
dapat dua kemungkinan: dihamili dahulu baru dinikahi, 
atau dihamili oleh orang lain dan kemudian dihamili 
oleh orang lain yang bukan menghamilinya. 

Bayi yang dilahirkan dari hasil pernikahan hamil 
dahulu, disebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah 
ibn al-zinaa (anak zina) atau ibn al-mula'ana (anak dari 
orang yang terlaknat). Jadi nama tersebut bukan nama 
bayi yang dilahirkan itu, yakni nama tersebut dinisbat- 
kan kepada kedua orang tua yang telah berbuat zina, 
atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan 
bayi yang dilahirkannya tetap suci dari dosa dan tidak 
mewarisi atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang 
tuanya.166 

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum 
nikah hamil (hamil dari perzinaan) yaitu hubungan 
diluar perkawinan, yaitu: 

1) Zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber- 
iddah. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil 
ataupun tidak. Jika dia mempunyai suami, maka 


165 M.Anshari MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah 
Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 58. 

166 Mahjuddin, Masa'il al-Fighiyyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 48. 
Lihat juga Muhammad Ali Hasan, Masa'il Fighiyah al-Haditsah, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 96. 
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halal suaminya untuk menyetubuhi secara langsung. 
Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh 
bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang 
lain untuk menikahinya, baik dia dalam kondisis 
hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya hu- 
kumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ini adalah 
pendapat para ulama Syafii. 

2) Jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki 
yang berzina dengannya, atau laki-laki lain boleh 
menikahinya, dan dia tidak wajib ber-iddah. Ini ada- 
lah pendapat yang disepakati Imam Hanafi. Jika yang 
menikahi adalah laki-laki yang berzina dengannya, 
maka dia boleh menyetubuhinya, menurut kesepa- 
katan para ulama Hanafi. Dan anak adalah milik laki- 
laki tersebut, jika dilahirkan enam bulan setelah 
pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum 
enam bulan, maka ia bukan anaknya dan tidak 
mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki 
tersebut berkata, “ini adalah anakku bukan anak dari 
zina”. Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, 
maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah dan 
Muhammad, tapi tidak boleh disetubuhi sampai 
melahirkan. Sedangkan Abu Yusuf dan Zafar dari 
madzhab Hanafi memandang bahwa jika wanita 
yang berzina hamil, maka dia tidak boleh dinikahi. 

3) Wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan ia 
wajib ber-iddah dengan waktu yang ditetapkan jika 
dia tidak hamil. Jika dia memiliki suami, maka sua- 
minya tidak boleh menyetubuhinya sampai iddah- 
nya habis. Ini adalah pendapat Rabi'ah, al-Tsauri, al- 
Auza'I, dan Ishag, dan ini adalah Madzhab Maliki dan 
Hanbali. Menurut para ulama madzhab Maliki, ia 
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membebaskan rahimnya dengan tiga kali haidh, atau 
berlakunya waktu tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, 
ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haidh. 
Sedangkan Ibnu Gadamah memandang bahwa cukup 
baginya membebaskan rahimnya dengan sekali 
haidh. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan 
oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama madzhab Hanbali 
memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi 
wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina.157 Pen- 
dapat para ulama, di antaranya Imam Hanafi, Imam 
Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali menurut 
mereka, bahwa pernikahan keduanya sah, dan boleh 
bercampur sebagaimana suami isteri, dengan keten- 
tuan, bila si pria tersebut yang menghamilinya dan 
kemudian ia mengawininya, namun tetap keduanya 
dicap sebagai pezina, dan pendapat ulama yang 
mungkin berdasarkan pada ayat Al-Ouran, bahwa 
laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina.168 
Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya bo- 
leh dikawinkan dan boleh bercampur, dengan keten- 
tuan bila ia telah bertaubat dan telah menjalani 
hukuman dera karena telah berzina, pendapat ini 
berdasarkan ada hal yang ditetapkan oleh sahabat 
Nabi saw, antara lain adalah: 
a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebo- 
lehan mengawinkan orang yang telah berzina, 
maka beliau berkata, “Boleh mengawinkannya 


167 Yahya Abdurrahman al-Khatib, Fikih Wanita Hamil, Jakarta: Oisthi 
Press, 2005), hlm. 71-72. 

168 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa adillatuhu, jilid ke-7, (Damaskus: 
Dar al-Figr, 1985), hlm. 148. 
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asalkan keduanya telah bertaubat dan memper- 

baiki sifat-sifatnya”. 

4) Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Bakar, “Ya, 
Amirul Muminin, putriku telah dicampuri oleh 
tamuku, dan aku ingin keduanya diperkawinkan'. 
Ketika itu Abu Bakar memerintahkan kepada 
sahabat untuk menghukum dera kepada kedua- 
nya kemudian dikawinkan. 

Ini bukankah bahwa seorang yang menghalangi 
wanita kemudian melakukan akad nikah, masalahnya 
selesai. Karena mereka telah berdosa melanggar hukum 
Allah, maka mereka wajib bertaubat, yaitu taubat nasu- 
ha, istighfar, menyesal dan menjauhkan diri dari dosa, 
keduanya memulai hidup baru tanpa dosa. Sesungguh- 
nya Allah Swt. menerima taubat mereka.169 

Jika pernikahan dilakukan oleh orang yang bukan 
menghamilinya, tentang hal ini telah menjadi perbe- 
daan pendapat dikalangan ulama. Abu Yusuf mengata- 
kan, bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab 
kalau dikawinkan, maka perka-winannya itu batal. 
Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah Swt. surat 
al-Nur ayat 3, sebagai berikut: 


- 2 is - P 
BMN NN TEA AN Letra SS aa NI AKN ak 
2 ya 5 o5 Bi UG KE OHIr Sal AGEN Si Y 3 
G3 ES 
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik: 


dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan 
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan 


169 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, jilid ke-2, (Damaskus: Dar al-Figr, 1404H), 
hlm. 85. 
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yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang 
mukmin” 170 (O.S. al-Nur: 3). 


Kemudian hadis Nabi saw. sebagai berikut: 

“Bahwa seorang laki-laki telah mengawini seorang 
wanita. Ketika dia mencampurinya, ia mendapatkannya 
dalam keadaan hamil lalu dia (wanita) dilaporkan ke- 
pada Rasulullah saw., lalu Nabi menceraikannya kedua- 
nya dan memberikan kepada wanita maskawin, kemu- 
dian didera seratus kali”. 


Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafii ber- 
pendapat bahwa pernikahan wanita hamil adalah sah, 
karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang 
lain dan boleh mengumpulinya, karena janin yang telah 
ada tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam. 
Ibnu Oudamah sependapat dengan Abu Yusuf bahwa 
seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang wanita 
yang dikawininya setelah berbuat zina dengan orang 
lain kecuali dengan syarat: 

1) Wanita tersebut telah melahirkan, bila ia hamil, jadi 
dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin. 

2) Wanita tersebut telah menjalani dera baik ia hamil 
atau tidak. 

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan 
bahwa perkawinan itu dipandang sah., karena tidak 
terikat perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa 
iddah), wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak 
mungkin nasab bayi yang terkandung menodai oleh 
sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan ketu- 


170 Tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian 
pula sebaliknya. 


Bab 4. Larangan Perkawinan 33 | 


runan orang yang mengawini ibunya. Wanita pezina 
(yang hamil) keduanya tidak terkena had, karena 
mungkin wanita itu dipaksa atau laki-laki mendatangi- 
nya ketika ia tidur. Pada dasarnya seorang wanita 
(kecuali pelacur) tidak mau berzina.171 Tetapi kalau 
wanita yang hamil itu karena dari perbuatan zina yang 
suka sama suka, maka ketentuan had tetap berlaku. 
Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani menga- 
takan bahwa pernikahannya itu sah, tapi haram bagi- 
nya bercampur, selama bayi yang dikandung belum 
lahir. Pendapat ini berdasarkan hadis: (5 &— »- Ls Y) 


"Janganlah engkau mencampuri wanita yang hamil 

hingga ia melahirkan”. 

Dengan demikian, bila pria yang mengawini 
ibunya itu bukan yang menghamilinya, maka status 
anak itu bukanlah anak zina, akan tetapi bila pria yang 
mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka 
terjadi perbedaan pendapat: 

1) Bayi itu termasuk anak zina, bila bayinya yang di- 
kandung ibunya telah berusia empat bulan ke atas. 
Bila ibunya kawin kurang dari empat bulan, maka 
bayi tersebut anak suaminya yang sah. Namun bila 
kita melihat keterangan dari Al-Our'an bahwa usia 
hamil paling sedikit adalah enam bulan berdasarkan 
surat al-Bagarah ayat 233 dan surat al-Ahgaf ayat 
15.172 Dalam surat al-Bagarah ayat 233, yaitu, 


171 Masjfug Zuhdi, Masa'il Fighiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: 
PT. Toko agung, 1999), hlm. 40. 

172 Cut AM, MA, Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina, dalam, 
(Chuzaimah T. Yanggo, (editor) “Buku Pertama Promlematiaka”, hlm. 
56. 
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AN 5 SAN pan HI Sasa ig s I5 Sia 
sandi 5 BAE SA bah, 


"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya se- 
lama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin me- 
nyempurnakan penyusuan'. (O.S. al-Bagarah: 233). 


Surat al-Ahgaf ayat 15 yang berbunyi: 

Ta 

ea US Entnga aS IK Bal al SAN 353 

Eta 55 TEKS Aa AN AN KARYA ADA 

ren, Kal Ela Jas 35 55 Ja PSG ban 3 
Sale Ga S5 ID HI sn dd 


"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat 
baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya me- 
ngandungnya dengan susah payah, dan melahirkan- 
nya dengan susah payah (pula). mengandungnya 
sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”. (0.5. 
al-Ahgaf : 15). 


Dari dua ayat tersebut di atas bahwa seorang 
ibu dari mengandung sampai menyapih anak 30 
bulan, dan menyusuinya setelah lahir 2 tahun (24 
bulan). Berarti masa kehamilan adalah 30-24-6 
bulan. 

2) Bayi tersebut anak zina, karena bayi tersebut adalah 
anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa 
bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari 
sperma dan ovum kedua orang tuanya. 
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Berdasarkan pendapat kedua, nasib anak di- 
hubungkan dengan ibunya sesuai dengan hadis nabi 
(Hi el, Vs) “anak dinisbatkan kepada ibunya, 


sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa”. 
Kawin dengan pezina, baik antara laki-laki 

baik-baik dengan perempuan pelacur atau perem- 

puan baik-baik dengan laki-laki pezina, tidak dihalal- 

kan, kecuali setelah masing-masing mengatakan 

bertaubat. 

Firman Allah Swt. dalam surat al-Nir ayat 3: 


E - G— 2 “. PKN EP KA 2 rAT set 
BA 06 NS NG S4 3 35 SG Ya 

Ge IE 3 
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang 
musyrik: dan perempuan yang berzina tidak dikawini 
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 


musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas 
oran-orang yang mukmin1?3”174 


Apabila pezina benar-benar bertaubat, mohon 
ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya di 
masa lampau dan berjanji tidak akan kembali lagi 
berbuat zina, diikuti dengan ketaatan menjalankan 
aturan-aturan Allah Swt. pasti Allah akan menerima 
taubatnya dan akan memasukkan ke dalam golongan 
orang-orang Shalih. 


173 Maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan 
yang berzina, demikian pula sebaliknya. 
174 0.5. al-Nar, 24:3 
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Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al- 
Furgan ayat 68-70: 


1 7 :2 . Naa t Ca 1 N 

In SA SE AI) Uda NE) Ke ag SA inai 
# - AT 1 - 3 & | - | 1 LN - Te # T - 
K3 Iga AI OS3 ca AN Jak OD,G Ela Yes 


"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan 
yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali de- 
ngan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang 
siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia 
mendapat (pembalasan) dosafnya), Wakni) akan di- 
lipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan 
dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan ter- 
hina, Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman 
dan mengerjakan amal saleh: Maka itu kejahatan 
mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 7: 


Namun demikian para ulama berbeda pendapat. 
Wanita pezina (pelacur) boleh dikawini. Demikian pen- 
dapat Hanifi dan Syafi'i. Hanbali berpendapat: Haram 
mengawininya sebelum bertaubat terlebih dahulu. 
Orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak 
diharamkan mengawini perempuan tersebut, begitu 
pula mengawini ibu dan anaknya. Demikian menurut 
pendapat Imam Malik!”6 dan Syaff'i. menurut pendapat 


175 O.S. al-Furgan: 25: 68-70. 

176 Imam Malik nama lengkapnya adalah Malik bin Anas (93-179H/712- 
796M). Ia dikenal luas oleh ulama sezamannya sebagai seorang Ahlil 
hadits dan fikih terkemuka serta tokoh Ahlul hadits. Pemikiran fikih dan 
usul fikih Imam Malik dapat dilihat dalam kitabnya al-Muwatha' yang 
disusunnya atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid dan baru selesai 
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Imam Hanafi: keharaman mushaharah tergantung tula 
pada perzinaan. Imam Hanbali:77 menambahkan, “Apa- 
bila seorang laki-laki melakukan hubungan jenis (homo 
seksual) dengan laki-laki lain maka ia diharamkan me- 
ngawini ibu dan anak perempuannya. 

Sehubungan dengan perkawinan laki-laki dan 
perempuan pezina ini baik kita bicarakan masalah 
perkawinan perempuan hamil karena hubungan zina, 
baik dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilan 
atau dengan laki-laki lain. Kebanyakan fugaha' ber- 
pendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita 
zina dibolehkan, sebab ia tidak tersangkut kepada hak 
orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang men- 
jalani 'iddah. Ada lagi sebagian fugaha' yang berpndapat 
lain, wanita zina tidak boleh dikawini. 


di zaman Khalifah al-Makmun. Kitab ini sebenarnya merupakan kitab 
hadits, akan tetapi karena disusun dengan sistematika fikih dan uraian 
di dalamnyajuga mengandung pemikiran fikih Imam Malik yang metode 
istinbat-nya, maka buku ini juga disebut oleh ulama hadits dan fikih 
belakangan sebagai kitab fikih. Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perban- 
dingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaa Al-Fikriis, 
2009), hlm. 9. 

177 Imam Hanbali nama aslinya adalah Imam Ahmad bin Hanbal (164- 
241H/780-855M). ia terkenal sebagai ulama fikih dan hadis terke- 
mukadi zamannya dan pernah belajar fikih Ahlul ra'yi kepada Imam 
Abu Yusuf dan Imam al-Syafi'i. para pengembang Mazhab Hanbali pada 
generasi awal (sesudah Imam Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal) di 
antaranya al-Asram Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani al- 
Khurasani al-Bagdadi (w. 275H). Abu Ishag Ibrahim al-Arabi (w. 285H). 
dan Abu gosim Umar bin Abi Ali al-Husaini al-Hiragi al-Baghdadi (w. 
324H). ke empat ulama besar Madzhab Hanbali ini merupakan murid 
langsung Imam Ahmad bin Hanbal dan masing-masing menyusun buku 
fikih sesuai dengan prinsip dasar Madzhab hanbal. Dedi Supriyadi dan 
Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: 
Pustaa Al-Fikriis, 2009), hlm. 16. 
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Untuk lebih jelas dapat diadakan perincian ke- 
mungkinan-kemungkinan sebagai berikut: 

1) Wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzina- 
nya sebelum nampak hamil akibat zina yang dila- 
kukan. 

2) Wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzi- 
nanya dalam keadaan hamil akibat zina yang dilaku- 
kan. Dalam dua macam kemungkinan tersebut, 
menurut pendapat kebanyakan fugaha', laki-laki 
kawan berzina boleh mengawininya seketika, tanpa 
menanti ada atau tidaknya tanda-tanda kehamilan 
pada kemungkinan pertama, dan tanpa menanti 
kelahiran anak pada kemungkinan kedua, suami di- 
bolehkan mengadakan persetubuhan sesudah akad 
terjadi. 

3) Wanita zina kawin dengan laki-laki lain, bukan ka- 
wan berzinanya, padahal ia dalam keadaan hamil 
dari zina. Pada kemungkina ketiga ini para fugaha' 
berselisih pendapat. Menurut pendapat Abu Hanifah, 
Muhammad bin Hasan dan Syafi'i perkawinan wa- 
nita hamil dari zina dengan laki-laki bukan kawan 
berzinanya itu boleh dilakukan seketika, sebab 
wanita itu tidak disebutkan dalam Al-Our'an ter- 
masuk wanita yang haram dinikah. Oleh karenanya 
termasuk wanita yang halal dinikah dengan keten- 
tuan Al-Our'an, yaitu yang mengatakan bahwa selain 
yang telah disebutkan sebelumnya, halal dikawini 
(al-Nisa':23). Tetapi suami tidak boleh menggaulinya 
hingga perempuan itu melahirkan kandungannya, 
dengan alas an hadits nabi riwayat Abu Daud dan 
Turmudzi dari Ruaiffi bin Tsabit al-Anshari yang 
mengajarkan: “Tidak halal bagi seorang yang beri- 
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man kepada Allah dan hari akhir menyiramkan 
tanamannya pada orang lain”. 

Abu Yusuf, Zufar, Malik dan Ahmad bin Hanbal 
berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah, 
untuk menghormat kandungan yang tidak berdosa. 
Ditambah lagi dengan alasan bahwa tujuan akad 
nikah adalah untuk memungkinkan hubungan kela- 
min menjadi halal: padahal para fugaha sepakat 
bahwa hubungan kelamin dalam keadaan ini di- 
larang: oleh karena itu akad nikah yang menjadi 
jalan untuk hubungan kelamin itu dilarang pula. 
Dengan demikian menurut pendapat yang akhir ini, 
perkawinan dapat dilakukan setelah perempuan 
bersangkutan melahirkan. Pendapat ini apabila di- 
anut akan lebih menjamin terpeliharanya nilai akh- 
lak dalam masyarakat. 

4) Wanita zina kawin dengan leleki bukan pezinanya, 
tetapi tidak dalam keadaan hamil. Pada kemung- 
kinan keempat ini, menurut pendapat Abu Hanifah 
dan Abu Yusuf perkawinan dibolehkan dan suami 
boleh pula mengumpulinya setelah akad nikah ter- 
jadi. 

Menurut pendapat Muhammad bin Hasan, per- 
kawinan dibolehkan tetapi makruh mengadakan hu- 
bungan kelamin sebelum meyakinkan kekosongan 
rahimnya dengan mens satu kali, sebab ada kemung- 
kinan wanita itu dalam keadaan hamil, tetapi belum 
nampak. Menurut pendapat Malik dan Ahmad, perka- 
winan tersebut hanya dipandang sah setelah wanita 
bersangkutan menjalani iddah (tiga kali suci bagi yang 
masih dalam mengalami haid atau tiga bulan bagi yang 
sudah tidak dapat lagi atau sama sekali tidak pernah 
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mengalami haidh).178 Para Imam Madzhab sepakat 
bahwa apabila seorang perempuan berbuat zina maka 
pernikahannya tidak batal. Namun, diriwayatkan dari 
Ali r.a. dan Hasam al-Basri bahwa dalam hal demikian, 
pernikahan itu menjadi batal. Apabila seorang pezina, 
kemudian ia menikah maka suaminya boleh langsung 
mencampuri tanpa iddah, akan tetapi jika ia hamil 
maka makruh menyetubuhinya hingga ia melahirkan. 
Demikian menurut Imam Hanafi dan Imam Syafii. 

Maliki dan Hanbali mengatakan “Diwajibkan 
atasnya menunggu masa iddah, dan diharamkan atas 
suaminya menyetubuhinya hingga habis masa iddah- 
nya”. Abu Yusuf berpendapat, “Apabila perempuan itu 
hamil maka haram menikahinya hingga ia melahirkan. 
Sedangkan jika tidak hamil maka tidak haram menikah- 
inya dan ia pun tidak perlu menunggu masa iddah. 
Sedangkan dalam hal menikahi anak sendiri dari hasil 
perzinaan. Menurut Hanafi dan Hanbali mengatakan 
“Tidak halal menikahi anak sendiri dari hasil perzi- 
naan”. Syafi'i berpendapat “Boleh, tapi makruh”. Dari 
Maliki diperoleh dua pendapat. Pertama, tidak boleh. 
Kedua, boleh.179 

Menurut KHI bab VIII pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) 
disebutkan: 
1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawin- 

kan dengan seorang wanita yang menghamilinya. 


178 Ahmad Asyar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Bagian 
Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia, 
1987), hlm. 32. 

179 Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasygi, Figih 
Empat Madzhab, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 329. 
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2) Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut 
dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menung- 
gu lebih dahulu dilahirkan anaknya. 

3) Dengan dilangsungkannya pada saat wanita hamil, 
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak 
yang dikandung lahir. 

Kemudian KHI itu merupakan pendekatan kom- 
promistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu 
ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam 
ajaran fikih dihubungkan dengan faktor sosiologis dan 
psikologis. Dalam hukum adat tersimpul azas: “setiap 
tanaman seorang yang tumbuh dikebun seorang, dialah 
pemilik tanaman itu, walaupun bukan dia yang mena- 
namnya, selain itu tujuan utama azas kebolehan kawin 
hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum 
yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walau- 
pun anak tersebut statusnya adalah anak zina.180 

b. Sumpah Ifan:81 
Lian yaitu perceraian yang terjadi karena tuduh menu- 
duh antara suami istri tentang zina di mana suami me- 
ngatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang dalam 
kandungannya terjadi dari zina, sedangkan istrinya 
menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap berpe- 
gang pada pendiriannya, di mana suami menguatkan 
tuduhannya sedangkan istrinya menguatkan bantahan- 


180 Yahya Harahap, Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Dadan Muttagien 
dkk. (Editor), “Peradilan agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia”, 
(Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 100-101. 

181 Li'an artinya sumpah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat 
pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan.H.M.A Tihami dan Sohari 
Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 64. 
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nya. Dengan demikian cerailah antara suami dan istri 
tersebut, untuk selamanya.182 

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat 
zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka 
suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang ke- 
lima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia 
menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. 
Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman 
zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat 
kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia men- 
dapat laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sum- 
pah demikian disebut sumpah /i'an. Jika terjadi sumpah 
lian antara suami istri maka putuslah hubungan perka- 
winan keduanya untuk selamanya. 

Keharaman ini didasarkan firman Allah Swt., 
dalam surat al-Ntir ayat 6-9 sebagaimana berikut: 


A63 S1 S2 DB aah Ea laa HA el ah KI 
3 BIG SL ll dh KN S3 3 Ss Ia LIS SL KI 

S3 Ge 2 3 G3 Ia 33 
“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), 
padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain 
diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 
empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguh- 
nya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan 


(sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika 
dia termasuk orang-orang yang berdusta.188 Istrinya itu 


182 Muhammad Asyik, Nikah Menurut Islam, (Jakarta: Rakan Offset, 1985), 
hlm. 31. 

183 Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina 
dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah. 
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dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali 
atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar- 
benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) 
yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya 
itu termasuk orang-orang yang benar.184 


Pelaksanaan hukum Ii'an sangat memberatkan 
dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi 
istri yang dalam perkara Ili'an ini. Bahkan dapat mem- 
pengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mere- 
ka berada dalam ketenangan berfikir dan perasaan 
kembali. Hal ini tidak lain adalah: 

1) Karena bilangan sumpah Ii'an. 

2) Karena tempat paling mulia untuk berli'an. Kalau di 
Makkah diadakan di antara hajar aswad dan rukun 
Yamani. Di Madinah di dekat minbar Rasulullah saw. 
Di negeri lain diadakan di masjid jami' dekat min- 
bar. 

3) Karena masa yang paling penting untuk Ii'an, yaitu 
waktu asyar setelah melakukan salat. 

4) Karena sumpah itu dilakukan dihadapan jama'ah 
(manusia banyak), sekurang-kurangnya berjumlah 
empat orang. 

Selain itu, pengaruh Ifan adalah terjadinya per- 
ceraian antara suami istri. Bagi suami, maka istri men- 
jadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rukuk atau 
nikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya melahirkan 


dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam 
tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan 
kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah Ini dalam figih dikenal 
dengan Li'an. 

184 0.5. al-Nur, 25: 6-9 
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anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumkan 
bukan keturunan suaminya. 


SR JB dag Ae ad Tao AI Jaa, Sl laps all 92 as gl us 
(JI SE 0) Lele Sl Jaga Y IS San) Je Uu 


“Dari ibnu Umar ra. Bahwasannya Rasulullah saw. 
Bersabda kepada dua orang (suami istri) yang telah 
tuduh menuduh, “perhitungan kalian berdua terserah 
kepada Allah Swt. Salah satu di antara kamu berdua 
mesti ada yang berdusta. Tiada jalan lain bagi engkau 
berdua untuk kembali.” 


Dalam hadit lain Rasulullah saw. Juga bersabda: 


TA Joy 033 el esa JB las lo) Les alus 
Ip SL ee ya Bari Lal Jen ya cg Yg Ade Ld emg Vol Lely Ae AN 
(2olagl ola) Ip 


“Dari ibnu Abbas r.a. Bahwa ia telah berkata dalam 
hadits orang yang tuduh menuduh (suami istri). Dan 
telah menghukum Rasulullah saw. Bahwa tidak ada 
tempat kediaman yang hak baginya (istri) yang wajib 
atasnya (suami), dan tidak pula makanan yang wajib 
diberikan suami, karena keduanya telah bercerai, bukan 
karena talak, dan bukan karena suaminya meninggal.” 


Akibat hukum dari sumpah I/i'an yang berdampak 
pada suami istri, yaitu l/'an menimbulkan pula perubah- 
an pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku 
bagi salah satu pihak (suami istri). Perubahan itu an- 
tara lain adalah sebagai berikut: 

1) Gugur had atas istri sebagai had zina. 
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2) Wajib had atas istri sebagai had zina. 
3) Suami istri bercerai untuk selamanya. 
4) Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, bahwa 
dia tidak mencampuri istrinya. 
5) Bila ada anak, tidak dapat diakui suami sebagai 
anaknya. 
Sebaliknya si istri dapat menggugurkan had atas 
dirinya dengan membela Ifan suaminya dengan Ii'an- 
nya pula atas suaminya.185 


2. Mahram Grairu Ta'bid 
Maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa 
tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkan- 
nya), dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak 
ada, maka halal untuk dikawini. Keharaman ghaira ta'bid 
ini sering juga disebut muaggat yaitu bersifat sementara 
dan tidak selamanya. Seperti pertalian mahram antara 
laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan 
istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya.186 
Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu, 

Halangan bilangan. 

Halangan mengumpulkan. 

Halangan kehambaan. 

Halangan kafir. 

Halangan ihram. 

Halangan sakit. 

Halangan iddah (meskipun masih diperselisihkan kese- 

mentaraannya). 


go MP AO 


185 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 
276-278. 

186 Muhammad Masykur Khoir, Risalah Mahram dan Wali Nikah, (Kediri: 
Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 12-13. 
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h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang men- 
ceraikannya. 

i. Halangan peristrian.187 

Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk 
selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut: 

a. Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari 
empat. Para ulama sepakat mengharamkan hal terse- 
but. Meski demikian ada juga ulama yang berpendapat 
bahwa menikah perempuan lebih dari empat diboleh- 
kan. Diceritakan dari al-Oasim bin Ibrahim, bahwa ia 
pernah membolehkan menikah dengan sembilan orang 


wanita. 

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. 

Ae - Dn Dani Ge - SH ia Ina ANN 3 N - ben , 
ESA 333 5 Ka seb PN Gb Ob AE Gesas AI Ip, 


“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 
kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemu- 
dian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,188 
Maka (kawinilah) seorang saja,189 atau budak-budak 
yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya”190 


187 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2010), hlm. 64 

188 Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti 
pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 

189 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. 
sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan 
oleh para nabi sebelum nabi Muhammad saw. ayat Ini membatasi 
poligami sampai empat orang saja. 

190 ().S. al-Nisa': 4. 
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Huruf “wawu” dalam ayat itu dimaksudkan se- 
bagai jama'. Dan karena Nabi saw. sendiri menikah 
dengan sembilan wanita. Pendapat tersebut tidak benar 
dan bertentangan dengan ijmad' yang telah disepakati 
dan telah mengabaikan sunnah. Karena Rasulullah saw. 
telah bersabda kepada Ghailan bin Salamah ketika ia 
memeluk Islam, sedang ia mempunyai sepuluh istri, 
"Pertahankan empat saja dan ceraikan yang lainnya”. 
Naufal bin Mu'awiyah bercerita, aku memeluk Islam 
sedang aku masih mempunyai lima istri, maka Nabi 
saw. berkata “Ceraikanlah salah satu dari mereka”. 

Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Syafi'i 
dalam musnadnya. Jadi, ayat di atas dimaksudkan un- 
tuk memberikan pilihan. Jika berkehendak, seseorang 
boleh menikah dua wanita, atau tiga atau empat, seba- 
gaimana firman Allah Swt: 


An Aa Oh ses 2 2 ae ae 
SES JW NA Jet pa oa Lb ad Ai 
z 2 aa Ia aa Ea Pa Ta NU, “an an 

Ia sh SI SL AE ENG ana aan Ea, 

“Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang 
menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk 
mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai 
sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. 
Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dike- 


hendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu” 111 


191 O.S. al-Fathir, 35:1. 
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Hal itu tidak dimaksudkan bahwa setiap malaikat 
itu mempunyai Sembilan sayap. Karena jika Allah Swt., 
bermaksud hendak mengungkapkan sembilan sayap, 
niscaya akan menyatakan sembilan secara langsung 
dan tidak perlu mengungkapkannya secara panjang 
lebar. Dan orang yang mengatakan bahwa yang di- 
maksud adalah sembilan, maka ia termasuk orang yang 
tidak memahami dan mengerti bahasa Arab. Sedangkan 
Nabi Muhammad saw. mempunyai sembilan istri, maka 
yang demikian itu merupakan sesuatu yang dikhusus- 
kan bagi Nabi saw.1?2 

Orang yang masuk Islam, sementara ia mempu- 
nyai istri lebih dari empat orang, maka ia harus memi- 
lih empat orang di antara mereka untuk dijadikan istri 
tetapnya. Jika di antara istri-istri ada yang bersaudara 
(kakak beradik), maka ia harus menceraikan salah satu- 
nya demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam 
Syafi'i dan Imam Hanbali. Imam Hanbali berpendapat, 
jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi 
dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. 
Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad maka sah 
pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama 
saja. Demikian pula dengan dua saudara kakak beradik 
yang telah dinikahi. 

Jika salah seorang dari istri keluar dari agama 
Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mut- 
lak. Baik murtadnya sebelum bercampur maupun 
sesudahnya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi 
dan Imam Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali ber- 


192 Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga 
Sakinah Sesuai Syari'at, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 173- 
175. 
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pendapat, jika nikahnya sebelum terjadi bercampur, 
harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya se- 
telah bercampur, hendaknya ditunggu hingga iddahnya 
selesai. Apabila suami istri itu sama-sama murtad maka 
hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu di 
antara mereka, yaitu terjadi keduanya bercerai. Imam 
Hanafi berpendapat tidak harus cerai. 

Dalam konteks sadd al-dzari'ah bahwa orang 
yang menikah lebih dari empat merupakan bentuk 
larangan, sebagaimana kisah beberapa sahabat yang 
memiliki istri lebih dari empat dan suruh menceraikan- 
nya, tentunya banhwa poligami bukanlah ajaran agama 
Islam, namun Islam justru membatasi dengan batasan 
empat istri sebagai batasan maksimal dan tidak dapat 
melebihinya, jika ada salah satu diantara istri yang 
emapt tersebut ada yang telah dicerai karena suatu hal, 
sehingga istrinya tinggal tiga, maka baru dibolehkan 
baginya menikah lagi, artinya keharaman dari hal ini 
adalah karena telah mencapai batas maksimum yaitu 
empat istri, sehingga berlaku humum haram. 


b. Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan 
bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki 
dalam waktu bersamaan: maksudnya mereka haram 
dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menga- 
wini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki 
mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut 
meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh me- 
ngawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang 
telah meninggal dunia tersebut. 
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Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu 
waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat 
al-Nisa ayat 23: 


S5 AA NN Ab GAS AG EN Sis Oh, 
Sah Sd Suga beli Ia NI Sis GB g3 


PPs 


“Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perem- 

puan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada 
masa lampau: Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang”.1?3 


Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam 
satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua 
orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan 
kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah 
hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah: 


3 Sada AN aa 5 HAN on AI . 
(ade gita ola) Kang PAN 9 as, SA 


Dan dari Abi Hurairah r.a. “Sesungguhnya Rasulullah 
saw. melarang mengumpulkan (sebagai istri) antara 
seorang wanita dengan '“ammah atau khalah (bibinya)” 
(HR. Muttafagun 'Alaih)144. 


193 O.S. al-Nisa', 4:23 
194 Al-Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuty, Tanwirul Hawalik, 
(Indonesia: Dir Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.), hlm. 67. 
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Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman- 
keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara 
(kakak beradik) untuk dinikahi dalam satu masa. Juga, 
diharamkan menikahi seorang perempuan beserta 
bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari 
pihak ibu.195 Demikian juga, diharamkan menyetubuhi 
dua perempuan kaka beradik yang dimiliki dalam per- 
budakan. Daud berpendapat: Tidak diharamkan me- 
ngumpulkan dua bersaudara perempuan yang dimiliki 
dengan jalan perbudakan untuk dicampuri. Imam 
Hanafi berpendapat, disahkan menikahi seorang pe- 
rempuan sesudah menikahi saudaranya. Namun, tidak 
dihalalkan menyetubuhinya sebelum mengharamkan 
persenggamaan dengan saudaranya yang telah dinikahi 
terlebih dahulu.1?6 
1) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki 

lain haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keha- 
raman ini disebutkan dalam surat al-Nisa ayat 24: 


Na AN 2.1 
SAS Ga Sal 1 


“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita 
yang bersuami” 197 

2) Wanita yang sedang dalam iddah, baik dalam iddah 
cerai maupun iddah ditinggal mati berdasarkan 
firman Allah surat al-Bagarah ayat 228. 


195 Al-lmam Muhammad Bin Isma'il al-Amir al-Yaminy al-Shin'any, Subul 
al-Salam Syarhu Bulagh al-Marim, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid Ke- 
III, hlm. 240. 

196 Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasygi, Figih 
Empat Madzhab, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 328. 

197 O.S. al-Nisa', 4:24 
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Jet SN JA sat Semat Gaia Sala, 
ini AI Has Sd al Ne Sasa 
Jaa Dn jek eri (- MAA 25 1 OB 3 

IE 3, 5 Tani Sea 
"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali guru"?8. tidak boleh mereka 
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya 
dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) 
menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai 
hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 
cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mem- 
punyai satu tingkatan kelebihan daripada isteri- 


nya199 dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak- 
sana.200 


Dalam keterangan ayat lain juga dijabarkan 
sebagimana dipaparkan dalam firman Allah Swt. 
dalam surat al-Bagarah ayat 234 berikut: 


AA TI il GA EN Oni Sa € PA En 
Sma Ke gn 2323 
— a Pen ea 2 5 Un aya 


N 


198 OJuru' dapat diartikan Suci atau haidh. 

199 Hal Ini disebabkan Karena suami bertanggung jawab terhadap 
keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (lihat surat al-Nisa ayat 
34). 

200 O.S. al-Bagarah: 228. 
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“Itu adalah umat yang lalu: baginya apa yang telah 
diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu 
usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertang- 
gungan jawab tentang apa yang telah mereka kerja- 
kan”.201 


Dalam kajian sadd al-dzari'ah, larangan menikahi 
perempuan kakak beradik merupakan bentuk halangan 
yang bersifat muaggat yaitu sementara, jika suatu hal 
yang dinikahi tersebut diceraikan atau meninggal 
dunia, maka menjadi hukum yang berbeda, yaitu di- 
bolehkan untuk menikahi adek atau kakak dari mantan 
istrinya, awalnya diharamkan karena saudara istri 
adalah mahram, namun setelah terjadi perceraian maka 
kemahraman-nya terlepas akibat cerai, dan kemudian 
menjadi boleh untuk dinikahi. 

c. Halangan kehambaan, yaitu menikahi budak perem- 
puan sedangkan terdapat perempuan merdeka. Barang 
siapa yang menikahi perempuan merdeka tidak boleh 
baginya untuk menikahi budak perempuan hingga istri 
merdeka diceraikan dan habis masa iddah-nya. Hal ter- 
sebut karena sesungguhnya pernikahan termasuk da- 
lam isyarat tetap yang tidak dapat dinikah dengan 
perempuan merdeka, berdasarkan firman Allah Swt., 
dalam Al-Our'an: 

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang mer- 

deka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk 

mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh 
mengawini wanita yang beriman, dari budak- 
budak yang kamu miliki. Allah mengetahui ke- 
imananmu: sebahagian kamu adalah dari sebaha- 


201 0.S. al-Bagarah: 234 
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gian yang lain.202 Karena itu kawinilah mereka 
dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin 
mereka menurut yang patut, sedang merekapun 
wanita-wanita yang memelihara diri, bukan 
pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil 
laki-laki lain sebagai piaraannya: dan apabila 
mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemu- 
dian mereka melakukan perbuatan yang keji 
(zina), Maka atas mereka separo hukuman dari 
hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. 
(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi 
orang-orang yang takut kepada kemasyakatan 
menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara 
kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 


Karena dalam menikahi budak perempuan atas 
perempuan merdeka perendahan baginya dan menya- 
kitkan karena merendahkannya, hal itu tidak diperbo- 
lehkan.203 Jika seorang budak laki-laki menikah dengan 
majikannya, maka nikahnya tidak dibenarkan (tidak 
sah), karena adanya pertentangan hukum perbudakan 
dan nikah dalam hal pemberian nafkah dan bepergian, 
dimana seorang budak berhak mendapatkan nafkah 
dari majikannya, sedangkan dalam hukum pernikahan 
seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suami- 
nya. Selain itu, menurut hukum perbudakan, seorang 
wanita boleh mengajak budaknya bepergian kemana 
saja ia suka, sedangkan dalam hukum pernikahan, sang 
istri tergantung pada suaminya. Berdasarkan hal ter- 


202 Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah 
sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman. 

203 Ali Yusuf Al-Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, 
Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 130-131. 
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sebut, maka nikah seorang budak dengan majikannya 
yang perempuan sama sekali tidak sah. Dan jika ada 
seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan 
merdeka, kemudian ia menjadikannya sebagai budak, 
maka nikahnya pun tidak sah, karena hukum pemilikan 
budak itu lebih kuat daripada nikah.204 

Dalam konteks sadd al-dzari'ah, perempuan me- 
nikahi budak laki-laki tidaklah dibolehkan, karena 
bertentangan dengan persederajatan, yaitu status 
sudah tidaklah seimbang dengan perempuan merdeka, 
walaupun pada konteks saat ini perbudakan dihapus- 
kan, namun hukum Islam senantiasa melindungi jiwa, 
sehingga hukum tetap berlaku, dan jika suatu saat masa 
mengatakan bahwa perbudakan ada kembali maka 
hukum akan berlaku kembali sebagaimana awalnya. 
Hal ini akan berbeda jika budak itu telah merdeka, 
bahkan laki-laki yang menikah seorang perempuan dan 
kemudian perempuan tersebut dijadikan budak pun 
dilarang dalam agama, namun demikian larangan per- 
budakan juga merupakan bentuk muaggat sampai ia 
merdeka. 

d. Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah. 
Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain 
Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak tetap 
pernikahannya atas orang kafir dan tidak pula bagi 
seorang murtad karena ia telah keluar pada agidah dan 
petunjuk yang benar sehingga ia tidak layak untuk 
menetapkan agidah bathil. 


204 Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga 
Sakinah Sesuai Syari'ah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 184 
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Dalil atas keharamannya adalah firman Allah Swt. 


JB an K3, 


“Dan janganlah kamu tetap bermata pada tali 
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”.205 


Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam 
surat @suaisi ayat 24, yaitu: 


Sie Bed PO 3 SEN SG as 3 ia JG 
“Maka jika kamu tidak dapat membuatfnya) - dan pasti 
kamu tidak akan dapat membuatf(nya), peliharalah 


dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan 
batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir”.206 


Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita Nasrani, 
Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5, yaitu: 


Jon Stats SO Io AS YAN aa Aa Ea SU jalal 
S3 Ha SIS Lia GAN ae Sia ba Sa Skase 
ee eng Sapa! Saya TSI 

Sapa Sana 3s AE JS ye, 3 


"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. ma- 
kanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu 
halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi 
mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang men- 


205 0.S. al-Mumtahanat, 60:10. 
206 ().S. al-Bagarah, 2:24. 
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jaga kehormatan?0”7 di antara wanita-wanita yang ber- 
iman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di 
antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, 
bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan 
maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan 
tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa 
yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum- 
hukum Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari 
kiamat termasuk orang-orang merugi”.208 


Pernikahan orang kafir dengan orang kafir adalah 
sah. Pernikahannya tergantung pada hukum-hukum 
yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku 
bagi kaum muslim. Demikian menurut pendapat Imam 
Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Sedangkan 
Imam Maliki berpendapat pernikahannya batal. Boleh- 
nya seorang laki-laki merdeka menikahi budak perem- 
puan dengan dua syarat: 

a. Takut terjerumus kedalam perzinaan. 
b. Tidak ada kesanggupan untuk menikahi perempuan 
merdeka. 

Demikian menurut pendapat Imam Safi'i, Imam 
Maliki dan Imam Hanbali. Sedangkan Imam Hanafi 
berpendapat: Bolehnya tidak bergantung pada dua 
syarat tersebut. Yang menghalangi adalah adanya istri 
yang merdeka atau sedang dalam menunggu masa 
iddah. 

Tidak halal bagi seorang muslim menikahi budak 
ahli kitab. Demikian menurut pendapat Imam Syafii, 
Imam Maliki dan Imam Hanbali. Sedangkan Imam 


207 Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka. 
208 0.5, al-Bagarah: 5:5 
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Hanafi berpendapat halal. Para Imam Madzhab ber- 
sepakat tentang tidak halalnya seorang muslim me- 
nyetubuhi budak-budak ahli kitab yang diperoleh de- 
ngan jalan memilikinya. 

Imam Abu Tsawr berpendapat: halal menye- 
tubuhi segala budak yang diperoleh dengan jalan perni- 
kahan, walaupun beragama lain. Menurut pendapat 
Imam Syafi'i dan Imam Hanbali: Seorang yang merdeka 
tidak boleh menikahi lebih dan seorang budak. Imam 
Hanafi dan Imam Maliki mengatakan: boleh menikahi 
budak hingga empat orang, sebagaimana bolehnya me- 
nikahi perempuan merdeka. Seorang budak hanya 
boleh beristri dua orang. Demikian menurut pendapat 
Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali. Sedangka 
Imam Maliki berpendapat: boleh beristri lebih dari dua 
orang. 

Seorang yang telah berzina dengan seorang 
budak boleh dinikahinya dan terus menyetubuhinya 
sebelum penangguhan persenggamaan untuk mengeta- 
hui kekosongan rahim. (istibra'). Demikian menurut 
pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Hanafi ber- 
pendapat: Tidak boleh disetubuhi sebelum istibra' 
terlebih dahulu selama satu kali haidh atau sampai 
melahirkan jika ia hamil. Sedangkan Imam Maliki me- 
makruhkan menikahi wanita pezina secara mutlak. 
Imam Hanbali berpendapat: Tidak boleh menikahi 
perempuan yang telah dizinai kecuali dengan dua 
syarat: 
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1) Telah taubat dari perbuatannya. 
2) Istibra', yaitu hingga ia melahirkan jika hamil atau 
menunggu tiga kali haidh jika ia tidak hamil.209 
Dalam konteks sadd al-dzari'ah, bahwa menikahi 
perempuan kafir dilarang maupun sebaliknya menikahi 
laki-laki kafir ataupun murtad, berbeda dengan pe- 
rempuan ahlul kitab boleh dinikah tapi dilarang 
menikahi laki-laki ahlul kitab bagi muslimah. Hal ini 
dikatakan muaggat karena jika kemudian laki-laki atau 
perempuan kafir tersebut menjadi Islam atau masuk 
ajaran Islam, maka hukum keharaman itu berrubah 
menjadi kebolehan. 

e. Halangan ihram, yaitu wanita yang sedang melakukan 
ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh 
dikawini. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw. yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan: 


GA Sean KE AN Jan al Sl IE 3 SEE yA 
(dama ola) Saat AG 


“Orang yang sedang ihram tidak boleh meniah, tidak 
boleh menikahkan dan tidak boleh pula meminang.” 


Dalam riwayat Tirmidzi tidak disebutkan adanya 
kalimat “tidak boleh meminang”. Kata tirmidzi hadis ini 
Hasan Shahih. Sebagian para sahabat mengamalkan 
hadits ini, Imam Syaff'i, Imam Ahmad dan Imam Ishag 
berpendapat demikian pula. Mereka menganggap ka- 
winnya orang sedang ihram tidak sah dan jika dilak- 
sanakan juga hukumnya bathil. 


209 Syaik al-allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasygi, Figih 
Empat Madzhab, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 329. 
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Akan tetapi ada satu riwayat yang menjelaskan 
bahwa Nabi Muhammad saw. kawin dengan Maimunah 
ketika beliau ihram. Hadis tersebut dipertentangkan 
oleh riwayat muslim yang menyatakan bahwa Nabi 
Muhammad saw. kawin dengan Maimunah itu di waktu 
halah haji (selesai menunaikan haji).20 Dalam konteks 
sadd al-dzariah, larangan menikah pada saat ihram atau 
haji adalah karena dapat membatalkan ibadah hajinya, 
baik ihram karena haji atau umrah, untuk itu pada saat 
ihram dilarang menikah atau menikahkan, atau menjadi 
wali atau saksi, namun hal ini bersifat muaggat, bahwa 
hal itu hanya sementara, setelah selesai ihram maka di- 
bolehkan kembali. 

f. Halangan sakit, para ulama sepakat jika seseorang 
dalam keadaan sakit dilarang untuk melangsungkan 
pernikahan. Sedang sakit atau mempunyai jenis pe- 
nyakit yang menular, seperti gila, kusta dan sopak.211 
Bagi laki-laki memiliki dua hal perkara, yaitu putus 
dzakar dan impoten. Bagi perempuan, yaitu tumbuh 
tulang pada kemaluannya, kemaluannya buntu, kema- 
luannya kesumbat daging dan kemaluannya terlalu 
basah. 

Menurut Imam Hanafi, laki-laki tidak memiliki 
khiyar sebab-sebab hal tersebut. Namun bagi wanita 
mempunyai khiyar jika suaminya putus zakar atai im- 
poten. Imam Maliki dan Imam Syafi'i menetapkan hak 
khiyar bagi laki-laki dan perempuan lantaran adanya 


210 Muhammad Thalib, Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam, 
(Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 80. 

211 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII, 1987), 
hlm. 13. 
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sebab-sebab cacat tersebut, kecuali sobek antara salur- 
an kencing dan lubang kemaluan. 

Jika terdapat semua itu pada diri suami, istri 
boleh memilih antara meneruskan pernikahannya atau 
membatalkannya. Demikian menurut pendapat Imam 
Malik, Syafi'i dan Hanbali. Jika hak itu terjadi pada 
suami setelah akad dan sebelum bercampur maka istri 
memiliki hak khiyar. Demikian menurut Maliki, Syaffi 
dan Imam Hanbali. Demikian setelah bercampur, kecu- 
ali impoten, menurut pendapat Imam Syafii. 

Sedangkan jika cacat tersebut ada pada istri, ma- 
ka suami berhak membatalkan pernikahannya. Demi- 
kian menurut pendapat yang paling kuat dalam madz- 
hab Syafi'i dan pendapat Hanbali. Adapun pendapat 
Maliki dan Syafi'i dalam riwayat lain: suami tidak me- 
miliki hak khiyar. 

Apabila istri menjadi merdeka, sedangkan suami- 
nya masih dalam perbudakan, istri boleh melakukan 
khiyar dengan cepat, atau selambat-lambatnya tiga hari, 
atau sebelum memungkinkannya dirinya untuk disetu- 
buhi oleh suami. Demikian menurut pendapat Imam 
Syafi'i yang paling shahih. Hanafi berpendapat, boleh 
khiyar oleh istri bila masih dalam proses kemerde- 
kaannya. Sedangkan jika istri sudah menerima kemer- 
dekaannya dan memungkinkan suami mensetubuhinya, 
maka hal demikian berarti ia telah ridha. Maka tidak 
ada hak khiyar lagi. 

Apabila seorang perempuan menjadi merdeka, 
sedangkan suaminya memang orang yang merdeka, 
maka ia tidak boleh menggunakan hak khiyar. Demikian 
menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam 
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Hambali. Imam Hanafi berpendapat, istri boleh melaku- 
kan khiyar.212 

Dalam konteks sad al-dzari'ah bahwa menikahi 
orang yang sedang sakit atalah perkara yang bersifat 
muaggat, artinya setelah sakitnya sembuh total baru 
akan dibolehkan kembali, diharamkannya karena di- 
khawatirkan sakitnya menular, justru akan membawa 
kemudharatan yang besar, padahal tujuan berkeluarga 
adalah mendapatkan keturunan yang sehat yang akan 
menjadi generasi muslim atau muslimah yang sem- 
purna. 


g. Halangan iddah213, yaitu wanita yang sedang dalam 
iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.214 
Perceraian hidup dan dalam keadaan hamil, dijelaskan 
dala surat al-Thalak ayat 4 yaitu, 


212 Syaik al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman al-Damasygy, Fikih 
Empat Madzhab, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 332-334 

213 Secara etimologi berarti bilangan, sebab iddah pada hakikatnya adalah 
bilangan dan perhitungan, baik bilangan haidh/ suci atau bilangan 
bulan. Sedangkan secara terminologi berarti nama bagi suatu masa bagi 
seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat 
suaminya atau karena perpisahan (perceraian hidup) dengan suaminya. 
Masa tunggu ini ada kalanya dengan agra (suci/haidh) atau dengan 
bilangan bulan. Abu Zahra dalam al-Ahwal al-Syaksyiah mengatakan 
bahwa iddah adalah suatu masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh 
perkawinan. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2000), h. 193 

214 Karena cerai hidup belum dukhul (belum terjadi coitus atau belum 
mengadakan hubungan seksual) sejak perkawinan tejadi. Dalam 
keadaan seperti ini, si wanita tidak memerlukan masa tunggu atau 
iddah. 
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CoA PI dn ga gaa « 

J5 AE HA ED ANE: al Sang 

BAJA a AR sia SI IRI Eli s5 
ea 


"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika 
kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa 
iddah mereka adalah tiga bulan: dan begitu (pula) 
perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perem- 
puan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan 
barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya 
Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan- 
nya” 215 


Perceraian hidup, tidak hamil, belum haidh atu 
putus haidh (menopause), iddah-nya selama tiga bulan. 
Surat al-Thalak ayat 4: 


IP AA tb yana IE sea gagah 
maa AN 3 3 JAE ga AA JSI Eh “53 

Be 
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika 
kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa 


iddah mereka adalah tiga bulan: dan begitu (pula) 
perempuan-perempuan yang tidak haid” .216 


215 0.5. al-Thalak: 65:4. 
216 0.5. al-Thalak: 65:4. 
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Perceraian hidup, sudah dukhul dan masih haidh, 
lamanya iddah tiga kali guru' (haidh atau suci). Surat al- 
Bagarah ayat 228: 


4 - ge aa 2 CE no, Pr Hn Ind 
AN Ge la EK : IE 5 sa Ada Yel aa Tas ca, 
II 3 ain AG Ai SA Ae Sab $ IN Sea 
1553 3g Jas Doel Sele ea “ SI Isl TI 

IS pa Ag 
"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali guru”3?, tidak boleh mereka me- 
nyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim- 
nya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. 
dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 
menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 
ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan 
tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 


daripada isterinya2!8 dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.219 


217 Ouru' dapat diartikan suci atau haidh. 

218 Ini disebabkan Karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan 
dan kesejahteraan rumah tangga (lihat surat al-Nisa ayat 34). 

219 O.S. al-Bagarah, 2:227. 
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Cerai mati masa iddah-nya empat bulan sepuluh 
hari. Allah berfirman: 


Le 


ae AB TN Sei GA Gl Op Sa ORA Gal 
$ ui ' - 2. San Ay. 2 aa Kata Tg STA ANT 
(Ag Sa Semi 3 Ga3 bea SE Ca YG SAS GA NG 
9, LT - -5 

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 
dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri 
itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan 
sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, 
Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mere- 


ka berbuat terhadap diri mereka?20 menurut yang patut. 
Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.221 


Dalam konteks sadd al-dzari'ah, ralarangan 
wanita dinikahi karena sedang masa iddah adalah 
bersifat muaggat, yaitu berlangsung sampai iddahnya 
selesai, jika iddahnya telah selesai maka akan diboleh- 
kan kembali, karena tujuan iddah adalah untuk me- 
nentukan apakah wanita tersebut sedang hamil atau 
tidak, atau untuk memastikan kesetiaan keduanya 
mungkin akan rujuk kembali, namun jika semuanya 
telah selesai baik iddah cerai atau idah mati akan 
kembali normal apabila iddah tersebut telah selesai 
pada batas maksimumnya. 


220 Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan. 
221 (.S. al-Bagarah, 2:234. 
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h. Halanan perceraian tiga kali, yaitu wanita yang ditalak 
tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali 
kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah 
berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir 
itu dan telah habis masa idah-nya,222 berdasarkan surat 
al-Bagarah ayat 229: 


Na YES nya Dl Ha ba 
Kp is GE & SAS ba CE NN Pak 
Related Aa 


“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh 
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan 
dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu meng- 
ambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan 
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu 
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa 
atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 
isteri untuk menebus dirinya.223 Itulah hukum-hukum 
Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang- 
siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 
itulah orang-orang yang zalim.?24 


222 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Al-Hidayah, 
1967), hlm. 34. 

223 Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. 
Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang 
disebut 'iwadh. 

224 O.S. al-Bagarah, 2:229 
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Dalam ayat lain juga dipaparak mengenai hal 
tersebut dalam urat al-Bagarah ayat 230: 


Pd 
- 


- S8 AI 
AAN AS Mp teri gear KR 1 Ant, NA LAN sik Ng 
EKA SG AE DNS GS Mp JAS GA GL 
& 
- 1 al AN $ 7. - ? 1 Te A4 AN maa Kn 21 TA 
Ka AU AS Bl AI sya Ui OLS GS AS GI ae 
yanga 


"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak 
yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal bagi- 
nya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian 
jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak 
ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan 
isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat 
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum 
yang (mau) Mengetahui?”.225 


Apabila seorang perempuan yang ditalak tiga 
menikah lagi dengan orang lain, dengan maksud untuk 
menghalalkan pernikahan pernikahan dengan mantan 
suaminya yang pertama, dengan memakai syarat apa- 
bila terjadi persetubuhan dengannya maka jatuh talak, 
maka pernikahan semacam ini adalah sah. Namun 
syaratnya gugur. Demikian menurut pendapat Imam 
Hanafi. Adapun, mengenai halalnya istrinya tersebut 
bagi mantan suaminya yang pertama, Imam Hanafi 
mempunya dua riwayat. 

Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki: 
Tidak halal bagi suami pertama kecuali sesudah terjadi 
pernikahan yang sah yang dilakukan atas dasar kese- 


225 0.5. al-Bagarah, 2:230. 
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nangan kedua belah pihak, bukan bertujuan untuk 
menghalalkan pernikahan dengan mantan suami per- 
tama, dan telah disetubuhi suami kedua dalam keadaan 
suci, tidak dalam keadaan haidh. Jika pernikahan itu di- 
maksudkan untuk menghalalkan atau disyaratkan de- 
mikian maka akadnya rusak, dan ia tidak halal bagi 
suami yang kedua. Imam Syafii dalam masalah ini 
mempunyai dua pendapat, dan yang paling shahih: 
Pernikahannya tidak sah. Hanbali berpendapat, tidak 
sah secara mutlak. 

Adapun, pernikahan tanpa menyaratkan demi- 
kian, hanya bercita-cita saja, maka nikahnya sah. 
Demikian menurut pendapat Imam Hanafi. Menurut 
pendapat Imam Syafi'i: sah, tetapi makruh. Sedangkan 
menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanbali: 
Tidak sah. Demikian dengan syarat jangan dimadu atau 
jangan pindah dari negerinya atau dari rumahnya, atau 
jangan diajak berkelana, maka pernikahannya adalah 
sah, dan semua syaratnya itu tidak wajib dipenuhi. 
Selain itu, perempuan tersebut berhak memperoleh 
mahar mitsl, karena syarat tersebut mengharamkan 
yang halal. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi, 
Imam Maliki dan Imam Syafti. Imam Hanbali berpen- 
dapat: Pernikahannya adalah sah, dan syaratnya harus 
dipenuhi. Jika ia menyalahi syaratnya, maka istri boleh 
memilih untuk menceraikan dirinya.226 

Dalam konteks sadd al-dzari'ah, larangan meni- 
kahi wanita yang telah dicerai tiga kali karena ia telah 
mengalami masa iddah ba'in, yang mana iddah baik, 
akan boleh menikh kembali apabila wanita yang telah 


226 Syaik al-allamah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasygi, Figih 
Empat Madzhab, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 327-331. 
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diceraikan tiga kali tersebut telah menikah dengan laki- 
laki lain dan setelah dukhul, melakukan hubungan bio- 
logis selayaknya suami istri dan kemudian bercerai 
tanpa sebuah rekayasa, maka boleh baginya menikahi 
wanita tersebut sampai berubah konteksnya. 

i. Halangan peristrian, yaitu wanita yang terikat per- 
kawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh 
seorang laki-laki,227 atau perempuan yang terpelihara 
maksudnya bersuami sehingga ia bercerai atau menjadi 
janda dan habis masa iddah-nya, berdasarkan firman 
Allah Swt. dalam bentuk penjelasan perempuan- 
perempuan yang diharamkan: dan perempuan-perem- 
puan yang dipelihara.228 


ES Jet, Saba IS Sita SS JAN ga Shah, 
He ERA Gamad FE Gemes SIA PERS 


Kan aa Ga AG Aa KUE Ea tan anal Ag6 
(aa sela sa Sl 


“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki?29 
(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan- 
Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang 
demikian?30 (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu 
untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri 


227 Abdil Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 
133. 

228 Ali Yusuf A-Subki, Fikih Keluarga dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), 
hlm. 14. 

229 Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut 
tertawan bersama-samanya. 

230 Jalah selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat al- 
Nisa ayat 23 dan 24. 
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yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, 
berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempur- 
na), sebagai suatu kewajiban: dan tiadalah mengapa 
bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu:31, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.?32 


Dalam konteks sadd al-dzari'ah, larangan meni- 
kahi perempuan yang telah bersuami adalah mutlak, 
karena wanita ini masih dalam pernikahan, sedangkan 
poliandre adalah hal yang diharamkan dalam hukum 
Islam, berbeda dengan jika perempuan ini telah ber- 
cerai, maka perempuan ini berstatus janda dan akan 
berubah menjadi boleh dinikahi karena tidak terikat 
pada suaminya, dan tidak ada hubungan dengan laki- 
laki lain. 


E. Larangan Perkawinan dalam Perundang-Undangan di 

Indonesia 

Selain telah diatur dalam hukum normative, yaitu fikih, maka 
tentang larangan perkawinan juga telah dilegislasikan dalam 
hukum formal atau hukum positif, yaitu peraturan perun- 
dang-undangan di Indonesia. Hukum perkawinan merupakan 
bagian intergral dari syari'ah Islam, yang tidak terpisahkan 
dari demensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah 
hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalang- 
an orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan 
berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa 


231 Jalah menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali 
maskawin yang Telah ditetapkan. 
232 O.S. al-Nisa: 4:24. 
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diharapkan memiliki nilai transcendental dan sacral untuk 
mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan 
syari ah Islam. 

Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka syari'ah 
Islam merupakan norma Ilahi yang mengatur hubungan 
manusia dengan Tuhan yang disebut dengan kaidah-kaidah, 
mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hu- 
bungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan 
kaidah mu'amalah yang sekaligus mencakup kaidah ibadah 
adalah hukum yang berkaitan dengan al-ahwal al-syakhsiah, 
yang muatannya antara lain mengenai hukum munakahat/ 
perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan me- 
nurut syariah Islam mengikat kepada setiap muslim, dan 
setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan 
terkandung nilai-nilai ubudiyah. Karena itu, ikatan perka- 
winan diistilahkan oleh Al-Gur'an dengan “mitsagan gha- 
lidza” suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan 
yang mengandung niali ubudiyah, maka memperhatikan 
keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil. 

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari jaman kerajaan 
Islam yang kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan, 
zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan negara tam- 
paknya tidak pernah lepas tangan dengan pengaturan, 
penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indo- 
nesia. Hal ini karena terpulang kepada fitrah Islam yang 
dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak me- 
ngenal pemisahan antara negara dengan agama. Dari segi 
penerapannya, hukum munakahat/hukum perkawinan ter- 
masuk kedalam bagian hukum Islam yang memerlukan 
bantuan kekuasaan negara.23?3 Artinya, bahwa dalam rangka 


233 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2006), hlm. 96. 
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pelaksanaan atau pemberlakuannya, negara harus terlebih 
dahulu memberikan landasan yuridis-nya, karena negara 
merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuasaan 
untuk hal itu.234 

Korelansinya dengan tersebut di atas, di Indonesia 
sejak tahun 1974 telah diundangkan dalam undang-undang 
Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan materi undang- 
undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum 
munakahat yang terkandung di dalam undang-undang, sunah 
Rasulullah, dan kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer 
yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional 
Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan 
hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan 
memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat 
muslin Indonesia.235 

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal 
yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat- 
akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak 
(keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang- 
undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan telah me- 
rumuskan tentang larangan perkawinan, yang telah dije- 
laskan dalam (Pasal 8) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan. 


234 Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dalam Negara Hukum, 
kedudukan hukum menjadi supremasi, artinya bahwa setaip orang 
harus sesuai tindakannya dengan hukum. Oleh karena itu ditegakkanlah 
suatu asas yang dikenal dengan asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 
ayat (1) KUHP. (suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali 
berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang 
telah ada). Ketentuan Pasal tersebut sejiwa dengan firman Allah SWT. 
dalam O.S. al-Isra, 17:1.5 

Muhammad Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), hlm. 12. 
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23 


Isa 


1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 
ataupun ke atas. 

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping 
yaitu antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 
orang dengan saudara neneknya. 

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu 
dan bapak/ibu tiri. 

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 
saudara susuan dan bibi/paman susuan. 

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri 
lebih dari seorang. Mempunyai hubungan yang oleh aga- 
manya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.236 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan kawin seperti 
diatas, dijelaskan pula secara rinci sebagai berikut ini. 


Pasal 39 
Dilangsungkan perkawinan antara seoranga pria dengan seo- 
rang wanita disebabkan: 
1. Karena pertalian nasab 
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 
menurunkannya atau keturunannya. 
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah 
C. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya 
2. Karena pertalian kerabat semenda 
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau 
bekas istrinya. 
b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menu- 
runkannya. 
c. Dengan seorang wanita bekas istri itu gobla al-dukhil. 


236 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Pasal 8. 
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3. Karena pertalian persusuan 

a. Dengan wanita yang menyesuaikan dan seterusnya 
menurut garis lurus ke atas. 

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya me- 
nurut garis lurus ke bawah. 

c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan keme- 
nakan sesusuan. 

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi 
sesusuan ke atas. 

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturun- 
annya. 


Pasal 40 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 
dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. 
a. Karena seorang wanita yang bersangkutan masih teri- 
kat satu perkawinan dengan pria lain. 
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah 
dengan pria lain. 
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 


Pasal 41 

1. Seorang pria dilarang memedu istrinya dengan seorang 
wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau 
sesusuan dengan istrinya. 
a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturun- 

annya. 

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun 
istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa 
iddah. 
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Pasal 42 
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan 
seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 
empat istri, yang ke empat masih terikat tali perkawinan atau 
masih dalam iddah talak raj'i, atau salah seorang diantara 
mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lain- 
nya dalam masa iddah talak raji. 


Pasal 43 

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: 
a. Dengan seorang wanita bekas istri ditalak tiga kali. 
b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an 

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau 
bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian 
perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan habis masa 
iddah Hasan al-Basri berkata: “Dan dahulu mereka memi- 
lih semisal keadaan ini menikahi orang-orang yang jauh 
disekitar, mereka melihat hal itu untuk menyebarkan ketu- 
runan dan memperbaiki penciptaan. Mereka menjauhi 
menikahi keluarga dan kerabat. Mereka memandangnya 
berbahaya bagi anak. 


Pasal 44 


Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 
dengan pria yang tidak beragama Islam. 
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Demikianlah beberapa larangan tentang perkawinan 
dalam konteks hukum positif yaitu peraturan perundang- 
undangan secara formal di Indonesia, hal ini tentunya diatur 
untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana tujuan hukum 
islam itu sendiri yaitu untuk mengambil kemashlahatan dan 
menjadaka kemudharatan, adanya sebuah larangan baik yang 
bersifat muaggat maupun ghairu muaggat tentunya sebagi 
upaya menghadirkan kemaslahatan, karena jika aturan itu 
dilanggar akan berakibat pada kemudharatan baik pada 
agama, jiwa, akal, nasab maupun harta, yang semua itu harus 
dilindungi. 
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PENUTUP 


Dalam konsep sad al-dzari'ah, larangan merupakan upaya 
syariah untuk mencegah suatu kemudharatan, sehingga 
tercapainya kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Dalam 
konteks perkawinan, ada beberapa hal yang menyebabkan 
perkawinan terlarang, baik halangan yang bersifat abadi 
(ta'bid), yaitu sebuah perkawinan yang tidak dapat dilakukan 
sepanjang masa, yaitu karena adanya hubungan nasab, persu- 
suan dan hubungan semenda. Sedang yang haram sementara 
(ghairu ta'bid) adalah orang yang haram dikawin untuk masa 
tertentu, dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak 
ada, maka halal untuk dikawini. Seperti: Pertama, halangan 
bilangan. Kedua, halangan mengumpulkan. Ketiga, halangan 
kehambaan. Keempat, halangan kafir. Kelima, halangan ihram. 
Keenam, halangan sakit. Ketujuh, halangan iddah (meskipun 
masih diperselisihkan kesementaraannya). Kedelapan, ha- 
langan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikannya. 
Kesembilan, halangan peristrian. 
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“RADEN INTAN - 
LAMPUNG 


Dad9 Al-dzari ah 
Interpretasi Si Hukum syara" “ 
Terhadap Beberapa Hal 
—— tentang — 
Larangan Perkawinan 


Konsep Sadd Al-Dzari'ah adalah menyumbat celah yang akan 
mendatangkan kemudharatan dalam bentuk larangan. Dalam konteks 
hukum perkawinan, ada dua model yang menyebabkan perkawinan 
dilarang, yaitu: Pertama, ghairu muaggat, yaitu larangan perkawinan yang 
bersifat selamanya dan tidak dibatasi waktu tertentu, hal ini disebabkan 
karena adanya hubungan nasab, persusuan dan hubungan semenda. 
Kedua, muaggat, yaitu larangan perkawinan yang disebabkan oleh 
beberapa hal yang menyebabkannya terlarang untuk melakukan 
perkawinan, namun dibatasi oleh waktu tertentu, artinya apabila 
penghalangnya telah tiada, maka akan adanya kebolehan kembali, adapun 
penghalang tersebut adalah karena halangan bilangan, halangan 
mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, 
halangan sakit, halangan iddah, halangan talak ba'in, dan halangan 
peristrian. 

Harapan penulis, dengan hadirnya buku sederhana ini dapat 
memberikan garis-garis yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang 
hendak melang-sungkan pernikahan, karena jika hal ini dilanggar akan 
menimbulkan kemudharatan dalam syara". 

Selamat membaca! 


Tujuan sebuah rumah tangga adalah ingin mewujudkan 
keluarga yang harmonis. Hukum syara' memberikan rambu- 
rambu terhadap siapa-siapa yang boleh atau dilarang untuk 
dinikahi, karena adanya kemudaratan. Buku ini layak untuk di 
1. baca khususnya bagi akademisi di bidang hukum keluarga 
Tadi ataupun mereka yang sekedar ingin mengetahui rambu- 
rambu tersebut. Buku ini tidak sekadar membahas hal yang di 
bolehkan atau terlarang dalam sebuah perkawinan, melainkan juga 
menginterpretasikan hukum syara' tersebut dengan menggunakan telaah 
sadd al-dzari'ah. Selamat membaca! 


Prof. Dr. H. Idham Khalid, M. Ag. 
(Guru Besar UIN Raden Intan Lampung) 
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